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ABSTRACT

PUBLIC SERVICE MODEL OF EDUCATION AND CULTURAL BOARD OF KOTA
TANGERANG

Implementing decentralization by ofonomus can provide public sewvice be more efective
and efficient. Producing public service can be done by instiiusion where more near with
its comunity.

Eduration s one of living subject which beceme to be indicater of public wellfare. in
decentralizetion confext education maiter is one of autherity that given by central
govemment [0 local govermeant, it means central goverment feel how interesting local
poverment to contribute for developing and providing bage on Igcal's potention.,

This research is tend to describe area of public service that implemented by Educational
and Culture Board of Kota Tangerang, and to know how far dimension of public service
models that popularized by Steave Leach can build the public service at Kota
Tangerang, and dasoribe the good model public service according for Kota Tangerang.
Sample which is taken is 31 informants. It is taken from 4 elements, they are 8
informants from Dinas Pendidikan, 5 informants from Local Representative Board, 3
informants from NGO, and 15 informants from Educational Foundation. Al informants is
taken by purposive sampling technique for the sample withdrawal,

The entire questioner, which had been returned, was processed by using descriptive
analysis and analysis of variance.

Based on the data which have been collected and processed before the role of
Educational and Culture of Board of Kota Tangerang is very dominant. Thig institution s
producing and mplementing most of public service. There are three kinds of public
service namely directly service, regudation, and aims.

Based on the data which have been coliected and provessed before . dimension of
public is stronger than economic, polical dimension shows representative demacration,
and governmental dimension is very strong. It can be concluded that educational of
public service in Kota Tangerang tends using fraditional bureaucratic authority.

Based on the data wiich have been collectad and processed before, the way of model
public service fends to residual enabler model. By this model, Educabonal and Cultural
can reduce directly public service and giving more authority for prival institution o
handie 1. Government concentrates in reguiation and giving aims.

To realize conclusion agbove, it would be better if government doing synergism and
private for preparing fransition time to replace traditional bureaucratic mode! with
residual enabler.
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Pelaksanasn asas deseniralisasi melslul pemberian olonomi kepada daerah dapat
menyediakan pelayanan publik menjadi lebih efisien dan sfektif. Penyediaan pelayanan
publik dapat dilakukan oleh institusi yang berkedudukan lebih dekat dengan masyarakat
sehingga dapat membuat keputusan berbasis keinginan dan kebutuhan publik.
Pendidikan merupakan salah satu bidang kehidupan yang menjadi tolok ukur
kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi, bidang pendidikan merupakan
salah saty kewenangan yang dibenkan oleh pusat kepada pemerintah daerah. Hal mi
berart, balwa pemerintah pusat menyadar makna penting kontribusi daerah dalam
mengembangkan dan memajukan bideng pendidikan sesual dengan potensi masing-
masng daerah,

Penelitian ini berusaha mendapatkan gambaran tentang cakupan pelayanan publik vang
dilakukan oleh Dinas Pendidikan don Kebudayaan Kota Tangerang baik yang bersifat
wajib maupun tambahan, mengetahui fakior-faklor yang membentuk model pelayanan
publik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Keta Tangerang, serta
menggambarkan model pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik dan potensi
Kota Tangerany. Penelitian mencoba memverifikasi model layanan publik yang
dipopulerkan oleh Steave Leach, dkk. Data dikumputkan dari responden yang dipilih
secara purposive. Responden berasal dari unsur dinas pendidikan dan kebudayaan,
yayasan pendidikan, legislatif, dan lembaga swadaya masyarakat, Jumiah responden
terdiri dani Dinas Pendidikan 8 orang, Yayasan Pendidikan 15 orang, Legisiatif 5 orang,
dan L8M 3 corang. Instrumen pengumpul date menggunakan kuesioner. Data yang
terkumpul selanjutnya dianalisis secara diskaptif kuantiialif. Penentuan model layanan
publk serta gambaran tentang layanan publik dilakukan dengan menggunakan uji
ANGVA. Pengolahan data secara statistik menggunakan software SPSS versi 12,
Berdasarkan data yang diolsh, dapat ditemukan bahwa peran Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Tangerang dalam penyelenggaraan layanan publik dapat disimak dari
TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi) perangkat daerah yang disusun oleh pemerintah
daerah. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Tangerang memberikan layanan publik
maliputi penyediaan layanan secara langsung, pengaturan melalul kebliakan/peraturan,
dan perabenian bantuan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sektor publik masih
kuat dibandingkan seidor swasta dalam menyediakan layanan kepada masyarakat,
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Berdasarkan data yang dioleh, ditemukan bahwa dimensi skonomi ditandal dengan
kuatnya sekior publik, dimensi politk yang menunjukan berlakunya demokrasi
perwakilan, dan dimensi pemerinfahan yang menandal kuatnya pemerintah daerah
maks bisa disimpulkan bahwa mode! pemerintahan daerah yang dianut ¢leh pemerintah
kota Tangerang dalam bidang pendidikan cenderung traditional bursaucratic authority
dalam kerangka mode] yang dikembangkan oleh Leach, Stewart & Walsh {1994).
Berdasar hasil perhitungan statitistik dengan menggunakan uji Anova, arah model
layanan publik bidang pendidikan yang tepat untuk Kota Tangerang adalah model
residual enabler. Melalui model ini, peran pemerintah dalam hal ini dinas dalam
menyediakan layanan publik bidang pendidikan secara langsung dapat dikurangi.
Selanjutnya, penyediaan layanan tersebut diberikan kepada masyarakat / swasta, Jadi
pemerintah hanya melakukan regulasi dan bantuan. Berdasarkan kesimpulan di atas,
maka saran yang dapat diberikan adalah perlu upaya penyiapan masa transisi dari
model tradisional birokratic menuiu model residual enabler. Pemerintah sebaiknya
melibatkan swasta dalam intensitas yang lebih besar lagi
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tugas negara adalah mengorganisasikan dan mengintegrasikan
kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan
masyarakat. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi
kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional
(Budiarjo, 2008:48). Tujuan nasional umumnya dinyatakan dalam konstitusi negara

yang sebenarnya merupakan cita-cita masyarakat secara menyeluruh.

Pada alenia keempat pembukaan UUD 1945, dinyatakan bahwa tujuan
negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia; memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa;
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Isi alenia tersebut merupakan tujuan dani
negara kesejahteraan (Gadjong, 2007:1).

Peran pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan di atas dapat dilakukan
melalui dua cara. Pertama memberikan pengaturan, di mana pemerintah membuat
aturan-aturan yang dapat menhjamin Keteraturan sosial. Kedua, pemerintah (daerah)
menyediakan berbagai pelayanan publik seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan

dan sebagainya.

Upaya untuk mewujudkan tujuan nasional bukan merupakan hal yang mudah
dan sederhana. Semenjak kemerdekaan, {ndonesia telah berulangkali melakukan

pergantian pemerintahan. Secara agregat, tingkat kesejahteraan masyarakat yang
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dicapai masih relatih kurang baik. Indikasinya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
negara Indonesia menurut laporan United Nations Development Programme
{(UNDP) tahun 2004, 2005, 2006 menunjukkan bahwa posisi Indonesia masih
berada di peringkat bawah.

Laporan UNDP tersebut tentu saja berdampak bagi negara Indonesia dalam
interaksi global. Di mata dunia, Indonesia adalah negara besar yang bemilai kecil.
Indonesia belum berhasil menyelenggarakan pemerintahan yang efisien sehingga
mengakibatkan kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan.

Kegagalan menjalankan pemerintahan yang efisien sebenarnya telah
berlangsung sejak tahun 1970 an sampai dengan abad 21. Krisis kemampuan
memerintah ini telah menjadi agenda internasional penting yang perlu mendapatkan
solusi. Menurut Wahab ( 2001:43) :

‘Dalam pemahaman teori Governance teori yang mencoba menjelaskan
secara makro proses-proses perubahan dalam kepemerintaban, krisis ini
disebabkan oleh masih kuatnya hegemoni negara, ditandai oleh dominannya
pengaruh negara atas segala aspek kehidupan, termasuk urusan pelayanan
publik (yang dari waktu ke waktu semakin kompleks). Akibatnya, negara
terjebak dalam situasi dilematis, menjadi terlalu besar untuk urusan-urusan
kecil, menjadi terlalu kecil untuk urusan-urusan yang besar”.

Akar persoalan di atas terletak pada model pemerintahan yang berlaku,
dengan ciri khasnya antara lain, siruktur yang vertikal, birokrasi yang kental dan
watak yang selalu mengintervensi urusan unit kerja lain. Model pemerintahan seperti
itu ternyata gagal mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan ekonomi, sosial dan

kultural yang sedang mengalami perubahan yang cepat.

Kegagalan di atas tentunya membuka kesadaran kepada masyarakat,
bahwa pelayanan publik tidak selamanya dilakukan oleh pemerintah. Artinya, bahwa
selain lembaga pemerintah mempunyai kesempatan untuk memberikan pelayanan
kepada publik. Meskipun ini dapat dilakukan, tetapi pemerintahlah yang harus
memikirkan bagaimana caranya melakukan pemerintahan yang baik sehingga dapat
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memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pemerintah harus mampu
mengatur penyediaan beragam pelayanan kepada publik.

Pada konteks pemerintahan demokrasi, interakst antara publik dan
pemerintah menjadi suatu hal yang wajar. Publik merupakan bagian dari sistem
politik yang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran kerja sistem
politik. Melalui konsep partisipasi, publik dapat mengontrol jalannya sistem
pemerintahan, sehingga terwujud pemerintahan yang berorientasi kepada
kepentingan publik.

Dalam catatan ketatanegaraan, Indonesia telah memiliki sebanyak tujuh
undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu
UU no. 1 tahun 1945, UU no. 22 tahun 1948, UU no. 1 tahun 1857, Ul no. 18 tahun
1965, UU no. 5 tahun 1974, UU no. 22 tahun 1999, dan UU no. 32 tahun 2004.
Kelahiran UU tersebut merupakan bukti nyata bahwa pemerintah memiliki komitmen

untuk mencapai tujuan negara melalui konsep pemerintahan daerah.

Salah satu perubahan mendasar sejak diimplementasikan Undang-Undang
Otonomi Daerah berupa pemberian wewenang vyang lebih luas dalam
penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah
luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat
mengelola dan menyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik sesuai dengan
kebutuhan masyarakatnya. Sebagaimana dikemukakan (Hoessein, 2001:5) :

“Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan
pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya
menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai
masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan
masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi dapat pula disebut
otonomisasi, otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan
kepada daerah atau pemerintah daerah”.

Dalam era otonomi daerah, dituntut peranan pemerintah daerah untuk
memberikan kesejahteraan kepada masyarakat daerahnya dengan menyediakan

|5
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public services yang dibutuhkan. Pemenuhan kebutuhan publik tersebut tidak
sepenuhnya dapat dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah harus membuka dan
memberi kesempatan kepada institusi di luar pemerintah untuk ambil bagian dalam
memberikan dan melayani kepentingan publik.

Pelaksanaan asas desentralisasi melaiui pemberian otonomi kepada daerah
dapat menyediakan pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif. Penyediaan
pelayanan publik dapat dilakukan oleh institusi yang berkedudukan lebih dekat
dengan masyarakat sehingga dapat membuat keputusan berbasis keinginan dan
kebutuhan publik.

Prasojo,dkk (2006:21-22) mendeskripsikan kaitan antara desentralisasi dan
pelayanan publik sebagai berikut :

1. masyarakat dapat lebih mudah bermpartisipasi dalam
pembuatan keputusan di tingkat lokal, karena langsung
berpengaruh kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat
dalam pelayanan publik aka meningkatkan akseptansi dan
dukungan masyarakat.

2. komunikasi dan informasi antara pemerintah dan masyarakat
akan lebih intens dan mudah. Desentralisasi memindahkan
lokus pemerintahan dari pusat ke daerah.

3. kinerja pemerintah daerah akan lebih akuntabel karena
kesadaran dan kepercayaan masyarakat lebih tinggi.
Desentralisasi pada esensinya adalah meningkatkan
pengawasan masyarakat dalam pelayanan publik’

4. salah satu fungsi desentralisasi adalah penguatan lembaga —
lembaga ickal. Dalam pelayanan publik, lembaga-lembaga
lokal ini merupakan wadah aritikufasi kepentingan masyarakat
dan wadah pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah.

Senada dengan pernyataan di atas, Smith (1985:4-5) menegaskan bahwa
secara politik desentralisasi dapat menguatkan akuntabilitas, keahlian politik, dan
integrasi nasional. Desentralisasi dapat membuka sistem pemerintahan kepada
masyarakat. Desentralisasi dapat menyediakan secara lebih baik pelayanan kepada
klien dalam masyarakat. Desentralisasi dapat mempromosikan kebebasan,
keadilan, dan kesejahteraan.
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Pendidikan merupakan salah satu bidang kehidupan yang menjadi tolok ukur
kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi, bidang pendidikan
merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada pemerintah
daerah. Hal ini berarti, bahwa pemerintah pusat menyadari makna penting kontribusi
daerah dalam mengembangkan dan memajukan bidang pendidikan sesuai dengan
potensi masing-masing daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu dinas pemerintahan
Kota Tangerang yang berfungsi menangani bidang kependidikan dan kebudayaan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan bagian dari pemerintahan daerah
yang menjalankan kewenangan unfuk melaksanakan pendidikan di daerah otonom.

Berdasar data awal, problem pelayanan dasar khususnya dalam bidang
pendidikan belum memadai. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam
bidang tersebut masih keteteran dibandingkan target-target nasional. Data
menunjukkan sampai dengan tahun 2005, tingkat pendidikan penduduk kota
Tangerang usia 10 tahun ke atas sebagian besar hanya tamat sekolah dasar,
sementara yang belum/tidak tamat SD/sederajat besarnya mencapai 59,02 persen,
meliputi 32,18 persen tamat SD/sederajat dan 26,85 persen yang tidak/belum tamat
SD.

Sementara itu, untuk penduduk dengan tingkat pendidikan menengah /
lanjutan, yang telah menamatkan pendidikan setingkat SLTP sekitar 17,53 persen
dan SLTA 19,73 persen. Jumlah penduduk yang masih buta huruf pun relatif tinggi
yakni 5,28 persen (Banten Dalam Angka, 2005).

Secara intemasional, posisi Indonesia seperti dalam laporan terakhir yang
dipublikasikan pada November 2007, EDl (Education Development Index)
mengompilasi data pendidikan dari 129 negara di seluruh dunia. Indeks ini dibuat
dengan membagi tiga kategori penilaian, yaitu nilai EDI tinggi, sedang, dan rendah.
Total nitai EDI diperoleh dari rangkuman perolehan empat kategori penilaian, yaitu

angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas,
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angka partisipasi menurut kesetaraan jender, dan angka bertahan siswa hingga
kelas 5 sekolah dasar (Kompas,31 Desember 2007).

Hasil indeks pembangunan pendidikan terakhir ternyata menunjukkan
adanya pergeseran posisi Indonesia dan Malaysia. Jika pada tahun-tahun
sebelumnya peringkat Indonesia selalu berada di atas Malaysia, kali ini terjadi
perbedaan hasil. Dalam laporan yang dipublikasikan November lalu itu, posisi
Malaysia melonjak enam tingkat dari peringkat 62 menjadi 56. Sebaliknya, peringkat
Indonesia turun dari posisi 58 menjadi 62. Nilai total ED! yang diperoleh Indonesia
juga turun 0,003 poin, dari 0,938 menjadi 0,935.

Pelayanan publik di bidang pendidikan ini merupakan hal yang sangat
penting, sehingga periu dipikirkan tentang model pelayanan yang terbaik dan bisa
dilakukan oleh pemerintah daerah. Secara Konstituéional, dalam Undang-Undang
no.32 tahun 2004 pasal 14 dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi
salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk

kabupaten/kota.

Bemptiak pada kondisi di atas, pemerintah memerlukan pilihan sirategis
dalam memberikan pelayanan publik. Dalam konteks ini , pemerintah tetap menjadi
aktor yang memberikan pelayanan publik. Dengan demikian, pemerintah dapat
memilih dan menggunakan model pelayanan publik yang tepat sehingga pelayanan
publik yang diberikan dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Berdasar pemikiran di atas, maka perlu dikaji variasi cakupan pelayanan
penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Tangerang, sehingga dalam jangka panjang dapat ditentukan dan
dilaksanakan mode! pelayanan publik yang ideal sesuai dengan karakteristik daerah
dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
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B. Permasalahan dan Rumusan Masalah

Birokrasi masih menjadi andalan bagi masyarakat dalam rangka pemenuhan
pelayanan publik. Birokrasi selalu menjadi muara komplain masyarakat jika
pelayanan publik yang diberikan kurang sesuai dengan harapan.

Secara konseptual memang terdapat beberapa model pemerintah daerah
dalam memberikan pelayanan kepada publik. Leach, Stewart, & Walsh (1994:239)
mengenalkan model pelayanan publik yang paling banyak dianut oleh negara di
dunia yaitu model traditional bureaucratic authority. Altematif perubahan dari model
traditional bureaucratic authority tersebut menuju tiga model altematif yang dinilai
lebih ideal, yakni residual authority, market-oriented enabler, dan community-
oriented enabler. Ketiga model ini bermuara pada konsep yang sama, yakni
enabling authority.

Berdasar survei awal dapat diinformasikan bahwa beberapa persoalan
yang dihadapi pemerintah Kota Tangerang dalam bidang pendidikan yaitu dari
segi kualitas pendidikan, dimana didalamnya termasuk kualitas kurikulum,
kualitas guru, dan kualitas manejemen pendidikan; dan segi kesetaraan dan
aksesbilitas untuk memperoleh pelayanan pendidikan baik sarana maupun

prasarana.

Dar segi kualitas pendidikan, persoalan yang muncul adalah seputar
muatan kurikulum yang belum selesai dengan harapan dari kebutuhan dunia
tenaga kerja. Di samping itu kualitas pendidikan juga menyangkut persoalan
seputar kualitas guru yang masih kurang profesional, karena minim pengalaman
dan komitmen mendidik, serta kualitas manajemen pendidikan secara umum
yang masih kurang baik.

Sementara itu, dar kesempatan, kesetaraan dan aksesibilitas, persoalan
yang muncul, adalah rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan bagi
semua orang tanpa memperhatikan status sosial. Angka putus Sekolah dan buta
huruf menjadi satu persoalan pendidikan di Kota Tangerang.
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Ada beberapa rincian permasalah yang dapat ditelusuri di wilayah kota
Tangerang secara keseluruhan: {1). Belum meratanya kesempatan memperoleh
pendidikan tingkat dasar, terutama untuk menjangkau masyarakat yang kurang
mampu; (2). Masih tingginya angka putus Sekolah, buta huruf;, (3). Masih
rendahnya partisipasi Sekolah di tingkat SLTP/MTs. SMA/MA dan SMK; (4).
Belum sesuainya mutu dan muatan kurikulum dengan kebutuhan pasar tenaga
kerja, yang tercermin dari banyaknya lulusan yang tidak memiliki keterampilan;
(5). Pendidikan luar Sekolah masih kurang dapat perhatian dari pemerintah; {6).
Masih rendahnya pelayanan pendidikan dan belum punya standar pelayanan
minimal yang sesuai dengan kondisi Kota Tangerang; (7). Kurang memadainya
kuzlitas guru; (8). Masih rendahnya tingkat kesejahteraan gury; (9). Sarana dan
prasarana pendidikan dalam Jumlah dan kualitas masih dirasakan kurang,
terutama di pinggiran Kota Tangerang; {10). Manajemen berbasis Sekolah belum
terlaksana dengan baik dan ini mencerminkan rendahnya partisipasi masyarakat;
dan, (11). Alokasi anggaran untuk pendidikan masih dirasakan belum memadai

untuk kebutuhan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Tangerang.

Arah kebijakan yang akan ditempuh di bidang pendidikan adalah
mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan
yang bermutu bagi seluruh masyarakat Kota Tangerang. Hal tersebut
dilaksanakan dalam rangka mewujdkan salah satu visi Kota Tangerang yaitu
menuju masyarakat yang berkualitas tinggi dan mampu berkompetensi baik dari
sisi IPTEK maupun IMTAQ.

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, dan pemikiran di atas, rumusan
masalah dalam penelitian ini dapat dikermukakan sebagai berikut :
1. Dimensi<dimensi apa saja yang membentuk model pelayanan publik
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang ?
2. Model pelayanan publik apa yang saat ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Tangerang ?
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3. Model Pelayanan Publik apa yang dapat dikembangkan sebagai alternatif

dari model pelayanan publik yang berlangsung saat ini ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penefitian ini
bertujuan untuk :

a. Mengetahui dimensi-dimensi yang membentuk model pelayanan publik
yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang

b. Mengetahui model pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang

c. Memperoleh gambaran tentang model pelayanan publik yang dapat
dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan potensi Kota Tangerang.

D. Signifikansi Penelitian
Hasil penelitian tentang model layanan publik Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Tangerang diharapkan dapat memberikan manfaat
diantaranya :

a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai in put bagi Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang dalam menentukan
madel pelayanan publik.

b. Menambah dan kajian tentang pelayanan publik sehingga bermafaat
bagi akademisi

E. Sistematika Laporan

Hasil penelitian model pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Tangerang dituangkan dalam bentuk tesis yang disusun secara sistematis dan logis.
Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap bab terdir dari subbab-subbab dengan rincian
sebagai berikut :

Bab | : PENDAHULUAN yang berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang,

rumusan masalah, tujuan, dan signifikansi hasil penelitian.
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Bab Il : KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN. Pada bab ini disajikan

Bab Il :

Bab IV:

Bab Vv

10

kerangka berfikir dan variabel-variabel yang diteliti dalam tesis ini. Teori-
teori yang dikaji dalam penelitian ini antara lain konsep-konsep tentang
desentralisasi, pelayanan publik, paradigma pelayanan, dan model
pelayanan publik.

Metode penelitian merupakan tahapan yang dilakukan secara sistematis
didalam melakukan penelitian. Penelitian tesis ini dilakukan dengan
menggunakan beberapa konsep yang mencakup jenis dan pendekatan
penelitian, populasi dan sample, teknik pengumpulan data dan rencana
analisis data, operasionalisasi konsep, serta penyusunan instrumen
pengumpulan data penelitian.

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN. Bab ini berisi gambaran umum
obyek pengamatan yang berisi tentang gambaran kota Tangerang, struktur
organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tugas Pokok dan Fungsi,
dan gambaran kinerja pelayanan publik bidang kependidikan.

Analisis Data Penelitian. Pada bab ini berisi analisis tentang model
pelayanan publik serta perubahan modet yang cocok. Pada bab 4 (empat)
ini disajikan tentang cakupan bidang layanan publik yang diselenggarakan
oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang, dimensi-dimensi
yang membentuk layanan publik dengan menggunakan pendekatan model
pelayanan Steave Leach, seria model pelayanan publik yang dapat
dikembangkan sebagai konsekuensi dari dinamika masyarakat yang terjadi
di Kota Tangerang.

: berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Bab penutup ini

berisi jawaban atas pertanyaan penelitian yang selanjutnya dijadikan
sebagai simpulan. Sementara itu, saran merupakan jawaban nyata

terhadap pemecahan masalah atas perlanyaan-pertanyaan penelitian.
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BAB I
KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN

Kerangka teori disusun untuk memberikan jawaban secara konseptual
terhadap rumusan permasalahan. Dalam bab ini akan dibahas konsep-konsep yang
berkaitan desentralisasi, konsep pelayanan publik, paradigma pelayanan publik, dan
mode! pelayanan publik.

A. Konsep Desentralisasi

Membahas konsep desentralisasi tidak bisa dilepaskan dari konsep
sentralisasi. Sentralisasi dalam konteks organisasi merupakan salah satu dari
dimensi struktur organisasi. Sentralisasi diartikan sebagai pengambilan keputusan
organisasi dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Selain manajemen tingkat atas,
pengambilan keputusan juga bisa dilakukan oleh unit-unit fungsicnal yang tersebar
dalam organisasi atau desentralisasi. Hal ini berarii bahwa sentralisasi dan
desentralisasi itu berkait dengan subyek mana dalam organisasi yang memiliki

kewenangan untuk membuat keputusan (Robbin, 1995:117).

Sentralisasi dan desentralisasi mendapatkan pemaknaan yang menimbulkan
polemik antar pakar. Di satu sisi, konsep tersebut dipandang sebagai sesuatu yang
dikotomis, di sisi lain, konsep tersebut diyakini sebagai sesuatu konsep yang
kontinum. Terlepas dari argumen mana yang paling banyak diterima, konsep
sentralisasi dan desentralisasi sangat bermanfaat untuk menjelaskan bentuk-bentuk
kewenangan dalam organisasi publik dan privat.

Desentralisasi nampaknya telah diterima secara universal. Desentralisasi
diakomodasi dalam berbagar sudut pandang yang berbeda suatu negara
{Smith:1985:18). Terdapat banyak variasi cara untuk mendefinisikan desentralisasi.
Berdasar studi yang dilakukan oleh Cohen dan Peterson (1999:20-24) terdapat
enham pendekatan untuk memahami desentralisasi yaitu basis sejarah, fungsi dan
hirarki, problem-problem yang dialamatkan pada nilai investigator, pola fungsi dan
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struktur administrasi dalam menyediakan barang dan pepelayanan publik, definisi
desentralisasi yang sempit, dan basis tujuan dari desentralisasi.

Pengertian desentralisasi menurut Prasojo,dkk (2006:10) yaitu penyerahan
kewenangan dari pemerintah pusat Kepada fingkat pemerintahan lokal yang
otonom. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan improvisasi
dan diskresi dalam rangkat mengembangkan potensi daerah. Secara klasikal,
kewenangan yang dimaksud berupa kewenangan-kewenangan selain yang
ditangani oleh pemerintah pusat seperti pertahanan, luar negeri, keuangan, agama,
dan sebagainya.

Desentralisasi merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah
pusat untuk mengalokasikan kewenganannya. Alderfer dalam Ichsan (2003:18)
menyatakan bahwa desentralisasi berarti pemerintah pusat member kewenangan
kepada unit-unit lokal dengan kekuasaan tertentu atas bidang tugas tertentu. Unit-

unit lokal dapat menjalankan penilaian, inisiatif dan pemerintahannya sendiri.

Putman, dkk (1998:6) menyatakan bahwa desentralisasi dibagi ke dalam dua
tipe yaitu desentralisasi politik dan aministrasi desentralisasi. Pembagian tipe
desentralisasi ini didasarkan kepada siapa otoritas diberikan. Desentralisasi politik
terjadi ketika otoritas didelegasikan kepada legislatif. Desentralisasi administrasi
menunjuk pada otoritas didelegasikan kepada manajer dari lembaga-lembaga yang
ditunjuk.

Menurut Conyers (1983:102), desentralisasi dapat dimengerti dalam dua
konsep yang berbeda yaitu devolusi dan dekonsentrasi. Devolusi merujuk pada
kewenangan politik yang ditetapkan secara legat dan dipilih secara lokal. Sementara
itu, dekonsentrasi merunjuk pada kewenangan administratif yang diberikan pada
perwakilan badan-badan pemerintah pusat yang berlokasi di daerah. Dasar yang
digunakan untuk membedakan jenis desentralisasi tersebut berkait dengan aktivitas
fungsional kewenangan vyang ditransfer, tingkatan kewenangan, wilayah

kewenangan, badan / lembaga yang ditransfer, dan seterusnya. (Conyers,1986:89).
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Cohen (1999:24) mengartikan deconseniration sebagai ” the transfer of
authority over specified decision making, financial, and management functions by
administrative means to different levels under the jurisdictional authorily of the
central government”. Pernyataan tersebut menekankan bahwa dekonsentrasi
berkait dengan penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah level bawah yang secara administrasi menjadi bagian dari fungsi dan

tugasnya.

Rondinelli dalam Prasojo (2006:8-9) mendefinisikan bahwa dekonsentrasi
sebagai penyerahan sejumiah kewenangan dan tanggung jawab administrasi
kepada cabang departemen atau badan pemerintahan yang lebih rendah.
Dekonsentrasi akan menghasilkkan wilayah administrasi dalam pemerintaban

daerah.

Sementara itu, konsep devolusi sebenarnya merupakan penyerahan
kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Kewenangan yang
diberikan kepada pemerintah daerah otonom sudah ditetapkan dengan undang-
undang. Pemerintah daerah otonom merupakan bentukan pusat. Konsekuensinya
daerah otonom bisa dimodifikasi sesuai keinginan pemerihtah pusat. Konsep
devolusi ini melahirkan pemerintahan daerah sendiri ( Prasojo, 2006:11). Senada
dengan hal tersebut, Peterson dan Cohen (1999:26) mengungkapkan bahwa
devolusi terjadi bila kewenangan ditransfer oleh pemerintah pusat kepada
pemerintahan tingkat lokal yang otonom beberapa kewenangan yang ditentukan

oleh undang-undang.

Lebih jauh Hoessein menjelaskan dalam makalahnya tentang desentralisasi
sebagai berikut bahwa desentralisasi melahirkan J/ocal government. Menurut
Hoessein (2001:3) konsep local government dapat mengandung tiga arti. Pertama,
penggunaan istilah /ocal government sering kali saling dipertukarkan dengan istilah
focal authority. Baik Jocal authorily maupun local government mengacu kepada
legisiatif (DPRD) dan eksekutif (Kepala Daerah). Kedua institusi tersebut proses
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pengisian jabatan dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan umum tingkat daerah.
Kedua, Jocal govermment berarti pemerintahan lokal yang dilakukan oleh
pemerintahan lokal. Pemerintah local ( pemerintah daerah } menjalankan sejumiah
tugas dan fungsi tertentu yang menjadi bagian integral dari pemerintah pusat.
Ketiga, local government berarti daerah otonom. Local government memiliki otonomi
untuk menjalankan pemerintahan sendiri. Pada konteks ini pemerintah daerah

memiliki pemerintahan sendiri yang berbasiskan potensi yang ada di daerahnya.

Selanjutnya Rondinelli, dkk dalam Meenakshisundaram (1999:55-56),
membagi jenis deseniralisasi. Pertama, deconcentration yang berarti penyerahan
sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang
lebih rendah dalam kementerian atau badan pemerintah, Kedua, delegation yang
berani perpindahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi di luar
strukfur birokrasi reguler dan hanya secara tidak langsung dikontrol oleh pemerintah
pusat. Ketiga, devolution yang berarti pembentukan dan penguatan unit-unit
pemerintahan sub-nasional dengan aktivitas yang secara substansial berada di luar
kontrol pemerintah pusat. Keempat, privatization yang berarti memberikan semua
tanggung jawab atas fungsi-fungsi kepada organisasi non pemerintah atau

perusahaan swasta yang independen dari pemerintah.

Cohen & Peterson (1992:8) membagi jenis deseniralisasi menjadi
deconceniration, devoiution, dan defegation yang sekaligus mencakup pula
privatization. Cohen dan Peterson memasukkan privatisasi sebagai bagian dar
delegasi. Pembedaan ini didasarkan pada enam pendekatan, yakni pembedaan
berdasar asal mula sejarah, berdasarkan hirarki dan fungsi, berdasarkan masalah
yang diatasi dan nilai dari para investigatornya, berdasar pola struktur dan fungsi
administrasi, berdasar pada pengalaman negara tertentu, dan yang terakhir
berdasar pada berbagai tujuan politik, spasial, pasar, dan adminsstrasi.

Berdasar pada uraian panjang mengenai konsep desentralisasi di atasdapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan asas desentralisasi dapat diklasifikasikas menjadi
empat jenis. Keempat jenis desentralisasi tersebut yaitu desentralisasi sebagai
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penyerahan kewenangan dan kekuasaan, desentralisasi sebagai pelimpahan
kekuasaan dan kewenangan, desentralisasi sebagai pembagian kekuasaan, dan
desentralisasi sebagai sarana dalam pembentukan daerah pemerintahan.

B. Hakikat Publik

Sebelum membahas lebih dalam tentang pelayanan publik, terlebih dahulu
dikarifikasikan secara jelas makna publik. Konsep publik mengacu pada dua hal
penting yaitu segala aktivitas yang mencakup kepentingan publik dan adanya
intervensi pemerintah dalam aktivitas tersebut. Jadi, akiivitas apapun yang
melibatkan kepentingan masyarakat (publik} dan pemerintah ikut terlibat di
dalamnya, maka dipastikan kegiatan tersebut memenuhi kriteria publik,

Karakteristik sektor publik menurut Ronson (1994:53-62) diantaranya;
pertama, non marketability artinya bahwa produk sektor publik tidak semua bisa
dikelola dengan menggunakan hukum pasar. Kedua, eksistensi dar perbedaan
informasi antara pembuat atau penyedia produk dan konsumen. Konsumen tidak
mengetahui secara pasti berapa unit biaya yang dikelvarkan dalam penentuan tarif
barang publik. Ketiga, akuntabilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada
masyarakat sebagai wujud imbal balik dari pembayaran pajak masyarakat. Kegiatan
pemerintah dibiayai oleh pajak, sehingga publik dapat mejakukan tindakan komplain
jika pemerintah tidak menyediakan pelayanan publik yang baik. Keempat,
diselenggarakan oleh organisasi birokratik. Organisasi birokratik merupakan institusi
yang lebih dominan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, meskipun dalam
perkembangannya lembaga tersebut dapat berkolaborasi dengan pihak swasta.
Kelima, strategi dan pengelolaan pelayanan berdasarkan pada norma.

Haque (2001:66-67) memberikan kriteria mengenai tingkatan kepublikan
(degree of publicness) yang mencakup :

the extent of its distinction from the private sector
the scope and composition of service recipients

the magnitude and intensity of its sociceconomic role
the degree of its public accountability

the level of public trust

Pao T
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Sementara itu Savas (2000:17) memberikan gambaran tentang barang
publik dan privat dengan uraian diagram segi empat. Diagram tersebut ini juga
mengandung dua dimensi yang sama, yakni exclusion dan consumption. Ujung
skala menunjukkan titik ekstrem dari setiap dimensi. Eksklusi mempunyai dua
vjung yakni dapat (feasible) di satu sisi dan tidak dapat dieksklusi (infeasible) di
ujung sisi lainnya. Konsumsi juga memiliki dua ujung, yakni konsumsi bersama
(joint} di satu sisi dan konsumsi perorangan (individual) disisi yang lain,

Empat sudut dari diagram dasar tersebut berhubungan dengan bentuk
asli dari kombinasi antara konsumsi dan eksklusi. Sudut-sudut tersebut adalah :
(1) individual goods (dan sering pula disebut sebagai private goods) yang berarti
barang dan jasa yang dikonsumsi secara perorangan mumi diikuti dengan
eksklusi yang benar-benar dapat dilakukan; (2} folf goods yang bermakna
barang dan jasa yang dikonsumsi bersama mumi diikuti dengan eksklusi yang
dapat dilakukan; (3) common-poil goods yakni barang dan jasa yang dapat
dikonsumsi secara perorangan akan tetapi eksklusi tidak dapat dilakukan. {(4)
collective goods dan sering kali pula disebut sebagai public goods, yaitu barang
dan jasa yang dapat dikonsumsi bersama dengan eksklusi yang tidak dapat
dilakukan.

C. Pelayanan Publik

Konsep pelayanan publik mengacu pada aklivitas yang diberikan oleh
pemerintah kepada publik dalam rangka memenuhi kepentingan publik. Pemerintah
menyediakan barang dan jasa, selanjutnya mendistribusikan barang dan jasa
tersebut kepada publik. Namun demikian, pelayanan publik tidak hanya sebatas
makna sempit di atas, tetapi makna pelayanan publik bisa diperluas lagi.

Dalam konteks tersebut, Lawton (2005:123) menyatakan bahwa petayanan
publik tidak hanya sebatas berkait dengan efektif dan efisiensi pendistribusian

barang publik, tetapi mencakup isu yang lebih luas. Hal tersebut wajar, karena
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publik merupakan konstituen pemerintah yang membiayai kegiatan pemerintah
dalam pembangunan melalui mekanisme penarikan pajak. Publik mengharapkan
pelayanan yang lebih dari pemerintah dalam banyak bidang kehidupan publik.

Batinggi (2002:22) mendefinisikan pelayanan publik sebagai “perbuatan atau
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, mengurus hal-hal yang diperiukan
khalayak ramai. Sementara itu, Thoha (1999:137) mendefinisikan pelayanan
masyarakat sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok
orang atau institusi tertentu untuk memberi kemudahan dan bantuan kepada
masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Konsep pelayanan publik menurut telusuran literatur telah dikenal dalam
kasanah ilmu administrasi publik. Sampai saat ini telah muncul beberapa paradigma
tentang pelayanan publik. Pergeseran paradigma yang terjadi lebih disebabkan
sebagai upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Berikut
akan disajikan perbedaan paradigma pelayanan publik yang meliputi paradigma
administrasi tradisional, paradigma the new public management, dan paradigma the

new public service.
D. Paradigma Pelayanan Publik

Uraian tentang paradigma pelayanan publik sama artinya dengan penjelasan
tentang pembaruan dalam bidang pelayanan publik. Reformasi (pembaruan)
pelayanan publik merupakan bagian dari reformasi (pembaruan) administrasi.
Reformasi administrasi merujuk pada perubahan paradigmatis berkait dengan suatu

fenomena tertentu.

Berkait dengan pernyataan di atas, Dwiyanto (2005:143) menyatakan bahwa
menurut perspektif teoritik telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik dari
model admininstrasi publik lama (ofd public administration) ke model manajemen
publik baru (new public managernent) dan akhimya berubah ke model pelayanan

baru (new public service).
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Perbandingan konsep pelayanan publik dengan menggunakan ketiga

paradigma tersebut selanjutnya dijelaskan secara rinci dalam uraian berikut. Uraian

diawali dengan konsep paradigma administrasi kune, manajemen publik baru, dan

pelayanan publik baru.

1. Paradigma Administrasi Tradisional

Pelayanan Publik berdasar paradigma Administrasi Tradisional seperti yang
dijelaskan oleh Denhardt dan Denhardt (2002:11-12) mencakup tujuh hal yaitu :

1.

2.

~ Pemerintah memfokuskan penyediaan pelayanan publik melalui
lembaga-lembaga pemerintahan yang ada dan memiliki kewenangan
Administrasi dan kebijakan publik lebih konsen pada desain dan
implementasi kebijakan yang dilakukan secara sepihak, secara politik
tujuan telah dirumuskan.
Administratur publik memainkan peran yang terbatas
Penyediaan pelayanan publik dipertanggung jawabkan administratur
secara terbatas sesuai dengan diskresi dalam pekerjaannya.
Pelayanan publik dikelola melalui organisasi hirarkis dengan manajer
yang pelaksanaannya bergantung pada pimpinan puncak organisasi.
Nilai utama dari organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas.
Organisasi publik dijalankan secara tertutup, keterlibatan warga
masyarakat dibatasi
peranan administratur publik didefinisikan secara luas yang
mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengisian  staf,
pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran.

Kritik yang ditujukan kepada paradigma administrasi tradisional diantaranya

kinerja sector publik selalu kurang optimal, pemerintah mengalami krisis keuangan,

pelayanan cenderung birokratis, akuntabilitas kurang, korup, dan sebagainya.

Denhardt dalam White (2006:3) mencatat bahwa

18

“Systems are often characterized as rigid and unresponsive, objectifying
and depersonalizing both members and clients, and exerting
unnecessary and psychologically demeaning control over their members.
Perhaps most important, the values underlying bureaucracy have been
found lacking: for example, thebureaucratic equation of rationalily with
efficiency means that other values, such as responsiveness to the public
interest, are not only downplayed but are by definition considered
“Irrational.”
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Berdasar kondisi di atas, publik berharap suatu perubahan model
administrasi modem yang mampu memberikan kepuasan publik, bertanggung
jawab, desentralisasi, serta memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang lebih
baik. Perubahan model pelayanan yang birokratis tersebut melahirkan model
administrasi modem. Kelahiran administrasi modern ini sebagai salah satu wujud

kritik terhadap model pelayanan yang cenderung kaku dan kurang efisien.

Hughes dan Minogue dalam Sarkesh (2006) menyatakan bahwa alasan
kelahiran NPM diantaranya berkait dengan pemerintahan terlalu luas sementara
sumber daya terbatas, pemerintah menjalankan banyak aktivitas, intervensi negara
menyebabkan inflasi, pembengkakan biaya, serta pembengkakan birokrasi, Secara
tegas Hughes menyoroti tentang pola kerja administrasi tradisional yang kurang
efisien, biaya tinggi, korupsi, kaku, kurang akuntabel, dan tidak cocok Ilagi
digunakan di era masyarakat yang dinamis.

Hughes dalam Brendan C. Nolan (2001: XX) menyatakan terdapat empat
alasan pemerintah mempertanyakan kemampuan system tradisional dapat efektif
mengeiola pelayanan public. Keempat alasan tersebut yaitu

t.akhir tahun 1970an penerimaan pajak menurun dan pemerintah
menghadapi banyak kendala sumber daya, dan pada saat yang sama
politik tidak dapat mengurangi penyediaan pelayanan public. Pelayanan
public dipertanyakan sama atau meningkat dengan adanya
pengurangan dana dan staf yang berkurang

2. pemerintahan baru di inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Australia
pada akhir 1970 an dan 1980 an telah mematangkan ide bagaimana
merubah manajemen pelayanan publik

3. secara eksplisit terdapat hubungan antara restrukturisasi ekonomi dan
peningkatan manajemen sektor publik. Pemerintah sebagai komunitas
untuk meningkatkan persaingan tanpa meningkatkan aparatnya.

4 adanya iklim inielektual yang kondusif dapat menjadikan sektor publik
lebih efisien.

Hughes menyatakan bahwa pada model tradisiona!, pglayanan publik
cenderung kaku dan birokratis. Pelayanan kepada publik hanya terbatas pada focus
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tertentu. Pelaksanaan pelayanan publik belum menggunakan struktur dan proses

yang baik.

Berdasar beherapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan
publik dengan menggunakan konsep tradisional cenderung merugikan publik.
Birokrasi sebagai mesin pelayanan publik tidak mampu bekerja secara optimal.
Gambaran ketidak mampuan sistem administrasi tradisional ini terlinat dan berbagai
kritik yang muncul. Umumnya, kritik terhadap pelayanan publik tradisional
mencakup hal-hal berikut administrasi bersifat tertutup dan keterlibatan masyarakat
sangat rendah, efisiensi sebagai ukuran kerja bukan responsitas, model
administrasi lebih bersifat fop down dan dilaksanakan secara hirarkis, pengambilan
keputusan didasarkan pada pilihan rasional birokrat, dan perlaku birokrasi
menimbulkan masalah (red tape)

2. Paradigma New Public Managerment (NPM)

The NFM mengacu pada sekelompok ide-ide kontemporer dan pengalaman-
pengalaman untuk menggunakan pendekatan sector privat dan bisnis dalam sector
publik. NPM menekankan bahwa pemerintahan harus dijalankan selayaknya
kegiatan bisnis. NPM menggunakan mekanisme pasar dalam memberikan
pelayanan.

Perubahan peran pemerintah dan semangat reformasi administrasi
merupakan fondasi lahirnya new public management. Konsep new public
manajement dibangun dengan menggunakan konsep manajemen yang biasa
dipraktikan oleh organisasi privat. Asumsinya, prakiik manajemen yang berhasil
dilaksanakan dalam organisasi privat dapat diadopsi ke dalam organisasi publik.

Dibben, Wood, dan Ropers dalam Haque (2007:180) menyatakan bahwa
dalam mekanisme kompetisi pasar akan lebih efisien dari pada sistem monopoli
sektor pemerintah. Untuk itu peran pemerintah harus dikurangi sehingga dapat
berkonsentrasi pada bidang keamanan dan penegakan hokum saja.
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Bartley dan Larby dalam Haque (2007:180) menyatakan bahwa pemerintah
perlu menggunakan prinsip-prinsip yang digunakan oleh pasar dalam menyediakan
barang dan pelayanan publik. Hal ini dilandasi oleh teori pilihan publik yang intinya
menyatakan bahwa pemerintah harus melakukan tindakan yang terbaik terhadap
publik yang sebenamya merupakan stakeholder pemerintah.

Menurut Polilit dan Bouckaert (2006:6) new public management merupakan
alat untuk mencapai tujuan yang beragam yakni a). membuat adanya tabungan
ekonomis dalam belanja-belanja publik oleh pemerintah guna memperbaiki kualitas
layanan publik, b} lebih mengefisienkan kerja pemerintah dan meningkatkan
kesempatan kebijakan yang dipilih dan dilaksanakan secara efektif. Sefain itu, new
public management sebagai alat untuk mencapai tujuan menengah diantaranya a)
menguatkan kontrol politisi terhadap birokrasi, b} membebaskan pejabat publik dari
tekanan birckrasi yang menghambat kesempatan untuk mengelola dan
meningkatkan akuntabilitas ke lembaga legislatif, dan kebijakan serta program-
programnya kepada rakya.

Berdasar uraian di atas dapat dijelaskan bahwa konsep new public
managemen! muncul berbasis inspirasi dari teori pilihan publik, manajemen pasar,
sektor privat, teori agensi. Konsekuensinya, konsep manajemen publ-ik memiliki
karakter yang merupakan akumulasi dari teori dasar pembentuknya. Hood dalam
Nolan (2001 :xxiii-xxiv) mengidentifikasi karakteristik NPM yaitu

a. ditangani secara profesional yang berarti aktif, visibel, diskresi pengawasan
dar organisast. Akuntabilitas menyaratkan tanggung jawab yang jelas.

b. pengukuran kinerja menggunakan standar yang jelas, yang berarti bahwa

akuntabilitas memerlukan persyaratan kejelasan pemyataan tujuan, sasaran,

indikator,dan target

menekankan pada pengendalian out put.

Menekankan pada praktik manajemen privat dan menekankan disiplin

e. Menekankan kompetisi dan menekankan ketidakseragaman dalam tiap unit
kerja

a0

Pelayanan publik yang mengadopsi dan mengadaptasi konsep-konsep privat
seperti yang diuraikan di atas, diyakini dapat mewujudkan perbaikan mangjemen
publik global. Reformasi manajemen publik global memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
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Pertama, cara meningkatkan pelayanan publik lebih banyak dengan tingkat
pendapatan yang sama atau lebih kecil; Kedua, insentif mekanisme pasar untuk
menghitangkan penyakit birokrasi; Ketiga, altematif pelayanan publik yang lebih luas
dengan mengurangi monopoli; Keempat, akuntabilitas yang lebih baik dengan
manajemen desentralisasi; Kelima, pemisahan antara regulator dan pelaksana
pelayanan dalam pelayanan publik; dan Keenam, focus pelayanan pada ouf put dan
out come, dari pada proses dan struktur (Denhardt & Denhardt, 2002:14).

Konsep NPM seperti yang diuraikan di atas, temyata mendapatkan reaksi
keras (kritikan). Kritikan terhadap NPM minimal mengacu pada dua hal yaitu
pertama, nilai yang dipromosikan dalam konsep tersebut lebih mengarah pada
semangat privat. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kerancuan hubungan
pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat dalam konsep ini dianggap sebagai
konsumen. Konsekuensinya, masyarakat dengan kemampuan ekonominya dapat
menolak atau memilih pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Kedua,
desentralisasi dan koordinasi sangat diperiukan dalam sector publik, sehingga
sangat mustahil jika sector publik dikelola dengan menggunakan mekanisme pasar.
Ketiga, nilai-nilai kewirausahaan sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
Nilai-nilai kewirausahaan dikuatirkan dapat merusak nilai-nilai demokrasi yang
menjadi basis hubungan negara dan masyarakat.

3. Paradigma New Public Service (NPS}

Paradigma baru dalam pelayanan publik berikutnya dikenalkan oleh
Denhardt and Denhardt (2002:23) yang menyatakan :

Public administrators should focus on their responsibility to serve and

empower citizens as they manage public organizations and implement public

policy. In other words, with citizens at the forefront, the emphasis should not

be placed on either steering or rowing the governmental boat, but rather on

building public institutions marked by integrity and responsiveness.

Menurut pernyataan di atas, jelas bahwa administrasi publik harus
memfokuskan pada pelayanan dan memberdayakan warga negara dalam

mengelola organisasi dan mengimplementasikan kebijakan publik. Pemilik
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kepentingan publik yang sebenamya adalah warga negara, oleh karena itu
administrator publik seharusnya memusatkan perhatiannya pada tanggung jawab
melayani dan memberdayakan warga negara melalui pengelolaan organisasi publik
dan implementasi kebijakan publik. Perubahan orientasi tentang posisi warga
negara, nilai yang dikedepankan, dan peran pemerintah ini memunculkan perspektif
baru administrasi publik yang disebut sebagai new public service.

Lebih lanjut Denhardt & Denhardt (2002:24) menjelaskan “a set of idea
about the rofe of public administration in the govermnance system that place public
service, dernocratic governance,and civic engagement at the center.” Artinya, new
public service merupakan seperangkat gagasan mengenai peran administrasi publik
dalarn system pemerintahan yang menempatkan pelayanan publik, pemerintahan
demokratis, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Perspeklif new public service secara nyata memberikan pengakuan kepada
warga negara dan posisinya yang sangat penting bagi kepemerintahan demokratis.
Warga negara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan (owners of govemment)
dan mampu bertindak secara bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih baik.
Kepentingan publik tidak lagi dipandang sebagai agregasi kepentingan pribadi
melainkan sebagai hasil dialog dan keterlibatan publik dalam mencari nilai bersama
dan kepentingan bersama. Intinya, bahwa new public service dilaksanakan berdasar
konsep kewarganegaraan, demokrasi, dan pelayanan publik sebagai suatu alternatif
pada model yang lebih dominan dengan basis ekonomi dan kepentingan pribadi.

Berkait dengan konsep New Pubfic Service, Denhardt & Denhardt (2002:42-
43) menyebutkan iujuh prinsip yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam
petayanan publik. Ketujuh prinsip tersebut adalah :

1. pelayanan kepada warga negara bukan pelanggan, kepentingan
publik merupakan hasil dari dialog pembagian nilai, bukan hanya
sebatas agregasi kepentingan antar individu. Dengan demikian,
pelayanan publik tidak hanya sebglas merespon kepentingan
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pelanggan, namun lebih berfokus pada konstruksi hubungan,
kepercayaan, dan kolaborasi dengan dan di antara masyarakat.
Pelayanan publik harus memiliki fokus untuk membangun hubungan
berdasarkan kepercayaan, kolaborasi antar warga masyarakat
melebihi respon terhadap tuntutan masyarakat.

memenuhi kepentingan publik; administrasi publik harus berkontribusi
terhadap pembangunan kolektif, berbagi ide-ide untuk kepentingan
publik. Tujuan tidak terlalu penting dicapai dalam konteks pilihan
individu. Lebih dari itu, kreasi dari berbagi kepentingan dan membagt

responsibilitas.

nitai kewarganegaraan melebihi nilai kewirausahaan; kepentingan
publik lebih utama dengan pelayanan publik dan komitmen
masyarakat untuk membuat kontribusi yang sangat berarti bagi

masyarakat.

berfikir stratejik, bertindak secara demokratis, politik dan program-
program yang mempertemukan keinginan publik paling efektif dicapai
melalui upaya kolektif dan kolaboratif.

. memerlukan pertanggungjawaban yang tidak sederhana; aparat

pelayanan publik mesti lebih perhatian dari pada pasar, mereka harus
taat hokum dan konstitusi, nilai-nifai social, norma politik, standar

_professional, dan kepentingan warga masyarakat.

melayani lebih baik danl mengendalikan; nilai yang sangat penting
ditingkatkan dalam pelayanan publik, nilai bebasis kepemimpinan
yang membantu artikulasi kepentingan publik dari pada mencoba
mengontrol masyarakat dengan peraturan yang baru.
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7. nilai manusia, bukan hanya produktivitas; organisasi publik dan

jaringan kerjanya di mana partisipasi membuat sukses dalam jangka

panjang jika dilaksanakan melalui proses kolaborasi dan pembagian

kepemimpinan berdasar pada menghormati setiap orang.

Berkait dengan perubahan paradigma dalam pelayanan publik, Denhardt dan

Denhardt dan Denhardt (2002:27-28), menyajikan perbandingan pelayanan publik

dalam tiga perspektif yaitu administrasi publik tradisional, New Public Management,

dan New Public Service. Ringkasan perbandingan ketiga perspektif tersebut

diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Perbandingan Paradigma Pelayanan Publik

Unsur Administrasi Publik | New Public | New Public Service
Pembeda tradisional Management
Teori utama dan | Teori  politik, social | Teori ekonomi, | Teori demokrasi,
fondasi dan politik positivis positivis, intepretatif, dan
epistemnologi postmodern
Rasionalitas Rasional dan | Rasionalitas Rasionalitas formal dan
dan model | administrative man teknis dan | strategic
hubungan ekonomis,
perilaku pembuatan
manusia kepetusan
berdasar
kepeniingan
pribadi
Konsepsi Kepentingan  publik | Kepentingan Kepentingan publik
kepentingan secara politik | publik; agregasi | sebagai hasil dari dialog
publik dinyatakan ke dalam | kepentingan
hukum individu
Kepada siapa | Klien dan konstituen Masyarakat Masyarakat sebagai
tanggung jawab sebagai warga negara
publik pelanggan
Peranan Mendesain dan | Mengendalikan | Melayani yaitu
pemerintah mengimplementasika | bertindak mempertemukan  antar
n kebijakan secara | sebagai kepentingan masyarakat
sepihak {mendayung) | katalisator dalam suatu komunitas
terhadap
kekuatan pasar
Mekanisme Pencapaian tujuan | Membangun Berbagi nilai _melalui
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pencapaian melalui lembaga | mekanisme dan | kerja sama dengan pihak
tujuan kebijakan | pemerintahan  yang | struktur insentif | swasta, LSM, dan
ada untuk mencapai | masyarakat dalam
tujuan dengan | rangka melakukan
melibatkan hubungan timbal balik
swasta dan Ism | yang saling
menguntungkan
Pendekatan Secara hirarkis | Tergantung Bervariasi; dapat
akuntabilitas bertanggung  jawab | mekanisme mengikuti  hokum, nilai-
pimpinan politik | pasar nilai masyarakat, norma
secara demokratis politik, standar profesi,
dan kepentingan warga
negara
Diskresi Terbatas Lebin luas | Diskresi diperlukan tapi
administrasi mengikuti dibatasi tanggung jawab
tujuan yang
ditetapkan
Asumsi struktur | Organisasi yang | Desentralisasi | Struktur  berkolaborasi
organisasi birckratis, ditandai | organisasi dengan kepemimpinan
dengan hirarki atasan | publik dengan | yang terbagi secara

— bawahan kontrol pada | internal dan eksternal
lembaga
pemerintah
Asumsi motivasi | Membayar dan | Spirit Pelayanan publik dalam
dasar pelayan | keuntungan, keirausahaan, rangka membantu
publik dan | perlindungan ukuran masyarakat
administrator terhadap pelayanan | organisasi
publik diperkecil

Sumber : disadur dari Denhardt & Denhardt (2002:28-29}
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Secara idealitas ketiga paradigma di atas cukup baik. Paradigma pelayanan
publik tersebut seclah berada dalam kondisi normal tanpa kendala ( ceteris paribus )
sehingga ketika paradigma yang baru secara otomatis dapat menggantikan
paradigma yang lama. Dalam kenyataannya, ketiga paradigma pelayanan publik
tersebut bekerja dalam kondisi yang berkesinambungan. Dinamika masyarakat
senantiasa kurang permanen untuk diklasifikasi ke dalam satuan kehidupan
masyarakat yang homogen. Dengan demikian, ketiga paradigma pelayanan publik
di atas dalam praktiknya belum bisa dikatakan sebagai paradigma yang terpisah
antara satu dengan yang lain.

Seperti yang dialami Indonesia dan negara berkembang lainnya, bahwa
metamorfosa pelayanan publik belum sempurna. Pelayanan publik model tradisional
birokratik masih menjadi pilihan. Sementara masyarakat Indonesia yang lain,
merasa sangat mendesak pelayanan publik dengan menggunakan paradigma yang

paling modern.

Variasi paradigma pelayanan publik juga memberikan inspirasi mengenai
subjek yang memberikan pelayanan kepada publik. Pelayanan publik berawal dari
pemerintah, namun dalam perkembangan tingkat kebutuhan publik yang makin
kompleks, maka penyedia layanan publik pun menjadi lebih bervariasi.

Berdasar telusuran pustaka yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa
penyedia layanan publik sangat bervariasi. Penyedia layanan publik dapat dilakukan
oleh organisasi pemerintah dan afau swasta. Bentuk-bentuk / model-model
pelayanan barang dan jasa adalah sebagai berikut (E.S. Savas 1986, dalam Susilih
(2002 : 36 — 39)
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1. Government Service

Pemerintah menyediakan semua jenis pelayanan publik. Pemerintah menjalankan
fungsi menyediakan dan mengatur mekanisme pelayanan kepada publik. Bentuk
pelayanan publik mode! ini cenderung dilakukan oleh semua negara khususnya
negara baru merdeka dan negara berkembang. Pada tipe negara yang demikian,
peran negara sangat besar dan menjadi tumpuan harapan bagi publik.

2. Intergovernmental Agreernent

Pemerintah dapat melakukan kerja sama antar lembaga pemerintahan baik di
tingkat pusat maupun daerah untuk memberikan pelayanan publik. Dalam konteks
ini, pemerintah pusat menjalankan fungst menghasilkan produk ( barang / jasa )
yang akan dikonsumsi oleh publik. Sementara itu, publik yang mengonsumsi barang
atau jasa yang disediakan oleh pemerintah melakukan pembayaran sebagai biaya
konsumsi. Pembayaran biaya konsumsi diberikan secara langsung kepada
pemerintah di tingkat daerah sebagai pemegang kewenangan dari pemerintah

pusat.

3. Government vending

Pemerintah dapat memberikan jenis pelayanan publik kepada individu. Individu yang
dimaksud dalam konteks ini dapat berupa organisasi. Konsumen dapat membayar
kepada pemerintah selaku penyedia layanan publik. Meskipun bentuk layanan
seperti ini dapat dilakukan, tetapi jika terlalu berlebihan porsinya, maka pelayanan
tersebut sangat rentan terhadap kritikan dari masyarakat.

4. Contract

Dalam mode! ini pemerintah dapat mengontrak atau memberikan mandat kepada
perusahaan negara dan atau daerah untuk memberikan pelayanan. Pemerintah
dapat melakukan kontrak kerja dengan pihak swasta untuk melakukan pekerjaan
yang memiliki kemanfaatan bagi publik. Pihak swasta yang mendapatkan kontrak

kerja secara otomatis dapat melakukan fungsi produksi dan provisi pelayanan.
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Pembayaran atas jasa yang dikonsumsi publik dapat dibayarkan secara langsung
kepada pihak swasta yang mendapatkan kontrak kerja dari pemerintah.

5. Grant

Pemerintah dapat membuat kebijakan dalam bentuk pembertan Grant. Dalam model
Grant, pemerintah memberikan subsidi kepada produsen dengan tujuan untuk
menurunkan harga barang dan jasa pelayanan. Secara umum, pemerintah
memberikan penurunan nilai pajak yang harus dibayar oleh produsen pada berbagai
bidang pelayanan publik. Produsen adalah pihak swasta, sedangkan pemerintah
dan masyarakat (konsumen) bertindak sebagai co-arranger. Artinya, pemerintah
menyelekst perusahaan swasta tertentu dan sejumiah perusahaan swasta yang
berminat. Sementara itu, masyarakat melakukan pilihan pada pelayanan yang
diberikan perusahaan yang memiliki kelayakan sesuai dengan mekanisme pasar.

6. Voucher

Dalam model voucher ini, konsumsi barang-barang tertentu diarahkan secara
khusus kepada konsumen tertentu. Perusahaan swasta yang memberikan
pelayanan dibayar secara langsung oleh pemerintah. Konsumen / masyarakat
memiliki kebebasan untuk memilih memilih barang dan jasa yang dikehendakinya.

7. Franchise

Dalam mode! ini pemerintah memberikan hak monopoli kepada suatu perusahaan
swasa untuk memberikan pelayanan dalam suatu batas geografis tertentu, dan
pemerintah menentukan tarif yang harus dibayar oleh konsumren. Pemerintah
dalam melakukan fungsi sebagai pengatur. Perusahaan swasta menjalankan fungsi
pelayanan kepada masyarakat. Konsumen dapat melakukan pembayaran secara
langsung kepada perusahaan penyedia layanan publik tersebut.

8. Market
Dalam sistem pasar, konsumen memilih secara produsen barang dan jasa yang
dikehendaki sesuai dengan kualitasnya tanpa campur tangan pemerintah. Peran
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pemerintah dalam beniuk mekanisme pasar dapat dikatakan tidak ada. Pemerintah
membiarkan mekanisme pasar yang berlaku dalam konteks pelayanan publik.
Keputusan berada di tangan produsen dan konsumen. Mekanisme pasar seperti ini
memang mempunyai keuntungan, terutama dalam mencapai tingkat efisiensi yang

tinggi dan kualitas pelayanan yang diberikan.

9. Voluntary Service

Dalam sistem ini lembaga/organisasi swadaya secara sukarela memberikan
pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Lembaga / organisasi tersebut bertindak
sebagai pengatur (service arranger) dan penyedia / produsen pelayanan (service

producer).

10. Self Service

Bagian terbesar darn penyediaan pelayanan jenis/model pelayanan yang disediakan
dan dilakukan sendiri oleh individu/masyarakat. Mode! layanan sendiri ini tentu saja
sulit untuk digeneralisasi sebagai suatu bentuk layanan publik. Sebab, secara
individu publik memiliki kemampuan yang sangat bervariasi dalam menyediakan dan
melayani kebutuhan sendirinya.

Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyedia layanan publik
sangat bervariasi. Layanan publik dapat dilakukan secara tunggal oleh pemerintah
dan swasta. Layanan publik juga dapat diselenggarakan secara sinergis antara
pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Jika dikaitkan antara bentuk pelayanan dan paradigma pelayanan publik
maka dapat didiskripsikan bahwa paradigma pelayanan publik akan dikuti oleh
bentuk pelayanan yang diberikan. Pada paradigma layanan publik tradisional bisa
dipasttkan bahwa pelayanan publik disediakan dan diselenggarakan oleh
pemerintah.
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Pergeseran paradigma pelayanan publik berkonsekuensi kepada bentuk
layanan yang diberikan. Ketika paradigma pelayanan publik beralih ke New Public
Management (NPM), maka dominasi pihak swasta mulai nampak jelas. Dalam
konteks int, pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan publik dengan
menggunakan kaidah-kadiah bisnis sehingga layanan yang diberikan kepada publik
dapat efeklif dan efisien.

Sementara itu, ketika paradigma layanan publik bergerak ke New Publc
Service ( NPS ), maka bentuk layanan publik pun akan menyesuaikan. Pemerintah
tetap harus menjadi pengendali dalam pelayanan publik. Dengan demikian, sinergi
antara pemerintah, masyarakat, dan swasta menjadi penting dalam rangka
menyediakan berbagai bentuk pelayanan kepada publik.

E. Model Pelayanan Publik

Leach, Stewart, & Walsh (1994:238) mengungkapkan adanya beberapa
model pelayanan publik dalam kerangka desentralisasi. Model pertanta yang paling
lama dan paling banyak dianut cleh berbagai negara di dunia, terutama negara
berkembang adalah mode! iraditional bureaucratic authority.

Ciri dari model ini adalah bahwa pemerintahan daerah bergerak dalam
kombinasi tiga faktor yaitu : pertama, penyediaan barang dan layanan publik lebih
banyak dilakukan oleh sektor publik {strong public sector). Kedua, peran pemerintah
daerah sangat kuat {strong focal government) karena memiliki cakupan fungsi yang
luas, mode operasi yang bersifat mengarahkan, derajat otonomi yang sangat tinggi,
dan tingkat kendali ekstemal yang rendah. Ketiga, pengambilan keputusan dalam
pemerintah daerzh lebih menekankan pada demokrasi perwakilan (representative
democracy).

Leach, Stewart, & Walsh (1994.240-243) juga telah mengungkapkan
alternative perubahan dari model traditional bureaucratic authority tersebut menuju
tiga model alternatif yang dinilai lebih ideal, yakni : residual authority, marketoriented
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enabler, dan community-oriented enabler. Ketiga model ini bermuara pada konsep
yang sama, yakni enabling authority. Konsep ini sangat memusatkan perhatian pada
pemisahan antara produksi dengan penyediaan layanan. Model ini berkaitan pula
dengan upaya menemukan cara baru dalam pemberian layanan melalui agen-agen

di luar pemerintah daerah itu sendin.

DIMENSI DAN MODEL PEMERINTAHAN DAERAH

Weak Local Gavernment
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Sumber : Leach. Stewart, & Walsh , 1994, The Changing Organization and Management
of Local Government. London : MacMillan Press.
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Inti dari kandungan konsep enabling diungkapkan Michael Clarke dan John
Stewart (1989) yang dikutip oleh Leach, Stewart, dan Walsh (1994:235) adalah :
strengthening the the capacily for self-govemance within a local communily, using
whatever resources and channels (internal or external) seem most appropriate. Titik
awal dari konsep enabling adalah identifikasi kebutuhan masyarakat, lalu
pemerintah daerah mempergunakan kekuatannya (termasuk kepemimpinan,
jaringan kerja, pengaruh) untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

The residual enabling authorty menggabungkan penekanan pada strong
market dengan peran pemerintah daerah yang lemah dan berdir di atas bentuk
demokrasi yang netral baik terhadap bentuk representative democracy maupun
participatory democracy. Istilah residu mengacu pada posisi pemerintah daerah
sebagai ‘provider of iast resort’| yang bertanggung jawab pada pelayanan yang
terbatas saja, yakni pelayanan yang tidak dapat disediakan secara langsung oleh

pasar swasta maupun mekanisme lainnya.

Konsep enabler-nya berupa pemerintah daerah diharapkan membuat
spesifikasi layanan publik, lzlu meng-contracting out kepada kontraktor swasta atau,
bila tidak memungkinkan, kepada badan intemal pemerintah daerah lainnya, lalu
memonitor kinerja kontraktor tersebut. Dalam hal ini, dasar idecloginya adalah
bahwa pasar diyakini sebagai mekanisme yang paling efisien dan efektif dalam
menyediakan barang dan layanan publik, dengan sedikit pengecualian dan regulasi
yang terbatas.

The market-oriented enabling authorify merupakan kombinasi dari
penekanan pada strong markef, dengan peran pemerintah daerah yang kuat,
disertai penekanan pada demokrasi partisipatif. Seperti halnya model residual
authority, model ini mengutamakan pasar dalam urusan pemerintah daerah, namun
berbeda dalam starting-pointnya. Pemerintah daerah mempunyai peran yang kuat
dan aklif dalam menentukan masa depan perekenomian di wilayahnya. Pemerintah
dipandang sebagai badan koordinas! dan perencanaan kunci bagi pembangunan
ekonomi daerah, dengan menyediakan mekanisme dan insentif sehingga
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perekonomian dapat berkembang. Hubungan antara pemerintah daerah dengan
agen-agen perekonomian daerah dilihat sebagai proses dua arah, dengan tanggung
jawab sosial ditekankan dan kesepakatan perencanaan antara pengembang dan
pemerintah daerah ditekankan dan dinegosiasikan secara aktif.

Peran pemerintah daerah adalah memberanikan dan mendukung
perusahaan swasta. Upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan menegosiasikan
kontrak yang memberikan manfaat maksimal bagi pemerintah daerah. Peran
utamanya justru terletak pada titik sentral dalam suatu jaringan eksternal, terutama
sektor swasta dalam menyediakan barang dan memberikan layanan publik.

The community-oriented enabling authorily, yang merupakan gabungan dari
penekanan pada demokrast partisipatif yang kuat, dan setidak-tidaknya ada di posisi
tengah dalam hubungannya dengan weak or strong local govemnance, serta
penekanan antara sektor publik dan pasar. Tujuan utamanya adalah memenuhi
kebutuhan penduduk yang beragam dengan menggunakan saluran penyediaan
layanan apa saja (apakah itu penyediaan langsung pemerintah, sektor swasta,
organisasi nirlaba, atau sekedar pengaruh belaka) yang dipandang paling tepat.
Penekanannya terletak pada kebutuhan kolektif ketimbang perseorangan, pada
penduduk daerah sebagai konsumen maupun pelanggan. Model ini berimplikasi
pada tuntutan adanya participatory democracy dan communily accountabilily.
Pemerintah daerah dituntut untuk outward-looking.

Pada prinsipnya, model terakhir ini dapat berjalan baik dalam pernerintah
daerah yang kuat maupun lemah, atau dalam sektor publik yang kuat maupun pasar

yang kuat. Namun demikian, model ini kurang sesual dalam pemerintah daerah

yang lemah dengan pasar yang kuat seperti hainya residual model.
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F. Pembentuk Model Pelayanan Publik

Pilihan dominasi penggunaan instrumen kebijakan diantara beragam
instrumen ditentukan ofeh berbagai faktor yang berpengaruh. ldentifikasi atas
beragam faktor tersebut dapat didasarkan pada kerangka yang digagas oleh Leach
& Stewart (1994). Dalam kerangka tersebut dimensi yang berpengaruh dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah diidentifikasi dalam tiga dimensi, yakni
dimensi ekonomi, dimensi pemerintahan, dan dimensi politik yang berkaitan dengan

bentuk demokrasi fokal.

Dimensi pertama adalah dimensi ekonomi yang berkaitan dengan sumber-
sumber penyediaan pelayanan publik baik yang menyangkut produksi maupun
distribusi komoditas dan layanan di tingkat lokal. Penekanan sumber-sumber
tersebut dapat berasal dari mekanisme pasar maupun badan-badan sektor publik.
Dominasi pasar dalam penyediaan layanan publik dapat dilihat dari penggunaan
instrumen kebijakan yang lebih dominan pada badan-badan swasta dan
penggunaan mekanisme pasar yang ditandai dengan adanya kompetisi dalam
pelayanan publik.

Dimensi kedua yakni dimensi pemerintahan membedakan antara peran
pemerintah daerah yang lemah dengan yang kuat. Peran pemerintah daerah yang
lemmah ditandai dengan beberapa indikator, yakni : rentang tanggung jawab fungsi
atau kewenangan yang sempit, cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat
reaktif, derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban, dan
tingginya derajat kontrol eksternal. Sementara itu, peran pemerintah daerah yang
kuat ditandai dengan beberapa indikator, yaitu : rentang tanggung jawab fungsi atau
kewenangan yang luas, cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat
positif, derajat otonomi yang tinggi atas fungsi yang diemban, dan derajat kontrol
eksternal yang terbatas. Peran pemerintah daerah ini sebenamya mencerminkan
hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
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Dimensi ketiga yaitu dimensi politik berkaitan dengan bentuk demackrasi lokal
yang mencerminkan bagaimana pemerintah daerah membuat keputusan. Dalam hal
ini ada dua titk yang berbeda. Pada satu titik ada penekanan pada demokrasi
perwakilan, yakni suatu sistem yang mencerminkan preferensi masyarakat
dinyatakan melalui sistem pemilihan lokal. Sekali terpilih, partai yang berhasil atau
partai yang berkoalisi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menganggap
dirinya memperoleh mandat untuk menerapkan kebijakan yang dijanjikannya dalam
pemilihan umum. Pada titik yang lain, ada penekanan pada demokrasi partisipatif
yang mencerminkan partisipasi masyarakat setempat. Demokrasi partisipatif ini
biasanya dijalankan dalam forum-forum demokratis yang dipandang sebagai
komposisi esensial dalam pengambilan keputusan di daerah. Proses pengambilan
keputusan ini berada dalam Koridor kebijakan yang dilegitimasi melalui keberhasilan
dalam pemilihan (electoral).

G. Hasil Penelitian Yang Relevan

Tabel 11.2.
Hasil Penelitian yang Relevan
No. | Peneliti Judul Penelitian Tahun | Temuan Penting
1. | Lemlit Alokasi Anggaran 2004 Pelayanan pendidikan
SMERU Pendidikan di era otonormni dasar belum baik.
daerah : implikasinya Anggaran yang ada
terhadap pelayanan belum optimal untuk
pendidikan tingkat dasar pemberdayaan kegiatan
belajar mengajar
2. | Eko Reformasi Birokrasi dalam | 2004 | Program inovasi penting
Prasojo, | Praktik : Kasus di dalam bidang pendidikan
dkk Kabupaten Jembrana, Bali mencakup pembebasan

biaya sekolah, program
beasiswa untuk sekolah
swasta,
pembangunan/perbaikan
gedung, pemberian
beasiswa bagi guru untuk
studi lanjut, peningkatan
kesejahteraan guru, dan
penyelenggaraan kajian
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sekolah
3. | Indopov Membuat Pelayanan 2006 | Pelayanan di bidang
dan Bermanfaat bagi pendidikan dapat
World masyarakat miskin di ditingkatkan melalui
Bank Indonesia : Titik Fokus perbaikan sarana dan
untuk mencapai prasarana, serta
keberhasilan di lapangan peningkatan kualitas PNS
(guru) yang
melaksanakan tugas
tersebut
4. | Moch. Pelayanan Publik Di Era 2003 Memotret Pelayanan
Ichsan & | Desentralisasi ( Studi Publik dari aspek
Bappenas | Komparatif Empat organisasi pemerintahan
Kabupaten : Malang, daerah, tugas pokok, dan
Sumenep, Mataram, dan fungsi.
Sleman ) Birokrasi tradisional
Pemerintah Daerah masih
berperan
besar dalam bidang
pelayanan publik
5. j PSKK Good Governance dan 2005 | membuktikan bahwa
UGM Pelayanan Publik praktik penyelenggaraan
pelayanan publik di
Kabupaten dan Kota di
Indonesia masih belum
memenuhi kualitas yang
diharapkan

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis. Penelitian ini berangkat dari teori

pelayanan publik dari Steave Leach (1984), selanjutnya penelitian dilakukan dalam

rangka memverifikasi teori tersebut berkait dengan model pelayanan pendidikan

pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang. Jenis penelitian yang

digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan

dimensi-dimensi yang membentuk model pelayanan publik.
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2, Objek Penelitian

Objek pengamatan dalam penelitian ini adalah pelayanan di bidang pendidikan yang
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

3. Nara Sumber

Responden yang menjadi subyek penelitian ini adalah perangkat birokrasi
pemerintah daerah, perangkat organisasi swasta, dan kelompok masyarakat yang
berperan dalam menyediakan jasa pelayanan publik di bidang pendidikan. Neuman,
W Lawrence (2000:138} mengemukakan bahwa tidak ada ketentuan baku dalam
menentukan jumlah responden. Berdasarkan pemikiran tersebut, responden
sebagai subyek penelitian ini adalah :

a). Perangkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki
kewenangan dalam penyediaan layanan publik di bidang pendidikan.
Responden yang terpilih adalah kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, dan
Kepala Kantor Cabang Dinas. Dalam proses pengumpulan data di
fapangan, wawancara lebih banyak dilakukan dengan Kepala Sub
Dinas. Hal tersebut terjadi karena Kepala Dinas sedang melakukan
kegiatan yang cukup padat sehingga terjadi pendelegasian tugas
dalam wawancara.

b). Perangkat organisasi swasta yang ditetapkan secara formal dan
kelompok masyarakat yang berperan penting dalam penyediaan
pelayanan publik di bidang pendidikan. Dalam penelitian ini,
pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan
wawancara dengan para fungsionaris yayasan pendidikan yang ada di
wilayah Kota Tangerang.

c). Anggota DPRD Kota Tangerang yang menaungi bidang pendidikan,
Pengumpulan data dari anggota dewan dilakukan dengan cara
penyebaran kuesioner. Demikian juga untuk pengambilan data dari
lembaga swadaya masyarakat.
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Besaran sampe! dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel [1.2

Responden Penelitian

no. | Intansi Jumlah responden Teknik pengambilan
sampel
1. | Dinas Pendidikan 1 kepala dinas, 8 kepala
kantor cabang
2, | DPRD 5 orang anggota dewan
3. | LSM Peduli Pendidikan | 3 orang
Pendidikan Purposive sampling
4. | Yayasan Pendidikan 15 Fungsionaris Yayasan
Pendidikan
Total Responden 31 responden

4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :
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1. Data primer, diperoleh dari responden yang telah ditetapkan sebagai

subyek penelitian dengan menggunakan kuesioner dan pedoman
wawancara. Hasil wawancara selanjutnya akan ditranskrip dan
digunakan untuk melengkapi analisis data kuantitatif.

2. Data sekunder, diperoleh melalui studi dokumentasi tentang pelayanan

publik yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota
Tangerang. Data sekunder akan digunakan untuk memperkaya analisis
secara kualitatif serta untuk memperkuat analisis data secara kuantitatif

3. Observasi, terhadap kawasan yang terkait dengan penyediaan jenis

pelayanan pendidikan yang telah ditetapkan oleh Dinas (pemerintah
daerah).

Wawancara mendalam secara terstruktur menggunakan pedoman
wawancara (inferview guide) maupun tidak terstruktur dengan beberapa
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informan kunci terpilin, untuk mendukung analisis data primer yang telah

dilakukan.

5. Analisis data

Analisis data ditakukan sesuai dengan anjuran Bogdan dan Biklen (dalam Irawan,
2006:178) yaitu mencakup kegiatan pengolahan data mentah, mengintepretasi data,
dan menarik kesimpulan. Statistik diskriptif dilakukan dengan menggunakan
bantuan SPSS versi 12.
Data primer dalam penelitian ini berupa kuesioner dan transkrip wawancara dengan
nara sumber dari Dinas Pendidikan. Selain data primer tersebut, diperlukan data
skunder berupa dokumen-dokumen yang berisi tentang cakupan tugas pokok dan
fungsi dinas pendidikan dan kebudayaan kota Tangerang. Ke dua data fersebut
akan digunakan untuk menentukan mode! pelayanan publik apa yang dilaksanakan
oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang saat ini.
Setelah diketahui model pelayanan publik yang dijalankan saat ini oleh dinas
tersebut, selanjutnya dianalisis arah pengembangan model pelayanan yang tepat
dengan mempertimbangkan dimensi - dimensi yang dapat membentuk model
pelayanan publik. Data hasil pengisian kuesioner oleh DPRD Kota Tangerang, LSM,
dan Yayasan Pendidikan ditambah dengan data tentang kondisi masyarakat yang
ada saat ini, diharapkan dapat digunakan untuk menentukan arah pengembangan
model pelayanan pendidikan di Kota Tangerang.
Untuk mendapatkan justifikasi tentang model layanan publik yang dominan
digunakan analisis varian (ANOVA). Anova merupakan metode untuk menguji
hubungan antara satu variabel dependen dengan satu skala atau lebih variabel
independen. Anova digunakan untuk mengetahui pengaruh utama dan pengaruh
inferaksi dari vanabel independen.
Asumsi yang digunakan dalam anova sebagai berikut { Ghazali, 2005:60})
a. homogeneity of variance / Levene test, varabel dependen harus memiliki
varian yang sama dalam setiap kategori varabel independen. Jika terdapat
lebih dari satu variabel independen maka harus ada homogeneity of variance
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di dalam sel yang dibentuk oleh variabel independen kategorikal. Levene

test dinyatakan signifikan jika probabilitasnya kurang dari 0.05 ( p < 0.05).

b. random sampling, untuk tujuan signifikansi maka subyek di dalam setiap

group harus diambil secara random

¢. multivariate normality; untuk tujuan signifikansi

maka variabel

harus

mengikuti distribusi normal. Uji neormalitas data ini dapat dilihat dalam
Boxplot test SPSS.

Gambaran madel analisis varian digambarkan pada tabel berikut :

Tabel H.3. Formulasi Anova

Sumber variasi | Sum  of | Degree of | Mean Square F
Squares freedom
Beetwen SSC Cc-1 SSC MSC
samples MSC = —-— F=cm—-
C-1 MSE
Error SSE C(r-1) SSE
MSE = ———
C(r-1)
Total SST Cr—-1

Sumber : Rangkuti, 2007:120

SSC = rL(xj-x)2

SSE = X (xij-xj)2

Keterangan :

SSC : jumlah kuadrat untuk kolom
R . jumiah baris

Xj : rata-rata sampel
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SSE : jumlah kuadrat kesalahan
Xij . jumlah pengamatan

6. Uji Validitas dan Realibilitas Data

Penelitian ini menggunakan reliabilitas koefisien Cronbach Alpha dengan
bantuan software SPSS versi 12. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini
adalah validitas konstruk, dengan cara menghitung korelasi product moment dari
Pearson antara masing-masing pertanyaan terhadap skor total. Jika koefiien
korelasi yang diperoleh tidak signifikan pada taraf 5%, maka pertanyaan tersebut
tidak valid dan harus dikeluarkan dari kuesioner.

7. Skala data

Data dibuat berjenjang dengan lima tingkatan mulai dari sangat tidak setuju,
setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Data diasumsikan dapat
dibuat skala ordinal. Skala data yang digunakan mengacu kepada konsep Likert,
karena penelitian ini berusaha memetakan persepsi, pendapat, sikap seseorang
terhadap fenomena sosial tertentu ( Nazir, 1998:134-136)

8. Operasionalisasi Konsep

Pengembangan model pelayanan publik dibentuk oleh dimensi demokrasi,
pemerintah, dan ekonomi. Ketiga dimensi tersebut selanjutnya didefinisikan secara
operasional untuk memudahkan dalam penentuan indikator nilainya. Tabel berikut
menyajikan operasionalisasi konsep mulai dari variabel, sub variabel, definisi
operasional dan indikator.
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Tabel Il 4.

Operasionalisasi Konsep

Variabel Sub Variabel Definisi Operasional Indikator
Dimensi Bentuk demokrasi lokal 1. Memfasilitasi
demokrasi / yang mencerminkan aspirasi
politik bagaimana pemerintah masyarakat

daerah membuat 2. Merumuskan
keputusan. program
3. Memonitor
MODEL program
Eﬁéﬂf NAY 4. Mengesahka
n program
5. Menetapkan
anggaran
Pemerintahan | Dimensi  pemerintahan 1. Menetapkan
menggambarkan peran prosedur
pemerintah daerah pelayanan
dalam memberikan 2. Menetapkan

pelayanan publik baik
secara langsung maupun
tidak langsung.

perijinan

3. Merumuskan
program
pendidikan

4. Memberi
bantuan
pengembang
an sekolah
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Dimensi

ekonomi

Mekanisme pasar yang
terlibat dalam
penyediaan pelayanan
publik baik yang
menyangkut produksi
maupun distribusi
komoditas dan layanan
di tingkat [okal.

. Menentukan

kurikulum
Menentukan
sarana
pendidikan
Menjalin
hubungan
dengan
dunia industri
Menetapkan
harga
pendidikan
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BAB Il

Gambaran Umum Objek Penelitan

A. Profil Wilayah

Kota Tangerang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta. Pada
kondisi geografis tersebut, Kota Tangerang memiliki keuntungan dan sekaligus
kerugian. Keuntungannya kota tersebut bisa nebeng nama besar ibukota negara.
Masyarakat Kota Tangerang dapat- memanfaatkan fasilitas publik sebuah
metropolitan seperti jalan-jalan yang mulus, pusat bisnis yang modern, serta
berbagai kemudahan untuk menggunakan teknologi komunikasi yang canggih.

Namun kerugian berdekatan dengan sebuh ibukota, yang secara khusus
juga dirasakan oleh pemerintah kota Tangerang. Banyak warga Kota Tangerang
yang tinggal di daerah perbatasan dengan Jakarta, kurang bersedia mengakui
berdomisili di Kota Tangerang. Hal im dibuktikan dengan berbagai papan nama
yang mencantumkan nama “"Jakarta Selatan” atau "Jakarta Barat® padahal
sebenarnya warga tersebut secara administrative berada dalam wilayah Kota

Tangerang.

Secara administrative, wilayah Kota Tangerang dibagi menjadi 13 (tiga
belas) kecamatan. Kefigabelas kecamatan tersebut memiliki luas wilayah yang
kurang lebih sama. Secara geografis. Letak ketigabelas kecamatan tersebut dapat
dikelompokkan menjadi dua besar, yaitu wilayah kecamatan di bagian timur dan
bagian barat kota Tangerang. Kecamatan wilayah bagian timur terdiri dari
kecamatan Cipondoh, Pinang, Karang Tengah, Ciledug, dan Larangan. Sementara
itu, kecamatan yang berada di bagian barat terdiri dari Tangerang, Karawaci,
Cibodas, Neglasari, Benda, Jati Uwung, Batu Ceper, dan Periuk. Secara rinci,
pembagian kecamatan di wilayah kota Tangerang beserta luas wilayah kecamatan
dapat dilihat pada table berikut :
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Tabel H1.1
LUAS WILAYAH KOTA TANGERANG

Kecamatan Luas (km2)
1 Ciledug 8.76
2 Larangan 9,39
3 Karang Tengah 10,47
4 Cipondoh 17,41
5 Pinang 21,59
6 Tangerang 15,78
7 Karawaci 13,47
8 Cibodas 9,61
9 Jatiuwung 14,40
10 Periuk 9,54
11 Neglasari 16,07
12 Batuceper 11,58
13 Benda

25,61
Total 184, 23

Sumber ; Kota Tangerang dalam Angka tahun 2002

B. Letak Ggografis

Secara geografis wilayah Kota Tangerang berada antara 6° 6 LS - 6° 13 LS dan
106° 36 - 106° - 42° BT dengan luas wilayah 184,23 Km? termasuk Bandara
Sukarno Hatta seluas 19,68 Km? dengan batas batas sebagai berikut :

Batas Utara : Kabupaten Tangerang

Batas Selatan : Kabupaten Tangerang
Batas Timur : DKI Jakarta

Batas Barat : Kabupaten Tangerang
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Wilayah Kota Tangerang dilintasi oleh Sungai Cisadane yang membagi Kota
Tangerang menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian Timur sungai dan bagian Barat
sungai. Kecamatan yang terletak di bagian Barat Sungai Cisadane meliputi
Kecamatan Jatiuwung dan sebagian Kecamatan Tangerang. Selain Sungai
Cisadane, di Kota Tangerang terdapat pula sungai-sungai lain seperti Sungai
Cirarab yang merupakan batas sebelah Barat, Kecamatan Jatiuwung dengan
Kecamatan Pasar Kemis di Kabupaten Tangerang, Kali Ledug yang merupakan
anak Sungai Cirarab, Kali Sabi dan Kali Cimode, sungai-sungai tersebut berada di
sebelah Sungai Cisadane, sedangkan pada bagian Timur Sungai Cisadane terdapat
pula sungai/kali yang meliputi Kali Pembuangan Cipondoh, Kali Angke, Kali Wetan,
Kali Pasanggrahan, Kali Cantiga, Kali Pondok Bahar. Selain sungai/kali di Kota
Tangerang terdapat pula saluran air yang meliputi Saluran Mokevart, Saluran Irigasi
Induk Tanah Tinggi, Saluran Induk Cisadane Barat, Saluran Induk Cisadane Timur
dan Saluran Induk Cisadane Utara.

Kota Tangerang dibelah oleh Sungai Cisadane yang memiliki debit air 88 m3
per detik dan mengalir sejauh 13,8 km. Selain itu, terdapat pula 3 (tiga) aliran kali
kecil yang membelah beberapa bagian wilayah Kota Tangerang yaitu Kali
Pesanggrahan di Kecamatan Ciledug, Kali Angke di Kecamatan Ciledug dan
Cipondoh, serta Kali Cirarab di Kecamatan Jatiuwung dan Tangerang.

Aliran sungai besar dan kecil ini sangat bermanfaat bagi penyediaan bahan
baku air bersih untuk pengembangan instalasi air bersih Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kota Tangerang. Persediaan air permukaan tersebut juga dapat
dimanfaatkan untuk kebutuhan air kegiatan industri. Kawasan sempadan Sungai
Cisadane adalah kawasan sekitar aliran Sungai Cisadane yang membujur dari
perbatasan Kabupaten Tangerang di sebelah Selatan Kota Tangerang dan
perbatasan Kabupaten Tangerang di sebelah Utara Kota Tangerang. Wilayah ini
meliputi bantaran sungai pada jarak minimal 20 m dan maksimal 50 m dari kiri dan
kanan tepi sungai. Untuk wilayah padat di bagian tengah Kota Tangerang

sempadan sungainya minimal 20 m. Untuk wilayah yang kepadatannya sedang
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sampai rendah vaitu di bagian Selatan dan Utara kota, sempadan sungainya
minimai 50 m darn kiri dan kanan bantaran Sungai Cisadane. Menurut hasil
pengukuran luas kawasan sempadan Sungai Cisadane adalah 152,08 Ha.

Kawasan Situ Cipondoh adalah kawasan yang berada di Kecamatan
Cipondoh dengan luas kurang lebih 126,1757 Ha. Di sekitar Situ Cipondoh pada
bagian yang mengalami pendangkalan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian
lahan basah sehingga perlu kontrol yang lebih ketat agar tidak beralih fungsi.
Selama ini Situ Cipondoh difungsikan sebagai pengendali banjir, irigasi, cadangan
air baku dan rekreasi. Kondisi Situ Cipondoh saat ini cenderung mengalami
pendangkalan terutama di tepi situ karena banyak ditumbuhi tanaman eceng
gondok yang memenuhi permukaan air Situ Cipondoh.

C. Kondisi Topografi

Wilayah Kota Tangerang rata-rata berada pada ketinggian 10 - 30 meter di
atas permukaan laut. Bagian Utara memiliki rata-rata ketinggian 10 meter di atas
permukaan laut seperti Kecamatan Neglasan, Kecamatan Batuceper, dan
Kecamatan Benda.

Sementara itu, bagian Selatan memiliki ketinggian 30 meter di atas
permukaan laut seperti Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Larangan. Dilihat dari
kemiringan tanahnya, sebagian besar Kota Tangerang mempunyai tingkat
kemiringan tanah 0-30 dan sebagian kecil (yaitu di bagian Selatan kota) kemiringan
tanahnya antara 3-8 berada di Kelurahan Parung Serab, Kelurahan Paninggilan
Selatan dan Kelurahan Cipadu Jaya.
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D. Pusat Pemerintahan

Perkembangan kota Tangerang tidak terlepas dari prestasi wali kota MH
Thamrin selama menjalankan tugasnya. Jejak pembangunan telah dirintis,
selanjutnya diterukan dan dikembangkan oleh walikota yang baru dalam

membangun pusat pemerintahan.

Pesatnya perkembangan Kota Tangerang, menjadikan bangunan lama
Balaikota ketinggalan zaman meskipun telah diperluas bangunannya dengan
renovasi total pada tahun 1993. Kini bangunan fersebut juga telah ketinggalan
zaman dan harus segera dipindah. Karena itu pembangunan pusat pemerintahan
merupakan solusi terpadu untuk meningkatkan pepelayanan terhadap kepentingan
publik.

Gedung Pusat Pémerintahan dengan bangunan inti Balaikota dan Gedung
DPRD Kota Tangerang yang dibangun sejak tahun 2001 tersebut kini berdiri megah
dan monumental. Gedung tersebut dibangun di atas tanah seluas 49.000m2 dengan
fuas bangunan 6.612,24m2 terdiri atas 5 lantai menelan biaya sebesar Rp.60 milyar.
Waklu pembangunan dilaksanakan dalam tiga tahun anggaran. Lokasi gedung
berdampingan dengan Masjid Raya Al-A'’zhom.

Konsep pembangunan Pusat Pemerintahan ini mempunyai tiga sasaran
utama yakni sebagai bangunan umum bersifat terbuka, berfungsi sosial dan bersifat
rekreatif. Dalam areal ini terdapat ruang terbuka berupa plaza dan taman. Selain itu
bangunan monumental bersifat agung, representative, dicirikan dengan bentuk
simetris dan mempunyai prosesi yang merupakan pencerminan dari sifat cily hall.
Bangunan pusat perkantoran bersifat fungsional, fleksibel, efektif dan efisien
dengan memperhatikan faktor kenyamanan, disiplin dan etos kerja serta faktor
pemeliharaan. Sedangkan fungsi ruang/bangunan akan dipergunakan untuk
kegiatan legisiatif dan eksekutif, sehingga kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
akan terkonsentrasi dalam satu area.
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E. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia
sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan merupakan
bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Jika pembangunan yang
dilakukan tidak dapat mengandalkan sumber daya alam yang keberadaanya
terbatas maka peningkatan sumber daya manusia yang hasilnya merupakan modal
untuk penggerak pembangunan. Pemerataan kesempatan pendidikan sangat
dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung
sekolah, perpustakaan, dan buku-buku penunjang pelajaran serta tenaga pendidik
(guru).

Fasilitas pendidikan di Kota Tangerang tersedia dari tingkat TK sampai
Perguruan Tinggi dan rata-rata jumlahnya meningkat di setiap jenjang dibandingkan
tahun sebelumnya. Bagi anak-anak pra sekolah tersedia sekolah taman kanak-
kanak (TK) sebanyak 236, satu diantaranya berstatus negen dan lainnya swasta.
Bagi anak-anak usia sekolah dasar (SD) terdapat 469 SD terdiri dari 377 SD Negeri
dan 92 SD Swasta, mampu menampung 148.515 siswa SD, Murid SD tersebut
mendapat bimbingan 2.357 guru negeri dan 2.903 guru swasfa. Banyak SLTP di
Kota Tangerang selama tahun 2005 yang terdiri dari 21 sekolah negeri dan 122
SLTP swasta. Dengan jumlah siswa 56.266 siswa dan jumlah guru yang
membimbing 2.729 Orang. Fasilitas pendidikan untuk tingkat SMA lebih sedikit jika
dibandingkan 2 jenjang sebelumnya terdapat 69 sekolah terdiri 14 SMA Negeri dan
55 SMA Swasta dan dapat menampung 27.355 Murid dengan dibimbing oleh 2.058
guru.

Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Perkembangan Perguruan tinggi
di Kota Tangerang cukup pesat, sampai saat ini yang tercatat, antara lain UNIS
Tangerang, STISIP Yuppentek Tangerang, STIE Muhammadiyah Tangerang,
STIKES Muhammadiyah Tangerang, STIA Muhammadiyah Tangerang, STMIK
Raharja Tangerang, STIE BUDHI Tangerang, dan Politeknik Tangerang. Fasilitas
pendidikan lainnya berupa sekolah dibawah binaan Depag antara lain Madrasah
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Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Secara
detail Jumiah Mt sebanyak 99, MTs sebanyak 45 dan MA sebanyak 19.

Upaya pemerintah kota Tangerang memperbaiki fasilitas pendidikan cukup
bagus. Hal tersebut dibuktikan dengan tindakan nyata dalam membangun gedung
sekolah. Pemerintah Kota Tangerang membangun 220 sekolah yang dimulai pada
Juni 2005 dan dilaksanakan secara serentak di seluruh lokasi. Pelaksanaan
pembangunannya sendiri dilaksanakan kontraktor yang secara administrasi
memenuhi syarat dan memiliki modal yang cukup, terdiri dari kontraktor kelas kecil
sebanyak 51 kontrakior, kelas menengah 28 kontraktor, dan kelas berat 4
kontraktor.

Pembangunan sekolah inipun, pada akhimya mampu menyerap tenaga
kerja yang cukup besar, yaitu lebih kurang 5.500 orang. Diharapkan dengan
selesainya pembangunan gedung sekolah yang baru, saat ini sebanyak 254.620
siswa dapat belgjar lebih baik karena kondisi sekolah yang nyaman dan aman, tidak
was-was dan orang tua murid terbebas dari biaya iuran pembangunan yang cukup
besar. Penerimaan siswa baru mulai tahun 2005 hingga seterusnya, sudah tidak lagi
dibayangi pengenaan iuran pembangunan sekolah.

F. Profil Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang terdiri dari

a. Kepala Dinas

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari Sub Bagian Umum, Sub Bagian
Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan

€. Sub Dinas Pembelajaran Siswa dan Kurikulum terdiri dari Seksi Pra Sekolah,
Seksi Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Seksi Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama/Madrasah Tsawnawiyah, Seksi Pendidikan Menengah / Kejuruan /
Madrasah Aliyah

d. Sub Dinas Pemberdayaan Sekolah dan Ketenagaan yang terdiri dari Seksi
Pra Sekolah, Seksi Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Seksi Sekolah
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Lanjutan Tingkat Pertama / Madrasah Tsawnawiyah, Seksi Pendidikan
Menengah / Kejuruan / Madrasah Aliyah

Sub Dinas Prasarana, Sarana, Dan Bantuan yang membawahi Seksi Pra
Sekolah, Seksi Sekolah Dasar / Madrasah |btidaiyah, Seksi Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama / Madrasah Tsawnawiyah, Seksi Pendidikan
Menengah/Kejuruan/Madrasah Aliyah

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Kebudayaan yang membawahi
Seksi Bina Kursus dan Keterampilan, Seksi Kebudayaan, kelompok Jabatan
Fungsional

Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasar susunan organisasi di atas, selanjutnya dapat diketahui rincian unit

kerja yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pelayanan pulik di bidang

pendidikan. Unit kerja di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Tangerang diantaranya :

Subdinas Pembelajaran Siswa dan Kurikulum

1.

52

Penyelenggaraan Kkegiatan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian
terhadap proses belajar mengajar dan kurikulum pada lembaga pendidikan
pra sekolah, sekolah dasar/madrasah, sekolah lanjutan/tsanawiyah, sekotah
menengah umum/kejuruan, dan madrasah aliyah.

Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pemantauan dan pengawasan mengenai kalender pendidikan, jumiah jam
belajar efekiif, penerapan standar kompetensi siswa, penetapan materi
pelajaran kurikulum local, pembinaan proses belajar mengajar, proses
penerimaan siswa baru, perpindahan dan sertifikasi EBTA, pengkajian dan
pengembangan atas bahan-bahan EBTA, kompilasi dan analisis
dokumentasi dan informasi yang berkenaan dengan proses belajar
mengajar dan kurikulum pada Taman Kanak Kanak.

Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan

pemantauan dan pengawasan mengenai kalender pendidikan, jumlah jam

Model pelayanan ..., Bambang Pujiyono, FIA Ul, 2008



belajar efeklif, penerapan standar kompetensi siswa, penetapan materi
pelajaran kurikulum local, pembinaan proses belajar mengajar, proses
penerimaan siswa baru, perpindahan dan sertifikasi EBTA, pengkajian dan
pengembangan atas bahan-bahan EBTA, kompilasi dan analisis
dokumentasi dan informasi yang berkenaan dengan proses belajar
mengajar dan kurikulum pada Sekolah Dasar / Madrasah Tsanawiyah
Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pemantauan dan penéawasan mengenai kKalender pendidikan, jumlah jam
belajar efektif, penerapan standar kompetensi siswa, penetapan materi
pelajaran kurikulum local, pembinaan proses belajar mengajar, proses
penerimaan siswa baru, perpindahan dan serifikasi EBTA, pengkajian dan
pengembangan atas bahan-bahan EBTA, kompilasi dan analisis
dokumentasi dan informasi yang berkenaan dengan proses belajar
mengajar dan kurikulum pada Sekolah Lanjutan Pertama / Madrasah
Tsanawiyah

Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pemantauan dan pengawasan mengenai kalender pendidikan, jumlah jam
belajar efektif, penerapan standar kompetensi siswa, penetapan materi
pelajaran kurikulum local, pembinaan proses belajar mengajar, proses
penerimaan siswa baru, perpindahan dan sertifikasi EBTA, pengkajian dan
pengembangan atas bahan-bahan EBTA, kompilasi dan analisis
dokumentasi dan informasi yang berkenaan dengan proses belajar
mengajar dan kurikulum pada Sekolah Menengah Umum, Kejuruan
Madrasah Aliyah.
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Untuk mendapatkan analisis data yang baik dan mengarah pada pertanyaan
penelitian atau rumusan permasalahan, maka dalam penelitian ini analisis data
dibagi menjadi beberapa bagian. Pembabagan dalam analisis data ini meliputi
cakupan pelayanan publik bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang, factor-faktor yang membentuk model
pelayanan publik, serta model pelayanan publik yang tepat untuk dilaksanakan

BAB IV

ANALISIS DATA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang di masa mendatang.

Sebelum dilakukan analisis terhadap data tentang pelayanan publik, berikut
disagjikan hasil uji validitas dan reliabilitas data. Kedua uji ini dimaksudkan untuk
melihat seberapa valid item pertanyaan yang mencerminkan variable penelitian.
Sementara itu, uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui keterandalan instrumen
pengumpul data. Hasil uji validitas dan reliabilitas terangkum dalam table berikut :

Tabel IV.1
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Uiji Validitas Uji Reliabilitas
Keterangan Cronbach

R.Hasil R.Tabel | Tafsir a Tafsir
Menetapkan prosedur 0.74 0,361 Valid 0,772 Andal
Menetapkan kurikulum 0.86 0,361 Valid 0,866 Andal
Menetapkan seragam 0.67 0,361 Valid 0,852 Andal
Menetapkan buku ajar 0.87 0,361 Valid 0,785 Andal
Criteria siswa 0.76 0,361 Valid 0,812 Andal
Biaya pendidikan 0.78 0,361 Valid 0,786 Andal
Criteria guru 0.70 0,361 Valid 0,772 Andal
Sediakan bangunan 0.73 0,361 Valid 0,866 Andal
Memelihara bangunan 0.67 0.361 Valid 0.825 Andal
Menyediakan fasilitas blj 0.63 0,361 Valid 0.785 Andal
Memelihara fasilitas blj 0.77 0,361 Valid 0.812 Andal
Swasta membuat kurikulum 0.72 0,361 Valid 0.765 Andal
Perijinan 0.59 0,361 Valid 0.840 Andal
Monitoring sekolah 0.70 0,361 Valid 0717 Andal
Penempatan guru PNS 0.70 0,361 Valid 0.865 Andat
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akreditasi 0.76 0,361 Valid 0.812 Andal
Pengawasan pusat 0.80 0,361 Valid 0.825 Andal
Pengawasan LSM 0.78 0,361 Valid 0.785 Andal
Pengawasan DPRD 0.89 0,361 Valid 0.812 Andal
Pemberian beasiswa 0.77 0,361 Valid 0.786 Andal
Pemberian insentif 0.73 0,361 Valid 0.840 Andal
Mengatur ujian 0.65 0,361 Valid 0.737 Andal
Mengatur PMB 0.87 0,361 Valid 0.865 Andal
Membina sekolah swasta 0.65 0,361 Valid 0.786 Andal
Criteria kelayakan sekolah 0.92 0,361 Valid 0.840 Andal
Rayonisasi 0.73 0,361 Valid 0773 Andal
Larangan menjual buku ajar 0.76 0,361 Valid 0.865 Andal
Data base sekolah 0.66 0,361 Valid 0.764 Andal
Penetapan standar

pepelayanan 0.68 0,361 Valid 0.876 Andal
Membangun sarana swasta 0.87 0,361 Valid 0.727 Andal

Sumber : Hasil Analisis Data yang Diolah, 2008

Dari hasil analisis diatas terlihat bahwa konstruk untuk setiap variabel
pepelayanan publik adalah valid, hal ini terlihat dari nilai r hasit > r tabel Adapun
nilai r fabel didapat dari N - 2 = N — 2 = 20 dengan tingkat signifikansi 5 % rmaka
didapat nilai r tabel adalah 0,361. Untuk uji reliabilitas terlihat bahwa konstruk dari
setiap variabel pelayanan publik adalah andal, terlihat dari nilai cronchbach alpha >
0,6. Berdasar nilai tersebut, instrumen untuk pelayanan publik dinyatakan valid dan

andal.
A. Cakupan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan

Cakupan pelayanan publik bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang meliputi 3 (tiga) hal. Ketiga hal
tersebut yaitu penyediaan secara langsung pelayanan bidang pendidikan,
penetapan dan implementasi kebijakan bidang pendidikan, serta pemberian bantuan
kepada publik dalam rangka mengembangkan pendidikan. Uraian ketiga cakupan
pelayanan publik bidang pendidikan tersehut selanjutnya dijabarkan berdasar data
yang berhasil dikumpulkan dari responden.
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Gambaran mengenai pelayanan publik bidang pendidikan di kota Tangerang
akan dijelaskan melalui analisis tabel tunggal berdasar data yang dikumpulkan dari
responden. Data diperoleh dengan cara menyebar kuesioner kepada tiap-tiap
kepala kantor cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Tangerang. Selain
itu, analisis data juga dilengkapi dengan berbagai jawaban yang berhasil dihimpun
melalui wawancara dengan pejabat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Tangerang. Adapun gambaran tentang pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang sebagai berikut :

A_1. Pelayanan Langsung dari Dinas

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang sebagai salah satu unit
kerja pemerintah yang menjalankan fungsi pepelayanan di bidang pendidikan dan
kebudayaan memberikan pelayanan bidang pendidikan secara langsung kepada
masyarakat. Berdasar data yang berhasil dihimpun, cakupan pelayanan publik yang
langsung disediakan oleh dinas diantaranya pembangunan gedung sekolah,
pemeliharaan gedung sekolah, penyediaan sarana dan prasarana belajar, dafa base
sekolah, perijinan, dan pemberian akreditasi. Selanjutnya uraian tentang pelayanan
langsung tersebut digambarkan melalui table-tabel berikut ini.

Table 1V.2. Keterlibatan Pemerintah dalam
Penyediaan Bangunan Sekolah {%)

Menyediakan bangunan sekolah Total

tidak Sangat

pernah | jarang | cukup terlibat
Pemerintah 0 0 6 2 8
0 .0 75 25 100
DPRD 0 0 2 3 5
.0 0 40, 60 100.
Yayasan 0 1 8 6 15
0 6.7 53.3 40 100
LSM 0 0 1 2 3
.0 0 33.3 66.7 100
Total 0 1 17 11 31
0 3.2 54.8 42 100.

Sumber ; Kuesioner 2008
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Berdasar data di atas dapat digambarkan bahwa pemerintah ferlibat secara
tangsung dalam penyediaan bangunan-bangunan sekolah negeri. Mayoritas
responden baik yang berasal dari dinas pendidikan, legislatif, yayasan, maupun
LSM memberikan pengakuan tersebut. Pemerintah menyediakan anggaran belanja
daerah untuk membangun gedung dan sarana-prasarana sekolah. Berkait dengan
kebijakan penetapan gedung dan prasarana pendidikan, pemerintah kota
Tangerang membuat keseragaman gedung sekolah. Tahun 2007, pemerintah kota
Tangerang berhasil membagun 220 gedung sekolah. Pembangunan gedung
sekolah yang tersebar secara merata di wilayah Dinas Pendidikan Kota Tangerang
ini dimulai sejak tahun 2005. Sebuah prestasi yang fenomenal dan monumental
telah diukir oleh wali kota Tangerang sebagai bentuk kepedulian yang besar

terhadap dunia pendidikan.

Sementara itu, penyediaan gedung bagi sekolah swasta berada di luar
kebijakan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan tidak dapat
melakukan intervensi dalam hal penyediaan gedung sekolah. Berkait dengan hal
tersebut, kondisi bangunan sekclah swasta sangat beragam bergantung kepada
kemampuan finansial yayasan pendidikan yang memayungi sekolah-sekolah swasta
tersebut. Yayasan pendidikan yang memiliki dukungan finansial yang sangat kuat
tentu saja mampu membagun dan menyediakan sarana dan prasara belajar yang
sangat memadai. Sebaliknya, yayasan pendidikan yang kurang memiliki
kemampuan finansial menyediakan bangunan sekolah dan sarana belajar

semampunya.
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Table IV.3. Keterlibatan Pemerintah dalam
Pemeliharaan Bangunan Sekolah (%)

pelihara_bangunan Total
cukup | terlibat | sangat terlibat

Lembag Eemerinta 0 6 2 8
a

0 75.0 25.0 100.0

DPRD 0 2 3 5

0! - 400 60 100.0

Yayasan 0 8 7 15

.0 53.3 46.7 100.0

LSM 0 3 0} 3

0| 100.0 .0 100.0

Total 0 19 12 31

.0 61.3 38.7 100.0

Sumber : kuesioner 2008

Berdasar data di atas dapat digambarkan bahwa pemeliharaan bangunan
sekolah negeri dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah menyediakan anggaran
belanja daerah untuk membangun gedung, pemeliharaan, dan sarana-prasarana
sekolah. Berkait dengan kebijakan pemeliharaan gedung dan prasarana pendidikan,
pemerintah kota Tangerang menyediakan anggaran dalam APBD untuk melakukan
pemeliharaan gedung-gedung sekolah.

Mayoriotas responden yang berasal dari berbagai kalangan cenderung
memberikan jawaban bahwa pemerintah terlibat dalam pemeliharaan bangunan
sekolah. Jawaban responden mengelompok pada kategori terlibat dan sangat
terlibat. Keterlibatan pemerintah dalam pemeliharaan hangunan sekolah merupakan
bagian dari fungsi institusi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

Sementara itu, pemeliharaan gedung bagi sekolah swasta berada di luar
kebijakan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan tidak dapat

melakukan intervensi dalam hal penyediaan gedung sekolah dan pemeliharaannya.
Berkait dengan hal tersebut, kondisi bangunan sekolah swasta sangat beragam
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bergantung kepada kemampuan finansial yayasan pendidikan yang memayungi

sekolah-sekolah swasta tersebut.

Yayasan pendidikan yang memiliki dukungan finansial yang sangat kuat
tentu saja mampu membagun, menyediakan sarana dan prasara belajar yang
sangat memadai serta upaya pemeliharaannya. Sebaliknya, yayasan pendidikan
yang kurang memiliki kemampuan finansial menyediakan bangunan sekolah dan

sarana belajar semampunya termasuk dalam hal pemeliharaanya.

Table V.4, Keterlibatan Pemerintah dalam
Penyediaan Sarana Prasarana Belajar (%)

fasilitas_belajar Total
jaran | cuku | serin sangat
g p g sering
I;embag I;’emerinta 0 5 6 0 8
0| 2501 75.0 01100.0
DPRD 0 2 2 1 5
O 400 400 20.01100.0
Yayasan 0 1 12 2 15
0 6.7| 80.0 13.4 | 100.0
LSM 0 2 1 0 3
.0l 66.7| 333 .0 [ 100.0
Total 7 21 3 31
0| 226 67.7 7.7 1100.0

Sumber : kuesioner 2008

Berdasar data di atas dapat digambarkan bahwa penetapan sarana dan
prasarana belajar sekolah negeri dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah
menyediakan anggaran belanja daerah untuk membangun gedung dan sarana-
prasarana sekolah. Berkait dengan kebijakan penetapan gedung dan prasarana
pendidikan, pemerintah kota Tangerang membuat keseragaman gedung sekolah.

Sementara itu, penyediaan gedung bagi sekolah swasta berada di luar
kebijakan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan tidak dapat

melakukan intervensi dalam hal penyediaan gedung sekolah. Berkait dengan hal
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tersebut, kondisi sarana dan prasarana belajar sekolah swasta sangat beragam
bergantung kepada kemampuan finansial yayasan pendidikan yang memayungi
sekolah-sekolah swasta tersebut.

Yayasan pendidikan yang memiliki dukungan finansial yang sangat kuat
tentu saja mampu membagun dan menyediakan sarana dan prasara belajar yang
sangat memadai. Sebaliknya, yayasan pendidikan yang kurang memiliki
kemampuan finansial menyediakan bangunan sekolah dan sarana belajar
semampunya.

Tabel {V.5. Keterlibatan Pemerintah
Dalam Pembuatan Kurikulum (%)

Pembuatan kurikulum | Total
Tidak cuku | terliba sangat
terlibat p t terlibat
I;embag Eemerlnta 0 1 4 3 8
0 125 50.0 37.51100.0
DPRD 0 0 4 1 5
.0 .0 80.0 20.0 | 100.0
Yayasan 1 7 6 1 15
6.7 46.7 40.0 6.7 | 100.0
LSM 0 0 1 2 3
0 .0 33.3 66.7 | 100.0
Total 1 8 15 7 31
3.2 258| 484 22.6|100.0

Sumber : kuesioner 2008

Secara umum pemerintah menetapkan kurikulum nasional yang berlaku
pada semua lembaga pendidikan dan tergantung pada level pendidikan apa.
Kurikulum nasional dirancang untuk menciptakan keseragaman kompetensi siswa
sehingga mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar kondisi masyarakat yang
sangat bervariasi.

Berdasar data di atas dapat digambarkan bahwa mayoritas responden
mengakui bahwa pembuatan kurikulum dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah
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memiliki program kerja yang rutin dalam pembuatan Kkurikulum. Pembuatan
kurikulum pendidikan dilakukan oleh pemerintah. Dalam proses penyusunannya,
pihak swasta juga dilibatkan dalam rangka mengakomodasi tuntutan-tuntutan dunia

kerja yang perlu dimuat dalam kurikulum pendidikan.

Di era otonomi daerah, pemerintan memberi kewenangan kepada daerah
untuk menggali potensi daerah yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kurikulum
pendidikan. Potensi daerah tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari kegiatan
belzjar mengajar di wilayah masing-masing. Tujuan yang ingin dicapai dengan
adanya muatan local tersebut untuk menjadi cirri khas tiap daerah sehingga potensi
yang ada dapat dipelihara dan terus dikembangkan melalui lembaga pendidikan.

Berkait dengan penetapan kurikulum di atas, dalam implementasinya kadang
menemui kendala. Kendala yang dimaksud berkenaan dengan sejumlah sekolzh
swasta berkurikulum internasional yang secara kebetulan berada di wilayah Kota
Tangerang. Seperti yang dituturkan seorang pejabat pada Dinas Pendidikan, bahwa
lembaga pendidikan tersebut kadang kurang bersedia menjalankan kurikulum local
yang telah ditetapkan.

Tabel IV.6. Keterlibatan Pemerintah dalam
Penetapan ljin Operasional (%)

ljin Operasional Total

sangat

cukup ; terlibat terlibat
Pemerintah 0 5 3 B
0 62.5 375 100.0
DPRD 0] 3 2 5
.0 60.0 40.0 100.0
Yayasan 5 8 2 15
333 533 13.3| 1000
LSM 0 2 1 3
.0 66.7 33.3 100.0
Total 5 18 8 31
16.1 58.1 25.8 100.0

Sumber : kuesioner, 2008
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Berdasar data di atas dapat digambarkan bahwa penetapan ijin operasional
tetap dilakukan oleh pemerintah. Data yang diberikan oleh responden dapat
dikatakan mayoritas menginformasikan bahwa penetapan ijin masih dilakukan
dengan tujuan untuk mengevaluasi aktivitas institusi pendidikan. {jin operasional
selalu dievaluasi setiap 4 tahun sekali oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

Hal di atas sesuai dengan pemyataan tersebut pernah disampaikan pula
oleh Kepala Subdinas Umum, bahwa dinas melakukan fungsi pengendalian
terhadap perijinan kegiatan operasional sekolah. Evaluasi terhadap ijin operasional
diltakukan secara periodic. Mekanisme pengajuan peninjauan ijin operasional pada
langkah awal dapat dimulai dari sikap pro akiif sekolah dengan cara mengikuti
jadwal waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, informasi awal tentang peninjauan ijin
operasional dapat juga berasal dari dinas pendidikan.

Tabel IV.7. Keterlibatan Pemerintah dalam menjalankan
Fungsi Monitoring (%)

pantau_sekolah_swast

a Total
jarang | cukup | serin

Ia_embag Eemennta 0 5 6 8
0 25.0( 750(100.0
DPRD 0 2 3 5
0| 400 60.0 [ 100.0
Yayasan 3 3 9 15
200 200 60.0 | 100.0
LSM 0 2 1 3
0| 667 33.3(100.0
Total 3 9 19 31
97| 290 61.3 1 100.0

Sumber : kuesioner, 2008

Berdasar data di atas dapat digambarkan bahwa Dinas Pendidikan dan
kebudayaan menjalankan fungsi monitoring terhadap aktivitas pembelajaran. Data
responden menunjukkan bahwa sebagian besar menyatakan fungsi monitoring
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sering dilaksanakan. Objek monitoring mencakup pada proses pembelajaran dan
hasil pembelajaran. Mekanisme monitoring umumnya dilaksanakan melalui system
pelaporan yang dibuat oleh instansi sekolah. Selain itu, pemerintah dalam hal ini
Dinas Pendidikan secara rutin melakukan kunjungan dalam rangka monitoring ke
sekolah-sekolah. Berkait dengan monitoring ini, pemerintah melakukan tindak lanjut
dari laporan yang diberikan oleh masyarakat.

Selain menerima laporan, dinas pendidikan juga melakukan inspeksi ke
sekolan-sekolah. Bahkan inspeksi dilakukan oleh wali kota dan jéjarannya dalam
bentuk kunjungan kerja. Perlu diinformasikan di sini, bahwa wali kota sangat pro
aktif terhadap pembangunan pendidikan. Dalam keterbatasan waktu kunjungan dan
pertimbangan lainnya, informasi-informasi yang terkait dengan proses belajar
kepada Woalikota.
meneruskan informasi tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

mengajar disampaikan masyarakat Walikota selanjutnya

Tabel iV.8. Keterlibatan Pemerintah dalam
Penempatan Guru (%)

Penempatan Guru
Bantu Total

Sangat

terlibat terlibat
Lembaga pemerintah 7 1 8
87.5 12.5 100.0
DFPRD 5 0 5
100.0 0 100.0
Yayasan 1" 4 15
73.3 26.7 100.0
LSM 3 0 3
100.0 0 100.0
Total 26 5 31
83.9 16.1 100.0

Sumber : kuesioner, 2008

Salah satu upaya untuk menjaga kualitas pendidikan baik segi proses
maupun hasilnya, pemerintah menempatkan guru berstatus negeri pada sekolah-
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sekolah swasta. Data di atas menunjukkan, bahwa mayoritas responden memerikan
jawaban bahwa pemerintah menyediakan guru bantu di sekolah-sekofah. Menurut
informasi yang dikumpulkan, memang tidak semua sekolah mendapat jatah guru
bantu tersebut.

Guru berstatus pegawai negeri sipil (pns} yang diperbantukan di sekolah
swasta dapat menjadi corong bagi pemerintah dalam rangka mensosialisasikan
program-program pemerintah dalam bidang pendidikan kepada sekolah swasta. Di
sisi lain, sekolah swasta memfungsikan guru bantu tersebut dalam meneruskan
aspirasi sekolah swasta misalnya berkait dengan kurikulum, ujian, dan sebagainya.

Distribusi guru bantu tersebut memang kurang merata. Biasanya guru bantu
ditempatkan pada sekolah-sekolah yang berkategori kurang bagus. Pada sekolah-
sekolah yang berkategori bagus, penempatan guru pns bersifat opsional saja.

Berdasar wawancara dengan salah satu pejabat dinas pendidikan kota
Tangerang, status guru bantu berjumlah cukup banyak dan menyebar di sekolah-
sekolah swasta. Peningkatan jumlah guru bantu tersebut sebagai salah satu wujud
nyata komitmen pemerintah kota Tangerang dalam rangka memberikan
peningkatan kesejahteraan dan optimalisasi kinefja guru.

Guru sekolah swasta yang berhasil lulus seleksi menjadi guru bantu
mendapatkan insentif khusus dari pemerinfah kota. Guru bantu ini juga
mendapatkan prioritas pengangkatan sebagai PNS dengan mempertimbangkan
senioritas dan pengalaman kerja sebagai pendidik. Penempatan Guru bantu yang
telah diangkat menjadi PNS pun sebagian juga masih berada pada sekolah guru
yang bersangkutan.
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Tabel IV.9, Keterlibatan Pemerintah dalam

memberikan Akreditasi (%)

Penetapan akreditasi Sekolah Total
Tidak sangat
pernah | cukup | Terlibat | terlibat
Lembaga Pemerintah 0 )] 5 3 8
.0 .0 682.5 375 100.0
DPRD 0 0 5 0 5
0 .0 100.0 .0 100.0
Yayasan 0 12 1 2 15
.0 80.0 6.7 13.3 100.0
LSM 0 0 3 0 3
.0 0 100.0 .0 100.0
Total 0 12 14 5 31
.0 38.7 45,2 15.1 100.0

Sumber : kuesioner, 2008

Akreditasi merupakan status lembaga pendidikan berdasarkan kualifikasi
tertentu yang diberikan oleh pemerintah. Akreditasi bagi lembaga pendidikan telah
menjadi suatu symbol yang harus ada. Berkait dengan akreditasi tersebut,
pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan menjadi lembaga yang memiliki
kewenangan dalam pemberian status akreditasi.

Berdasar data di atas terihat bahwa mayoritas responden sepakat, bahwa
pemerintah memberikan akreditasi. Akreditasi dimaksudkan untuk melihat kondisi
internal institusi pendidikan baik dari aspek software dan hardware, memenuhi
criteria standar yang telah ditetapkan pemerintah atau belum. Penilaian akreditasi
terhadap sekolah dilakukan secara periodic. Akreditasi yang dimiliki oleh sekolah
pun memiliki masa berlaku dan dapat dilakukan penilaian- kembali setelah masa
berlaku akreditasi tersebut selesai.

Penilaian akreditasi sekolah dilakukan oleh tim akreditasi yang memiliki
kompentensi dan kualifikasi tertentu. Penilai akreditasi sekolah dapat melibatkan

swasta dan dunia industri. Dengan demikian, akreditasi yang diperoleh suatu

65

Model pelayanan ..., Bambang Pujiyono, FIA Ul, 2008



sekolah merupakan suatu bentuk pengakuan dari berbagai pemangku kepentingan

yang berkait dengan fungsi suatu sekolah bagi masyarakat.

Kriteria minimal standar pelayanan dalam bidang pendidikan telah
diamanatkan dalam UU sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, bagi sekolah
yang mendapatkan akreditasi tertinggi diharapkan menunjukkan kualitas yang
sebenarnya dalam hal proses belajar mengajar dan sebagainya.

Tabel IV.10. Keterlibatan Pemerintah dalam menyediakan
Database Sekolah (%)

database_sekolah Total
Sangat
cukup | menyediakan | terlibat
Lembaga pemerintah 0 6 2 8
.0 75.0 25.0 ] 100.0
DPRD 1 3 1 5
20.0 60.0 20.0 1 100.0
Yayasan 7 8 0 15
46.7 53.3 .01 100.0
LSM 0 3 0 3
.0 100.0 .0 [100.0
Total 8 20 3 31
258 64.5 9.7 { 100.0

Sumber : kuesioner, 2008

Dinas pendidikan Kota Tangerang memberikan pelayanan mengenai data
base sekolah berstatus negeri. Data base sekolah saat ini sangat bermanfaat bagi
publik untuk mendaftar dan memilih sekolah.

Berdasar data di atas, responden mayoritas menyepakati bahwa pemerintah
menyediakan dafa base sekolah. Data base sekolah yang disajikan masih sebatas
pada sekolah yang berstatus negeri. Dalam perkembangan nanti, wacana semua
sekolah a@kan disediakan daia basenya, sehingga ke depan pemilihan sekolah baik

berstatus negen maupun swasta dapat dilakukan melalui cara yang sama.
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Sejak tahun 2007, penerimaan murid baru dilakukan secara onfine. Calon
siswa mendaftar sekolah secara onfine serta dapat menentukan pilihan sekolah
yang tersedia. Penerimaan murid baru secara online baru dilaksanakan pada
sekolah berstatus negeri. Perlu diinformasikan bahwa status sekoltah negeri tetap
menjadi piliran bagi calon siswa. Dengan demikian, data base sekolah negeri ini
memberi kemudahan kepada publik untuk mendapatkan informasi tentang data
sekolah yang tertentu.

A.2. Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kota Tangerang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang sebagai salah satu unit
kerja pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan di bidang pendidikan dan
kebudayaan memberikan pelayanan bidang pendidikan secara tidak langsung
kepada masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Tangerang tersebut diantaranya prosedur pendirian sekolah,
penetapan kurikulum sekolah, penetapan seragam sekolah, penetapan buku ajar,
criteria calon peserta didik, biaya pendidikan, dan criteria guru. Selanjutnya uraian
tentang pelayanan publik dalam bentuk kebijakan tersebut digambarkan melalui
tabel-tabel berikut ini.

Tabel IV.11. Keterlibatan Pemerintah dalam
Penetapan Prosedur Pendirian Sekolah (%)

tetapkan_prosedur Totai
Cukup Sangat
besar besar

pemerintah 1 7 8
12.5 87.5| 100.0
DPRD 1 4 5
20.0 80.0{ 100.0
Yayasan 6 8 15
40.0 60.0; 100.0
LSM 0 3 3
.0 100.0y 100.0
Total 8 23 31
258 742 1000

Sumber : diolah dari kuesioner, 2008
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Berdasar table di atas dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden
memberikan informasi fentang penetapan prosedur pendirian sekolah oleh
pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penetapan prosedur
pendirian sekolah tersebut beriujuan memberikan standar minimal yang harus
dipenuhi oleh swasta khususnya dalam mendirkan lembaga pendidikan formal.
Selain itu, penetapan prosedur pendirian lembaga pendidikan formal ini juga dalam
rangka membatasi sebaran lokasi sekolah kKhususnya di wilayah kota Tangerang
yang telah memiliki jumlah lembaga pendidikan formal yang cukup. Berkait dengan
penetapan prosedur tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang
telah menetapkan prosedur pendirian lembaga pendidikan formal yang diberlakukan
kepada pihak-pihak yang akan mendirikan sekolah dari berbagai tingkatan di
wilayah Kota Tangerang.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang berkomitmen menjaga
mutu pendidikan melalui penetapan kurikulum. Kurikulum pendidikan yang berlaku
di Kota Tangerang memiliki muatan local dan nasional. Muatan kurikulum tersebut
tetap mengacu kepada Kurikulum nasional. Berkait dengan penetapan kurikulum
pendidikan di kota Tangerang, tabel berikut menunjukkan jawaban responden
tentang penetapan kurikulum.

Tabel IV.12, Keterlibatan Pemerintah dalam
Penetapan Kurikulum Pendidikan

Pembuatan kurikulum Total

Tidak sangat

terlibat cukup | terlibat terlibat
Pemerintah 0 1 4 3 8
0 12.5 50.0 37.5| 100.0
DPRD 0 0 4 1 5
.0 .0 80.0 20.0 100.0
Yayasan 1 7 6 1 15
6.7 48.7 40.0 6.7 (100.0
LSM 0 0 1 2 3
0 .0 33.3 66.7 | 100.0
Total 1 8 15 7 31
3.2 258 48.4 2261 100.0

Sumber : kuesioner, 2008
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Berdasar data di atas dapat digambarkan bahwa penetapan kurikulum
pendidikan di Kota Tangerang diatur oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
Kurikulum mengacu kepada kurikulum nasional. Kurikulum pendidikan memiliki
muatan lokal sebagai suatu bentuk konkrit otonomi di bidang pendidikan. Muatan
lokal diisi materi pendidikan yang merupakan cirri khas kota Tangerang. Muatan
lokal yang diberikan diantaranya pengajian, pelajaran bahasa sunda, kesenian
daerah. Di lihat dari aspek pepepelayanan pendidikan, penetapan kurikulum yang
dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang merupakan bukti
nyata bahwa Dinas mempunyai komitmen dalam rangka membentuk kualitas
pendidikan yang standar pada tingkat apa pun. Kurikulum pendidikan tersebut
diberlakukan bagi semua lembaga pendidikan formal yang ada di wilayah kota
Tangerang.

Berkait dengan penetapan kurikulum di atas, daiam implementasinya kadang
menemui kendala. Kendala yang dimaksud berkenaan dengan sejumlah sekolah
swasta berkurtkulum internasional yang secara kebetulan berada di wilayah Kota
Tangerang. Seperti yang dituturkan seorang pejabat pada Dinas Pendidikan, bahwa
lembaga pendidikan tersebut kadang kurang bersedia menjalankan kurikulum local
yang telah ditetapkan. Meski demikian, lembaga tersebut tetap mengikuti kurikulum
nasional kKhususnya yang herkait dengan ujian nasional. Dengan demikian, Dinas
sebagai bagian dari Departemen Pendidikan Nasional tetap memiliki kewenangan
dalam penyelenggaranan ujian nasional yang diikuti oleh lembaga pendidikan formal

yang berkurikulum nasional dan internasional.

Seragam siswa merupakan atribut yang menjadi cermin sebuah identitas.
Melalui seragam sekolah terwujud rasa kebersamaan, rasa saling memiliki, serta jati
diri sebagai bagian dari sebuah institusi. Berkait dengan seragam sekolah sebagai
sebuah identitas Kota Tangerang, Dinas menetapkan seragam sekolah seperti yang
dinyatakan oleh jawaban para pejabat dalam tabel berikut :
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Tabel IV.13. Keterlibatan Pemerintah dalam
Penetapan Seragam Sekotah (%)

Tetapkan_seragam Total

sangat

Cukup | terlibat terlibat
Pemerintah 3 5 0 8
37.5 62.5 .0[100.0
DPRD 2 3 0 5
40.0 60.0 .0|100.0
Yayasan 6 8 1 15
40.0 53.3 6.7 | 100.0
LSM 0 3 0 3
.0 100.0 .01100.0
Total 11 19 1 31
35.5 61.3 3.2 | 100.0

Sumber : kuesioner, 2008

Berdasar data di atas dapat digambarkan bahwa penetapan Kurikulum
penetapan seragam sekolah diatur oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
Mayoritas responden dalam hal ini kepala kantor dinas pendidikan memberikan
jawaban yang senada.

Seragam sekolah yang diberlakukan di wilayah kota Tangerang untuk tingkat
SD berseragam merah dan putih, tingkat sekolah lanjutan pertama biru putih, dan
tingkat lanjutan menengah abu-abu putih. Seragam untuk hari Jum’at semua tingkat
pendidikan berupa baju musilim, siswa laki-laki mengenakan celana panjang.
Sementara itu, seragam sekolah untuk hari Sabtu siswa mengenakan seragam
Pramuka.

Seragam siswa pada hari Jum’at tersebut merupakan cirmi khas seragam
siswa di Kota Tangerang. Sesuai dengan visi kota yang ingin menjadikan warganya
menjadi insan berakhlak muliah, maka Pemerintah Daerah memerintahkan
jajarannya untuk melakukan kegiatan pengajian di setiap hari Jum'at. Tentu saja,
kegiatan serupa juga berlaku bagi siswa di Kota Tangerang.

70

Model pelayanan ..., Bambang Pujiyono, FIA Ul, 2008



Meski secara umum seragam siswa tersebut di atas sudah dilaksanakan
oleh mayoritas sekolah baik swasta maupun negeri, tetapi seragam cirri khas siswa
di Kota Tangerang belum diikuti oleh sekolah berstandar interpasional yang berada
di wilayah Kota Tangerang. Berkait dengan kondisi tersebut, dinas tetap
memberikan anjuran serupa para penyelenggara sekolah. Untuk seragam siswa
resmi dari pemerintah, semua lembaga pendidikan formal telah melaksanakannya.

Buku merupakan salah satu sarana bagi siswa untuk mempermmudah
kegiatan belajar. Ketersediaan buku merupakan sesuatu yang pe‘nting bagi siswa.
Berkait dengan ketersediaan buku yang secara minimal dapat membentuk
pengetahuan yang standar bagi siswa, para pejabat dinas pendidikan memberikan
jawaban yang cukup bervariasi. Berikut disajikan jawaban responden tentang
penetapan buku ajar :

Tabel IV.14. Keterlibatan Pemerintah dalam
Penetapan Buku Pelajaran (%)

Tetapkan_buku_ajar Total

sangat

jarang | cukup | sering sering
pemerintah 0 S 3 0 8
.0l 625 375 .01100.0
DPRD 0 5 0 0 5
0| 100.0 0 .01 100.0
Yayasan 2 2 9 2 15
{33 | lSA SRS 60.0 13.3 ] 100.0
LSM 0 3 0 0 3
0| 100.0 .0 .0(100.0
Total 2 15 12 2 31
6.5 484 38.7 6.5[100.0

sumber : kuesioner, 2008

Berdasar data di atas dapat digambarkan bahwa dinas pendidikan kota
Tangerang tidak menetapkan jenis buku pelajaran yang akan digunakan oleh guru
dalam kegiatan befajar mengajar. Namun diakui pula oleh sebagian responden,
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bahwa dalam praktiknya, jajaran pendidik di sekolah menetapkan jenis buku

pelajaran yang hanya berlaku bagi sekolah yang bersangkutan.

Berkait dengan penetapan buku pelajaran di atas, menurut seorang pejabat
bagian kurikulum dinas pendidikan Kota Tangerang menyatakan bahwa Dinas
secara eksplisit tidak menetapkan buku pelajaran terientu dari penerbit tertentu,
namun diharapkan bahwa buku pelajaran apapun yang akan digunakan dalam
kegiatan belajar mengajar harus mengacu pada pengembangan potensi siswa
peseria didik. Dengan demikian, sebenamya dapat dikatakan bahwa Dinas
Pendidikan hanya sebatas membenkan rambu-rambu tentang penggunaan buku
pelajaran yang digunakan di {iap sekofah.

Table berikut mendiskripsikan tentang criteria calon siswa yang boleh
mengikuti pendidikan formal di wilayah kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

Tabel V.15, Keterlibatan Pemerintah dalam
Penetapan Kriteria Calon Siswa (%)

kriteria_siswa Total _‘
cukup | serin
Lembaga pemerintah 6 2 8
75.0 25.0 100.0
DPRD 0 & 5
.0 100.0 100.0
yayasan 8 7 15
53.3 48.7 100.0
LSM 1 2 3
33.3 66.7 100.0
Total 18 16 31
48.4 51.6 100.0

Sumber : kuesioner, 2008
Berdasar data di atas dapat digambarkan bahwa pemerintah dalam hal ini

Dinas Pendidikan menetapkan criteria siswa. Kriteria yang diberikan berlaku secara

umum kepada semua lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan
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umum kepada peserta didik di berbagai tingkatan. Kriteria tersebut diantaranya
sehat jasmani dan rohani, usia masih dalam batas toleransi, tidak sedang dalam

tindak pidana, dan tainnya.

Berkait dengan criteria calon siswa di atas, dinas mengakui bahwa dalam
pelaksanaannya sangat bervariasi bergantung kepada status lembaga pendidikan.
Lembaga pendidikan yang berstatus negeri dan berstatus swasta yang berkategori
bagus dapat melakukan seleksi calon siswa dengan baik. Akan tetapi, bagi lembaga
pendidikan yang sangat membutuhkan siswa dalam rangka menghidupkan kegiatan
operasional sekolah, kurang memperhatikan criteria standar yang telah ditetapkan

oleh pemerintah.

Bahkan, sebuah vyayasan pendidikan di Karang Tengah memberi
kesempatan kepada calon siswa untuk sekolah pada lembaga pendidikan tersebut
tanpa harus diseleksi. Data yang berhasil dihimpun dari pengurus yayasan tersebut
bahwa melarang atau membatasi anggota masyarakat untuk melanjutkan
pendidikan merupakan sebuah pelanggaran etis kepada sang pencipta. Lembaga
pendidikan harus mau dan mampu merubah kondisi calon siswa seperti apapun
kondisi awal sebelum bersekolah agar menjadi lebih baik.

Berdasar uraian di atas selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pemerintah
daerah melalui Dinas Pendidikan menetapkan criteria calon siswa dengan tujuan
untuk menjaga mutu pendidikan serta mempermudah dalam proses belajar
mengajar. Namun demikian, penetapan criteria tersebut hanya sebatas menjadi
bahan anjuran bagi lembaga pendidikan swasta, karena dalam kenyatannya,
beberapa lembaga pendidikan swasta tidak melakukan seleksi secara ketat kepada
calon siswanya. Istilah yang digunakan oleh lembaga pendidikan swasta yaitu
seleksi alamiah bagi calon siswa.

Salah satu cara untuk mendapatkan calon siswa yang berkualitas dapat

menggunakan nilai ujian nasional. Ujian Nasional merupakan salah satu pemetaan
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mutu satuan pendidikan dan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Berkait
dengan hal tersebut, ujian nasional menjadi salah satu kebijakan dalam hal
penetapan mutu pendidikan.

Standar kelulusan Ujian Nasional Tahun 2008 minimal 5.25 untuk 6 mata
pelajaran, Naskah secal Ujian Nasional tahun 2008 disusun berdasarkan Standar
Kompetensi Lulusan UN tahun 2008 oleh Pusat Penilaian Pendidikan Depdiknas,
serta paket-paket soal UN yang ditelaah dan ditetapkan oleh Badan Standar
Nasional Pendidikan. Dalam pelaksanaan UN diawasi menggunakan sistem silang
murni antara sekolah yang dipantau oleh Tim Pernantau Independen

Tabel IV.16. Keterlibatan Pemerintah dalam
Penetapan Biaya Pendidikan (%)

Biaya_pendidikan . Total

sangat

jarang { cukup | terlibat terlibat
pemerintah 0 5 3 0 8
.0 62.5 37.5 .0{100.0
DPRD 0 5 0 0 5
.0| 1000 .0 .0(100.0
Yayasan 2 5 7 1 15
13.3 33.3 46.7 6.7 | 100.0
LSM 0 2 1 0 3
.0 66.7 333 .0 100.0
Total 2 17 11 1 31
6.5 54.8 355 3.21100.0

Sumber : kuesioner, 2008

Berdasar data di atas dapat digambarkan babwa penetapan biaya
pendidikan bagi siswa di Kota Tangerang. Data di atas menggambarkan bahwa
setengah dari responden menyatakan bahwa Dinas Pendidikan menetapkan biaya
pendidikan dan sebagian lagi menyatakan jarang terlibat dalam penetapan biaya
pendidikan. Berkait dengan hal tersebut setelah dikonfirmasi secara langsung
dengan Bapak Sajum Budisantosa Kepala Bagian Umum pada Dinas Pendidikan

Kota Tangerang, bahwa Dinas menetapkan biaya pendidikan bagi siswa sekolah
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negeri. Biaya sekolah yang diberlakukan Dinas kepada semua sekolah negeri

standar.

Lembaga pendidikan swasta memiliki otonomi dalam menetapkan besaran
blaya pendidikan. Hal tersebut sangat wajar dan pemerintah tidak mampu
memberikan standar yang baku dalam penetapan jumlah biaya. Hal tersebut
disebabkan karena sekolah swasta melakukan investasi dalam berbagai bidang
sehingga keberlanjutan operasional sekolah tersebut sangat dipengaruhi oleh biaya
pendidikan yang dibayar oleh siswa peserta didiknya.

Dengan demikian, besaran biaya pendidikan pada lembaga pendidikan
negeri dan swasta di wilayah kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang sangat
berbeda. Besaran biaya pendidikan pada sekolah swasta memiliki variasi yang lebih
tinggi dibandingkan dengan variasi biaya pendidikan di sekolah negeri. Sebab di
sekolah negeri dalam kenyataannya juga ferdapat variasi dalam penetapan uang
sekolah dengan memperhatikan eksistensi sekolah yang bersangkutan.

Semenjak pemerintah kota Tangerang bertekad memberikan pepepelayanan
terbaik bagi pembangunan dan pengembangan pendidikan, penetapan biaya
pendidikan pun semakin terjangkau oleh masyarakat. Pada tahun-tahun
sebelumnya, para orang tua selalu kuatir dengan berbagai penetapan bhiaya yang
dibebankan kepada siswa. Sejak tahun 2005, pemerintah Kota Tangérdng
membebankan pembangunan fasilitas belajar dalam APBD sehingga para siswa
tidak terbebani lagi dengan iuran sumbangan gedung.
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Tabel selanjutnya menggambarkan penetapan criteria guru yang mengajar
pada lembaga pendidikan format di wilayah kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

Tabel IV.17. Keterlibaran Pemerintah dalam
Penetapan Kriteria Guru (%)

kriteria_guru Total

tidak sangat

pernah | jarang | cukup | terlibat terlibat
pemerintah 0 1 3 4 0 8
0 125 375 50.0 .0[100.0
DPRD 0 0 5 0 0 5
.0 .0| 100.0 .0 .01100.0
Yayasan 0 0 8 6] 1 15
.0 0} 333 40.0 6.7 1 100.0
LSM 1 0 2 o 0 3
33.3 Oy 66.7 0 .01100.0
Total 1 1 18 10 1 31
3.2 3.2 581 32.3 3.2 |100.0

Sumber : kuesioner, 2008

Berdasar data di atas, sebagian besar responden menyatakan bahwa Dinas
Pendidikan menetapkan criteria standar bagi guru. Kriteria bagi seorang guru
diantaranya berlatar belakang sarjana pendidikan, memiliki akta mengajar bagi guru
yang beratar belakang sarjana non kependidikan, sehat jasmani dan rohani, dan
lainnya.

Penetapan guru berdasar criteria yang standar dapat dipenuhi ocleh lembaga
pendidikan berstatus negeri. Pada lembaga ini, pegawai direkrut dan diseleksi oleh
pemerintah dengan menggunakan system seleksi yang standar. Dengan demikian,
para guru sekolah negeri secara otomatis memiliki atau memenuhi criteria yang

ditetapkan oleh pemerintah kota Tangerang.

Kondisi yang sangat berbeda terjadi pada lembaga pendidikan swasta.
L.embaga pendidikan swasta yang bemaung di bawah yayasan tertentu sangat
bervariasi dalam menetapkan calon guru di sekolah-sekolah yang dikelola yayasan
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pendidikan. Yayasan pendidikan yang memiliki reputasi bagus menjalan kebijakan
yang senada dengan kebijakan pemerintah dalam penetapan criteria para
pendidiknya. Berdasar data yang dihimpun saat wawancara dengan responden dari
yayasan pendidikan di kota tangerang, yayasan pendidikan melakukan rekrutmen
langsung dari perguruan tinggi kependidikan ternama di Yogyakarta (UNY dan

Universitas Sanata Dharma ).

Berdasar uraian di atas terlihat bahwa dalam rangka memberikan pelayanan
pendidikan yang baik kepada masyarakat, pemerintah telah membuat penetapan
berkait dengan para pendidik yang menjadi ujung tombak keberhasilan dalam
bidang pendidikan. Dari aspek pemerintah, hal tersebut dapat dipenuhi, tetapi dari
aspek swasta yang juga berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan publik tersebut
ternyata belum sepenuhnya mengikuti kebijakan pemerintah.

Implikasi yang muncul dari kondisi di atas dapat berupa kesenjangan mutu
pendidikan. Mutu pendidikan dapat bervariasi bergantung kepada seberapa bagus
guru-guru yang dimiliki sebuah lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta.
Ukuran keberhasilan tersebut salah satunya dapat dilihat dari tingkat keberhasilan
siswa dalam mendapatkan nilai ujian akhir nasional. Pada konteks ini, sekolah-
sekolah yang memiliki guru bagus dan dukungan sarana lzain ikut serta menentukan
prestasi yang diraih oleh para peserta didik.

A.3. Pelayanan Berbentuk Bantuan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang sebagai salah satu unit
kerja pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan di bidang pendidikan dan
kebudayaan memberikan pelayanan bidang pendidikan secara langsung kepada
masyarakat dan penyelenggara pendidikan dalam bentuk bantuan. Berdasar data
yang berhasil dihimpun, cakupan pelayanan publik yang langsung disediakan oleh
dinas diantaranya bantuan pendidikan, beasiswa, dan insentif kepada para guru.
Selanjutnya uraian tentang bantuan pendidikan tersebut digambarkan melalui tabe!-
tabel berikut ini.
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Table IV.18. Keterlibatan Pemerintah dalam
Menyediakan Beasiswa (%)

beasiswa_semua Total
jarang cukup | sering

Lembaga Pemerintah 0 6 2 8
0 75.0 25.0 100.0
DPRD 0 2 3 5
0 40.0 60.0 100.0
Yayasan 1 11 3 15
6.7 73.3 20.0 100.0
LSM 0 3 0 3
.0 100.0 .0 100.0
Total 1 22 8 31
3.2 71.0 25.8 100.0

Sumber : kuesioner, 2008

Pendidikan gratis permah menjadi wacana dalam ranah pendidikan
Indonesia. Visi tentang pendidikan gratis memang mudah dinyatakan namun banyak
hal yang menjadi pertimbangan jika akan dilaksanakan. Berkait dengan pendidikan

gratis, pemerintah kota Tangerang belum mampu melaksanakannya.

Pemerintah kota Tangerang melalui dinas pendidikan menyediakan bantuan
biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa. Beasiswa diberikan kepada para siswa
kurang mampu secara ekonomi. Beasiswa tersebut diberikan kepada semua murid
dari berbagai tingkatan pendidikan dan berasal dari sekolah berstatus apapun.
Dalam konteks ini perlu diakui, wujud nyata kepedulian pemerintah kota Tangerang
dafam bidang pendidikan.

Menurut data yang dihimpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan teracatat
sekitar 5000 anak usia sekolah yang tidak dapat melanjutkan sekolah dengan
sejumlah alasan. Namun alasan yang lebih banyak terungkap adalah tidak kuatnya
orang tua membiayai anak-anaknya untuk bersekolzh,
Pamerintah Kota dalam kurun wakiu empat tahun kebelakang terus melakukan
serangkaian langkah-langkah kebijakan diantaranya kebijakan subsidi silang

terhadap anak yang orang tuanya Kkurang mampu secara ekonomi.
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Sesungguhnya kebijakan itu cukup efektif dan masih berjalan hingga saat ini dan
bahkan akan dilakukan penambahan alokasi dari APBD Kota Tangerang. Terlebih
lagi dengan diterapkannya PERDA mengenai penyelenggaraan pendidikan oleh
DPRD dimana salah satu pasalnya mengamanatkan agar anak-anak yang orang
tuanya kurang mampu secara ekonomi tentunya aspek pembiayaan anak-anak
tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Tangerang.

Kebijakan menggratiskan Anak Usia Sekolah tersebut masih belum mampu
guna membiayai segenap peserta didik pada semua jenjang pendidikan. Kebijakan
penggratisan tersebut tentunya membutuhkan rumusan perencanaan yang
konverhensif terutama menyangkut aspek pembiayaan sekolah.
Lagi pula Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan
Nasional mensyaratkan adanya penyertaan masyarakat sebagai sumber
pembiayaan alternatif dalam pembangunan pendidikan. Oleh karena itu
penanganan terhadap anak-anak yang putus sekolah ini agar di tangani secara

bersama.

Upaya alternatif dari Pemerintah Kota Tangerang guna mengatasi Anak-
anak yang putus sekolah adalah melalui pelaksanaan paket program
penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Dengan dibukanya paket program ini
diharapkan dapat memberikan kanalisasi atau kesempatan seluas-luasnya terhadap
anak-anak usia sekolah yang ingin melanjutkan sekolahnya.

Paket program tersebut dikenal dengan sebutan program KEJAR (Kelompok
Belajar) paket A, B , dan C. Kemudian Pemerintah Kota Tangerang juga
menyelenggarakan kursus-kursus ketrampilan yang diperuntukkan bagi anak-anak
putus sekolah. Dengan dibukanya kursus ini diharapkan anak-anak yang putus
sekolah tersebut dapat ditingkatkan kapasitasnya, sehingga diharapkan juga anak-
anak ini kelak menjadi tenaga kerja yang produktif serta mandiri.
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Berkait dengan wacana pendidikan grafis yang akhimya pemerintah baru
mampu menyediakan beasiswa memang pernah menjadi perbicangan serius di
kalangan legislative kota Tangerang. Pada prinsipnya anggota dewan setuju
mengenai pendidikan gratis, tetapi secara riil kondisi anggaran pendapatan daerah
kota Tangerang belum mampu untuk melaksanakan pendidikan gratis tersebut.
Pernyataan para anggota dewan tersebut muncul dalam pandangan fraksi-fraksi
dalam menanggapi laporan pertanggungjawaban walikota Tangerang tahun 2006.

Tabel IV.19. Keterlibatan Pemerintah dalam
Pemberian insentif (%)

incentif_guru Total
cukup serin

Lembaga pemerintah 3 5 8
37.5 62.5 100.0
DPRD 3 2 5
60.0 40.0 100.0
yayasan 14 1 15
83.3 6.7 100.0
LSM 3 0 3
100.0 .0 100.0
Total 23 8 31
74.2 258 100.0

Sumber : kuesioner, 2008

Dalam rangka meningkatkan motivasi kerja guru untuk mewujudkan
pepelayanan pendidikan yang baik bagi masyarakat di wilayah kota Tangerang,
pemerintah memberikan Kkebijakan memberi insentif kepada semua guru yang
bertugas di wilayah ini. Semua guru sekolah baik yang bernaung di bawah
Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan nasional mendapat insentif
dari pemerintah kota. Besaran insentif Rp. 350.000 yang diterimakan perbulan.
Secara teknis, pemberian insentif guru ini ditangani oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Tangerang. Menurut informan dari Dinas Pendidikan, pemberian
insentif kepada guru ini akan selalu ditingkatkan nominalnya sehingga secara
kualitatif kebijakan tersebut dapat membantu kesejahteraan para guru.
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Data di atas menunjukkan bahwa responden menyatakan guru yang
bertugas di wilayah kerjanya mendapakan insentif dari pemerintah. Pemerintah
memberikan insentif tersebut sebagai suatu penghargaan kepada para guru yang
secara bersama-sama bertugas mewujudkan mutu pendidikan di Kota Tangerang.

Tabel {V.20. Keterlibatan Dalam Penyediaan Sarana Belajar
Untuk Sekolah Swasta (%)

bangun_sarpras_swasta Total
tidak

pernah | jarang | cukup ( serin
Pemerintah 0 0 8 0 8
0 .0| 100.0 .0 ] 100.0
DPRD 0 0 2 3 5
.0 0 40.0] 60.0]100.0
yayasan 4 8 3 0 15
26.7 53.3 200 .01100.0
LSM 0 1 2 0 3
.0 33.3 66.7 .0 | 100.0
Total 4 9 15 3 31
12.9 29.0 48.4 9.7 | 100.0

Sumber : kuesioner, 2008

Berdasar data di atas dapat digambarkan bahwa penetapan sarana dan
prasarana belajar sekolah swasta sebenamya juga dilakukan oleh pemerintah.
Pemerintah menyediakan anggaran belanja daerah untuk memberikan bangun
gedung dan sarana-prasarana sekolah swasta. Namun perlu diakui, bahwa bantuan
pemeliharaan sarana dan prasarana belajar dari pemerintah sangat kecil.

Yayasan pendidikan yang memiliki dukungan finansial yang sangat kuat
tentu saja mampu membagun dan menyediakan sarana dan prasara belajar yang
sangat memadai. Sebaliknya, yayasan pendidikan yang kurang memiliki
kemampuan finansial menyediakan bangunan sekolah dan sarana- belajar
semampunya.
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A.4. Analisis Model Pelayanan Publik

Berdasarkan paparan tentang pepelayanan publik di atas, selanjutnya
dilakukan analisis dengan menggunakan model pepelayanan publik berdasar
kriteria Steave Leach. Model pelayanan publik yang diselenggarakan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan khususnya pelayanan bidang pendidikan mengarah
pada model fradisional birckratik. Pemerintah masih sangat dominan dalam
menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan publik bidang pendidikan.

Ciri-ciri model pepelayanan publik tradisional birokratik serupa dengan model
pelayanan publik yang terjadi di kota Tangerang. Pemerintah Daerah melalui Dinas
terkait menyelenggarakan pepelayanan publik dalam tiga variasi yaitu pelayanan
langsung, pelayanan dalam bentuk regulasi, dan pelayanan dalam bentuk baniuan.

Peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dapat
tercermin dari penggunaan instrumen kebijakannya. Dengan melakukan analisis
terhadap penggunaan instrumen ini sebenamya dapat diketahui bagaimana karakter
pemerintab daerah apabila dibandingkan dengan unsur lain di luamya. Jika merujuk
pada taksonomi instrumen kebijakan yang telah dilakukan oleh Howlett & Ramesh
(dalam Ichsan, 2003:128) maka dapat dibedakan adanya tiga kategor, yakni
instrumen  wajib (compulsory instruments), instrumen campuran (mixed
instrurments), dan instrumen sukarela (voluntary instruments).

Instrumen wajib atau sering pula disebut sebagai instrumen yang
mengarahkan bersifat mengarahkan tindakan warga dan lembaga swasta. Dalam
hal ini pemerintah lebih mempergunakan otoritasnya unfuk mengatur atau
memerintahkan warga untuk melakukan tindakan tertentu (regu/ations), atau
mendirikan perusahaan yang dikontrol oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi
tertentu yang dipilih (public-owned enferprise), atau secara langsung melakukan
penyediaan pelayanan publik melalui jalur birokrasi (direct public goods provision).
Semua ini merupakan instrumen yang bersifat memaksa karena memberikan
peluang kepada pemerintah untuk menjalankan apapun yang dikehendakinya dalam
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koridor konstitusi yang luas ruang lingkupnya. Penggunaan instrumen ini seringkali
justru membatasi ruang gerak pihak lain, seperti individu, kelompok, ataupun

organisasi di luar pemerintah.

Instrumen sukarela memiliki ciri khas berupa minimnya keterlibatan
pemerintah karena instrumen yang dipergunakan lebih berbasis pada kesukarelaan.
Dalam kondisi ini, seringkali pemerintah mengambil keputusan untuk tidak
melakukan apa-apa terhadap masalah tertentu yang sudah diakui keberadaannya
karena percaya atau memilih bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan oleh
instrumen di luar pemerintah. instrumen ini berupa organisasi non pemerintah yang
berbasis sukarela dan anggotanya tidak memiliki tugas pemerintahan. Jika lembaga
tersebut menjalankan tugas untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu, maka hal itu
dilakukan karena adanya kepentingan pribadi, etika, atau ikatan emosional.

Instrumen sukarela ini merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan
kebijakan ekonomi maupun sosial. Terdapat tiga jenis insirumen yang dapat
dikategorikan sebagai instrumen sukarela. Mereka adalah keluarga dan
masyarakat, organisasi sukarela, dan pasar. Pemeliharaan anak, orang jompo, dan
orang sakit sering kali mempergunakan mekanisme keluarga, sementara solidaritas

sosial dan ekonomi seringkali mempergunakan mekanisme masyarakat.

Dua instrumen ini jelas menunjukkan keuntungan bagi pemerintah berupa
tiadanya biaya yang ditanggung oleh pemerintah, meskipun dalam kondisi tertentu
ada bantuan atau subsidi. Selain itu, banyak aktivitas sosial ekonomi yang
dijalankan oleh organisasi sukarela. Organisasi ini dapat bergerak di luar hambatan |
negara dan ekonomi. Mereka biasanya bergerak di bidang pepelayanan kesehatan,
bakti sosial, penyediaan pendidikan dan pangan bagi orang tidak mampu,
penampungan bagi tunawisma, anak jalanan, dan gelandangan, senta
penyetamatan lingkungan. Organisasi ini memliki fleksibilitas dan kecepatan dalam
bereaksi atas masalah tertentu, dan memiliki peluang bereksperimen yang sulit
dilakukan oleh organisasi pemerintah.
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Instrumen sukarela yang penting lainnya adalah pasar. Interaksi sukarela
antara produsen dan konsumen dapat menjadi jembatan untuk mencapai kepuasan
bagi keduanya. Produsen berusaha untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya,
sementara konsumen dapat memperoleh barang sebanyak mungkin dengan jumlah
uang yang terbatas. Banyak kebutuhan masyarakat dapat diperoleh melalui
instrumen ini sehingga menguntungkan pemerintah karena ia dapat menyediakan
kebutuhan masyarakat tanpa biaya dan usaha yang signifikan dari pemerintah.

Kategori instrumen yang ketiga adalah instrumen campuran yang
menggabungkan beberapa karakter dari instrumen wajib dan sukarela. Instrumen ini
membiarkan keterlibatan pemerintah pada tingkatan tertentu dalam membentuk
keputusan aktor-aktor non pemerintah, sekalfigus membiarkan keputusan akhir
berada di tangan aktor tersebut. Keterlibatan pemerintah ini berkisar dari yang
paling kecil berupa penyebaran informasi, subsidi, pelelangan hak, sampai yang
paling dalam seperti pemungutan pajak dan retribusi. Penyebaran informasi
merupakan instrumen pasif yang dilakukan dengan menyediakan informasi kepada
individu dan badan usaha dengan harapan dapat mengubah perilaku mereka sesuai
yang diinginkan oleh pemerintah. Subsidi merupakan semua bentuk transfer
keuangan kepada individu, organisasi, badan usaha dari pemerintah, atau dari pihak
ketiga di bawah arahan pemerintah. Tujuannya adalah memberikan imbalan
finansial untuk mendorong aktor di luar pemerintah menjalankan aktivitas yang
diinginkan. Ada beragam jenis subsidi yang bisa dilakukan, yakni hibah, insentif
pajak, voucer, dan pinjaman.

Selanjutnya adalah instrumen pelelangan hak yang didasarkan pada asumsi
bahwa pasar seringkali merupakan cara alokasi sumber daya yang efisien.
Pelelangan hak merupakan cara pemerintah untuk memunculkan pasar dalam
situasi ketiadaan pasar. Pasar diciptakan dengan merancang jumiah yang tetap atas
hak mempergunakan sumber daya tertentu yang dapat dialihkan sehingga dapat
memunculkan kelangkaan artifisial dan mendorong bekerjanya mekanisme pasar.
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Sumber daya yang dimaksud hisa herupa air, udara, hutan, dan lain sebagainya.
Sumber daya tersebut ditentukan batas kuantitas sehingga dapat dilelang kepada
pembeli potensial untuk didayagunakan untuk beragam kepentingan. Dengan cara
ini pemerintah memperoleh harga penawaran terbaik sekaligus mampu memberikan

pelayanan publik bagi masyarakat.

Instrumen campuran lain yang dapat dipergunakan adalah pemungutan
pajak yang merupakan pungutan wajib oleh pemerintah kepada perseorangan atau
badan. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan bagi pembiayaan pengeluaran
pemerintah. Pajak dapat dipergunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan atau
mengurangi perilaku atau aktivitas tertentu. Hal yang sama dapat dipergunakan
melalui pungutan retribusi yang biasanya dipergunakan untuk mengendalikan efek
samping negatif tertentu dari suatu aktivitas.

Berdasar paparan di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam
hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat besar. Pelayanan publik yang
diberikan mencakup tiga hal penting mulai dari penyediaan pelayanan secara
fangsung, pelayanan dalam bentuk kebijakan, dan bantuan. Pelayanan publik
bidang pendidikan tersebut dalam penyediaan dan penyelenggaraanya telah
melibatkan partisipasi swasta dan masyarakat. Penyediaan pelayanan publik yang
diberikan dapat dikategorikan menjadi langsung (direct public goods provision) dan
bersifat tidak langsung (indirect public goods provision).

Dilihat dari aspek peran pemerintah, meskipun partisipasi masyarakat dafam
menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan publik bidang pendidikan cukup
tinggi, namun dominasi pemerintah tetap tidak terhindarkan. Pemerintah tetap
menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap segala aktivitas yang
melibatkan partisipasi masyarakat.
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B. Dimensi Pembentuk Pelayanan Publik

Pillhan dominasi penggunaan instrumen kebijakan di antara beragam
instrumen ditentukan oleh berbagai faktor yang berpengaruh. Identifikasi atas
beragam faktor tersebut dapat didasarkan pada kerangka yang digagas oleh Leach
& Stewart (1994).. Dalam kerangka tersebut faktor yang berpengaruh dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah diidentifikasi dalam tiga dimensi, yakni
dimensi ekonomi, dimensi pemerintahan, dan dimensi politik yang berkaitan dengan
bentuk demokrasi fokal.

B.1. Dimensi Ekonomi dalam Model Pelayanan Publik

Dimensi pertama adalah dimensi ekonomi yang berkaitan dengan sumber-
sumber penyediaan pepelayanan publik baik yang menyangkut produksi maupun
distribusi komoditas dan pelayanan di tingkat lokal. Penekanan sumber-sumber
tersebut dapat berasal dari mekanisme pasar maupun badan-badan sektor publik.
Dominasi pasar dalam penyediaan pelayanan publik dapat dilihat dari penggunaan
instrumen kebijakan yang lebih dominan pada badan-badan swasta dan
penggunaan mekanisme pasar yang ditandai dengan adanya kompetisi dalam
pepelayanan publik. Dominasi sektor publik dapat dilihat dari penggunaan secara
ekstensif instrumen kebijakan yang berupa penyediaan pelayanan langsung oleh
badan-badan pemerintah daerah, BUMD, dan regulasi lokal serta adanya monopoli
atau semi-monopoli penyediaan pelayanan publik oleh badan-badan publik.

Mengenai dimensi ekonomi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di
daerah penelitian dapat disimak dari TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi) perangkat
daerah yang disusun oleh pemerintah daerah. Tupoksi akan mencerminkan
seberapa luas dan dalam cakupan kegiatan pepelayanan publik di bidang
pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kota Tangerang.
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Dari seluruh peraturan daerah yang mengatur tentang kewenangan daerah
dan penjabarannya dalam struktur perangkat daerah dapat dinyatakan bahwa
semua mempergunakan insirumen kebijakan yang bersifat wajib dalam memberikan
pelayanan publik kepada masyarakat. Ada kecenderungan kuat untuk
mempergunakan instrumen penyediaan pelayanan langsung (direct provision) oleh

pemerintah daerah.

Berdasar pada tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan
Kota Tangerang menunjukkan kecenderungan yang kuat dalam memberikan
pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari data yang berhasil
dihimpun, bahwa pemerintah sebagai aktor masih dominan dalam memberikan
pelayanan publik baik dalam bentuk pelayanan langsung, regulasi, dan insentif.

Dimensi ekonomi sebagai factor pembentuk model pelayanan publik
memang dimungkinkan untuk dilaksanakan. Indicator dimensi ekonomi seperti
menentukan kurikuium, menetapkan sarana dan prasarana pendidikan, menjalin
kerja sama dengan dunia indusiri, serta menetapkan biaya pendidikan. Pihak
swasta sebagal aktor dalam penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan
memang diberi kesempatan untuk menyediakan dan menetapkan sendiri beberapa
indicator dari dimensi ekonomi tersebut. Namun berdasar data yang berhasil
dihimpun menunjukkan bahwa dominasi pemerintah daerah memang masih kuat.

Untuk bidang lainnya dipergunakan instrumen kebijakan wajib lainnya sepenrti
regulasi. Hampir semua bidang diperlengkapi dengan perangkat peraturan yang
memungkinkan pemerintah daerah melakukan bentuk regulasi dalam pepelayanan
publik. Berbagai macam perijinan di berbagai bidang telah menjadi instrumen
kebijakan pepelayanan publik dalam pemerintahan daerah. Segala macam perijinan
ini secara formal diungkapkan oleh narasumber penelitian untuk memberikan
pepelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sekaligus dipergunakan sebagai
instrumen untuk meningkatkan penghasilan asli daerah.
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Dari seluruh uraian mengenai dimensi ekonomi ini, maka dapat dinyatakan
bahwa sektor publik masih kuat dibandingkan sektor swasta dalam menyediakan
pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah masih secara intensif dan
ekstensif mempergunakan instrumen wajib dalam berbagai bidang pemerintahan.
Intensif dalam pengertian penggunaan instrumen tersebut semakin diperkuat dalam
urusan-urusan yang ditangani. Ekstensif dalam arti pemerintah daerah berusaha
memperluas ruang lingkup penggunaan instrumen wajib tersebut dalam

penyelenggaraan otonomi daerah.

Indikator penggunaan otonomi secara ekstensif instrumen sekior publik ini
diperkuat dengan adanya motif peningkatan penghasilan asli daerah melalui
perangkat daerah yang ada. Indikasi lainnya dari kuatnya sektor publik ini tampak
dari motif penyusunan organisasi perangkat daerah yang lebih berorientasi pada
inward looking. Orientasi ini berarti adanya upaya untuk lebih mengedepankan
pemenuhan kebutuhan internal birokrasi lokal atau perangkat daerah ketimbang

orientasi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik.

Selain itu, ada kesan dari narasumber yang ada bahwa penggunaan
instrumen wajib akan dikembangkan lagi sehingga peran pemerintah daerah akan
menjadi lebih besar di masa mendatang. Beberapa hal yang masih diatur dan diurus
oleh masyarakat atau sektor swasta bukan disebabkan oleh penyerahan oleh
pemerintah daerah kepada sektor tersebut melainkan karena keterbatasan
pemerintah untu menjangkau urusan tersebut. Jika kemampuan pemerintah daerah
meningkat ada kehendak bahwa urusan yang masih dipegang sektor swasta atau
masyarakat akan diambil alih atau ditandingi oleh sektor publik.

Pelayanan publik di bidang pendidikan masih dikuasai oleh pemerintah.
Pemerintah kota Tangerang memiliki tugas pokok dan fungsi yang cakupannya
sangat luas. Konkritnya, pemerintah masih sangat leluasa mengatur dan
memberikan pepelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan. Bentuk

pelayanan dan masih dominannya peran pemerintah dapat ditemukan dalam
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berbagai aturan tentang muatan kurikulum, pendirian sekolah, penyediaan sarana
dan prasarana, membentuk komite sekolah, akreditasi, mekanisme ujian, dan

seterusnya.

Padahal di satu sisi, peran swasta bisa berkembang dengan memperhatikan
karakterisktik kota tangerang. Berbagai lembaga pendidikan swasta juga banyak
didirikan di kota Tangerang. Meski demikian, nampak bahwa perlakuan pemerintah
terhadap lembaga pendidikan swasta ini kurang proporsional. Bahkan dapat
dikatakan hanya sebagian kecil saja lembaga pendidikan swasta di Kota Tangerang
ini memiliki kualitas.

Berikut disajikan data yang dikumpulkan dan yayasan sebagai pelaku
pendidikan untuk menggambarkan dimensi ekonomi. Indikator yang digunakan
dalam penelitian ini untuk menggali dimensi ekonomi mencakup beberapa factor
seperti keterlibatan dalam penyusunan kurikulum, penetapan biaya pendidikan,
menentukan lokasi sekolah, penetapan buku ajar, penetapan waktu belajar. Secara
berturut-turut diskripsi data disajikan melalui table-tabel berikut :

Tabel IV.21. Kewenangan Swasta
Dalam Penentuan Kurikulum Lokal (%)

Valid | Cumulative
Frequency | Percent | Percent | Percent

Valid cukup
wepuer g 11 73.3 73.3 73.3
Berwenang 4 26.7 26.7 100.0
Total 15 100.0 100.0

Sumber : Diolah dari kuesioner, 2008

Berdasar data di atas dapat digambarkan bahwa swasta minimal memiliki
kewenangan yang cukup dalam menentukan kurikulum lokal. Berdasar telusuran
informasi yang diperoleh dari fungsionaris yayasan pendidikan, ternyata kurikulum
local yang diberikan kepada pihak swasta hanya terbatas. Bahkan, penyusunan

kurikulum selalu mendapatkan pengarahan dari subdian kurikulum Dinas
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Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan kata lain, bahwa kewenangan menyusun
kurikulum oleh lembaga pendidikan swasta ini belum bisa dikatakan menjadi warna
dari tiap-tiap lembaga pendidikan dan belum mampu menjadi andalan bagi sekolah
swasta dalam menentukan kompetensi yang diunggulkan oleh sekolah tertentu.

Lokasi sekolah menjadi salah satu ukuran strategis bagi sekolah swasta
dalam upaya memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Dalam
kenyataannya, lokasi sekolah yang strategis menjadi salah satu pertimbangan bagi
calon peserta didik untuk membuat keputusan dalam memilih sekolah. Berkait
dengan lokasi sekolah, data berikut menggambarkan kewenangan swasta dalam
memilih dan menentukan lokasi sekolah.

Tabel IV.22
Kewenganan Swasta dalam menentukan Lokasi Sekolah (%)

Valid Cumulative
Frequency | Percent | Percent Percent

Vaiid Bebas 14 93.3 93.3 93.3
sangat 1 6.7 6.7 100.0
bebas
Total 15| 1000|1000

Sumber : diolah dari kuesioner, 2008

Berdasar data di atas dapat digambarkan bahwa swasta diberi kebebasan
untuk menentukan lokasi sekolah. Namun demikian, beberapa narasumber dari
yayasan menegaskan pemilihan lokasi sekolah menjadi tidak bebas lagi ketika
proses perijinan pendirian sekolah dilakukan oleh swasta. Sebelum perijinan
diberikan, Dinas melakukan survei lokasi terlebih dahulu sebelum memutuskan
pemberian ijin pendirian sekolah. Menurut informasi dari Dinas Pendidikan yang
menangani perijinan bahwa penentuan lokasi tetap dikendalikan oleh pemerintah
dengan tujuan agar terjadi pemerataan lokasi sekolah.

Fasilitas sekolah sebagai faktor yang menentukan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik bidang pendidikan. Semakin bagus dan lengkap fasilitas
pendidikan yang diberikan, maka masyarakat pun semakin mendapatkan rasa
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kepuasan. Berkait dengan fasilitas, swasta diberikan kewenangan penuh dalam
menyediakan fasilitas pendidikan.
Tabel IV.23 Keterlibatan Swasta dalam
Penyediaan Fasilitas Belajar (%)

Valid Cumulative
Frequency | Percent | Percent Percent
Valid cukup

bebas 5 333 33.3 333
bebas 9 60.0 60.0 93.3
sangat
bebas 1 6.7 6.7 100.0
Total 15 100.0 100.0

Sumber : diolah dari kuesioner, 2008

Kemampuan swasta dalam menyediakan fasilitas belajar tentu saja berkait
dengan kemampuan finansial yang dimilikinya. Selain kemampuan finansial,
kemauan untuk menyediakan fasilitas belajar juga tergantung pada komitment
lembaga swasta dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang
disediakan.

Berkait dengan hal di atas, fasilitas belajar sekolah swasta masih sangat
beragam. Sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan yayasan pendidikan
yang memiliki kemampuan finansial dan komitmen yang besar terhadap mutu
pendidikan, cenderung mendapatkan fasilitas belajar yang relatif bagus. Dalam
konteks ini, jika dibandingkan kualitas sarana belajar yang ada, sekolah negeri
relatif lebin bagus dibandingkan dengan fasilitas belajar sekolah swasta.

Harga pendidikan merupakan sejumiah biaya yang harus dibayar oleh
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Berkait dengan harga
pendidikan ini, pihak swasta diberi kebebasan untuk menetapkan besaran harga
pendidikan bagi peserta didiknya. Jawaban responden kebebasan dalam
menetapkan harga pendidikan ini digambarkan dalam table berikut :
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Tabel IV.24 Kewenangan Pihak Swasta dalam
Menetapkan Harga Pendidikan (%)

Valid Cumulative
Frequency | Percent | Percent Percent
Valid cukup

bebas 1 6.7 6.7 6.7
Bebas 9 60.0 60.0 66.7
sangat
bebas 5 33.3 33.3 100.0
Total 15 100.0 100.0

Sumber : diolah dari kuesioner, 2008

Berdasar data di atas dapat digambarkan bahwa intinya responden
menyatakan bahwa swasta mendapatkan kebebasan dalam menentukan besaran
biaya pendidikan. Besaran biaya pendidikan untuk sekolah swasta di kota
Tangerang sangat bervariasi. Variabel yang ikut mempengaruhi besaran biaya
pendidikan ini berkait dengan fasilitas, prestasi sekolah, lokasi sekolah, dan lain-
lain.

Proses belajar mengajar tidak selamanya dilaksanakan di sekolah saja.
Proses belajar mengajar yang bersifat praktikum selain dilakukan di laboratorium
sekolah dapat juga dilakukan di laboratorium milik instansi lain baik swasta maupun
pemerintah.

Berkait dengan upaya sekolah untuk melengkapi pengetahuan dan
keterampilan praktik, kerja sama dengan institusi yang berkompeten menjadi salah
satu program dalam pengembangan pendidikan di setiap sekolah. Tabel berikut
menggambarkan kewenangan swasta yang mengelola pendidikan untuk melakukan

kerja sama dengan institusi lain.
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Tabel IV.25 Kewenangan Swasta
Dalam Melakukan Kerja Sama (%)

Valid | Cumulative
Frequency { Percent | Percent Percent
Valid cukup
bebas 12 80.0 80.0 80.0
bebas 3 20.0 20.0 100.0
Total 15 100.0 100.0

Sumber : diolah dari kuesioner, 2008

Berdasar data di atas, semua responden pada intinya menyatakan bebas
dalam menentukan Kerja sama dengan institusi lain demi meningkatkan pelayanan
publik di bidang pendidikan. Kerja sama yang dilakukan oleh pihak sekolah
biasanya dilakukan dengan melibatkan dunia industri dan dunia usaha. Kedua
institusi tersebut memberi nilai tambah bagi sekolah terutama menyangkut
pembentukan kompetensi minimal setelah siswa pada level tertentu menamatkan
jenjang pendidikannya.

Waktu belajar yang ditetapkan oleh pemerintah cenderung menjadi panutan
bagi sekolah swasta. Swasta diberi kebebasan dalam menetapkan waktu belajar
selama masih dalam batas normative waktu belajar yang ditetapkan oleh
pemerintah. Waktu belajar yang ditetapkan oleh pengelola sekolah swasta cukup
beragam dari pagi dan siang saja.

Table 1V.26 Kebebasan Swasta dalam
Menetapkan Waktu Belajar (%)

Valid Cumulative
Frequency | Percent | Percent Percent
Valid cukup
bebas 12 80.0 80.0 80.0
bebas 3 20.0 20.0 100.0
Total 15 100.0 100.0

Sumber : diolah dari kuesioner, 2008

Dalam perkembangan dinamika masyarakat, waktu belajar tidak hanya

terbatas pada pagi dan siang hari. Dalam konteks ini pihak swasta sebenarnya

telah mencoba untuk menerapkan waktu belajar di malam hari. Inisiatif yang cukup
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akomodatif ini sebenarnya menarik untuk ditindaklajuti oleh pemerintah sebagai
pembuat kebijakan di Kota Tangerang. ide waktu belajar malam bhari dapat
dimanfaatkan oleh peserta didik yang bekerja di siang hari. Selain itu, jam belajar
malam hari dapat digunakan uniuk mengurangi aktivitas para remaja putus sekolah
yang melakukan aktivitas berpotensi negatif di malam hari.

B.2. Dimensi Pemerintahan dalam Model Pelayanan Publik

Dimensi kedua yakni dimensi pemerintahan membedakan antara peran
pemerintah daerah yang lemah dengan yang kuat. Peran pemerintah daerah yang
lemah ditandai dengan beberapa indikator, yakni : rentang tanggung jawab fungsi
atau kewenangan yang sempit, cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat
reaktif, derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban, dan
tingginya derajat kontrol eksternal. Sementara itu, peran pemerintah daerah yang
kuat ditandai dengan beberapa indikator, yaiiu : rentang tanggung jawab fungsi atau
kewenangan yang luas, cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat
positif, derajat otonomi yang tinggi atas fungsi yang diemban, dan derajat kontrol
eksternal yang terbatas. Peran pemerintah daerah ini sebenarnya mencerminkan

hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Cara penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan
menunjukkan peran dan inisiatif pemerintah yang lebih dominan. Pola ini biasa
disebut posifive mode of operation. Dalam pola ini, pemerintah daerah memiliki
insiatif awal untuk menyediakan pelayanan publik dan menggerakkan potensi
daerah. Tentu pola ini berbeda dengan reactive mode of operation yang
menempatkan pemerintah daerah untuk semata bereaksi terhadap perkembangan
penyediaan pelayanan publik yang terlebih dahulu disediakan oleh potensi daerah
lainnya seperti masyarakat dan pasar.

Otonomi yang diemban ocleh daerah menyangkut hak untuk mengatur
(regeling) dan mengurus (bestuur). Dengan demikian, daerah dapat memiliki
kewenangan membuat sendiri kebijakan berdasarkan aspirasi dan pilihan lokal
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sekaligus memiliki kewenangan pula untuk menjalankan kebijakan tersebut
berdasarkan kearifan lokal. Jadi derajat otonomi yang diemban oleh daerah adalah
tinggi untuk setiap urusan yang telah dilimpahkan kepadanya. Semua fungsi yang
dijalankan oleh daerah dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyusun dan
mensahkan kebijakan yang dibuat sendiri sekaligus diimplementasikan sendiri oleh
daerah.

Dengan cara represif ini, daerah dapat mengambil dan menjalankan
kebijakan berdasarkan aspirasi dan pilihan lokal terlebih dahulu sambil
melaporkannya kepada pemerintah pusat. Apabila terdapat sesuatu hal yang
dianggap keliru kemudian pemerintah pusat mengambil tindakan perbaikan. Jika
tidak ada tanggapan dari pemerintah pusat maka daerah terus dapat menjalankan
kebijakan yang telah dibuatnya sendiri. Hal ini berbeda dengan cara preventif yang
mensyaratkan adanya persetujuan pemerintah pusat teriebih dahulu sebelum
daerah menjalankan kebijakan yang dibuatnya sendiri tersebut.

B.3. Dimensi Politik dalam Model Pelayanan Publik

Dimensi ketiga yaitu dimensi politik berkaitan dengan bentuk demaokrasi lokal
yang mencerminkan bagaimana pemerintah daerah membuat keputusan. Dalam hal
ini ada dua titk yang berbeda. Pada satu fitik ada penekanan pada demokrasi
perwakilan, yakni suatu sistemn yang mencerminkan preferensi masyarakat
dinyatakan melalui sistem pemilihan lokal. Sekali terpilih, partai yang berhasil atau
partai yang berkoalisi di daiam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menganggap
dirinya memperoleh mandat untuk menerapkan kebijakan yang dijanjikannya dalam

pemilihan umum.
Pada titik yang lain, ada penekanan pada demokrasi partisipatif yang
mencerminkan partisipasi masyarakat setempat. Demokrasi pariisipatif ini biasanya

dijalankan dalam forum-forum demokratis yang dipandang sebagai komposisi

esensial dalam pengambilan keputusan di daerah. Proses pengambilan keputusan
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int berada dalam koridor kebijakan yang dilegitimasi melalui keberhasilan dalam
pemilihan (electoral).

Data penelitian menunjukkan bahwa aransemen politik telah berada dalam
bentuk demokrasi, lebih tepatnya adalah demokrasi perwakilan. Terlihat tidak ada
indikasi bahwa Kota Tangerang menerapkan demokrasi partisipasi fangsung.
Penyelenggaraan demokrasi perwakilan ini ditandai dengan adanya dua hal yang
berlaku sama.

Pertama, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seluruh
anggotanya diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum. Jadi anggota DPRD
merupakan efecled member yang merupakan wakil dari warga masyarakat di
daerah yang bersangkutan untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemilihan umum
‘berlangsung setiap lima tahun sekali sehingga keanggotaan DPRD juga memiliki
masa lima tahunan. Pergantian anggota DPRD dengan demikian beriangsung
secara serentak dan secara keseluruhan dalam penicde tersebut. Dengan demikian,
mekanisme ini sulit menjaga kontinyuitas penyelenggaraan pemerintahan yang
diemban oleh DPRD.

Anggota DPRD ini dalam penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai
kewenangan untuk membuat kebijakan dalam ruang lingkup fungsi atau urusan
yang dimiliki oleh daerah. Kewenangan pembuatan kebijakan ini merupakan
pengejawantahan dari hak untuk mengatur (regeling) dari setiap daerah
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang. Kewenangan membuat kebijakan
ini telah dijalankan oleh setiap daerah dengan mengeluarkan sekian banyak
peraturan daerah (perda) untuk memberikan pedoman kebijakan terhadap

pepelayanan publik dan pembangunan di daerah.

Tugas utama Kepala Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah
terletak pada kewenangannya untuk membuat dan menjalankan kebijakan.

Kewenangan membuat kebijakan merupakan manifestasi dari hak untuk mengatur
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(regeling) seperti yang dijalankan pula oleh DPRD. Namun, kebijakan yang menjadi
kewenangan Kepala Daerah berada pada tingkatan kebijakan yang lebih rendah
daripada kebijakan yang dibuat cleh DPRD. Kebijakan dalam kerangka pengaturan
ini diwujudkan dengan dikeluarkannya banyak Keputusan Kepala Daerah.

Selain berwenang untuk membuat kebijakan, Kepala Daerah juga memiliki
kewenangan untuk menjalankan kebijakan. Kewenangan ini  merupakan
pengejawantahan hak daerah untuk menjalankan kebijakan yang dibuatnya sendiri
atau yang secara eksplisit diungkapkan dalam undang-undang sebagai hak
mengurus. Dalam menjalankan kewenangan ini, sebenamya terkandung maksud
bahwa Kepala Daerah mewakili masyarakat untuk mengurus dirinya sendiri yang
mencakup segala urusan atau fungsi masyarakat dalam kerangka otonemi daerah.
Dalam menjalankan kewenangan ini, Kepala daerah dapat meiaksanakannya dalam
dua bentuk, pertama adalah penetapan keputusan pelaksana dari kebijakan daerah,
baik dari Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Bentuk kedua dari
pelaksanaan hak mengurus ini adalah mengkoordinasi implementasi kebijakan yang

dijalankan dengan cara memimpin birokrasi lokal.

Beberapa narasumber penelitian mengungkapkan bahwa bentuk demckrasi
perwakilan lebih layak dijalankan wuntuk mewujudkan demokrasi dengan
mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Namun demikian, jika
penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka otonomi daerah berarti partisipasi
masyarakat dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri maka bentuk demokrasi

perwakilan yang dijalankan masih dianggap kurang partisipatif.

B.4. Analisis Pembentuk Model Pelayanan Publik

Berikut ini akan dilakukan perhitungan statistik untuk mengetahui factor
pembentuk model pepelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Tangerang. Seperti telah dijelaskan pada bab metodologi
penelitian, bahwa model pepelayanan publik dalam penelitian ini dicoba dibentuk
dengan menggunakan beberapa parameter. Parameter pembentuk model
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pelayanan publik diantaranya peran pemerintah, peran lembaga swadaya

masyarakat, peran legislative, dan peran swasta.

Berbagai peran yang dimainkan oleh fembaga-lembaga di atas dicoba
dieksplorasi dengan beberapa pertanyaan berkait dengan dimensi politik, dimensi
keterwakilan, dimensi pemerintahan. Kesemua dimensi tersebut merupakan factor
pembentuk model pelayanan publik seperti yang dikenalkan oleh Steave Leach,
dkk. Hasil perhitungan statistik dengan menggunakan Analisis Of Variance dua arah
disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel IV.27. Hasil Perhitungan Mode! Pelayanan Publik

Faktor Subset
Pembentuk N 1 2
peran yayasan / 64| 31604
sosial
Ty peran LSM 64 3.2656 3.2656
HSD(a,b.c) Eeran legislatif 64| 33052 3.3052
e 120 3.4969
pemerintah
Sig. .040 .006

Sumber : hasil perhitangan Anova dengan SPSS versi 12

Berdasar pada hasil hitung anova dua arah dapat dijelaskan bahwa model
pelayanan publik yang didominasi oleh peran pemerintah masih besar. Nilai peran
pemerintah masih menempati urutan tertinggi yaitu 3.4969. Selanjutnya diikuti oleh
peran legislative, lembaga swadaya masyarakat, dan swasta. Nilai dari ketiga factor
pembentuk selain pemerintah memiliki rerata hampir sama. Hal tersebut berarti
bahwa peranan ketiga lembaga tersebut dalam menentukan model pelayanan publik
kurang lebih sama.

Nilai peran pemerintah sebesar 3.4969 bermakna bahwa pepelayanan publik
masih didominasi secara kuat oleh pemerintah. Jika makna tersebut dikaitkan

dengan gagasan Steave Leach tentang mode! pelayanan publik, maka dapat

disimpulkan bahwa model pelayanan publik bidang pendidikan yang
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diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang mengacu
pada model tradisional birokratik.

Ciri-ciri model pelayanan publik yang dikenalkan oleh Leach, dkk, secara
mutiak ditemukan dalam penelitian ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
merupakan representasi dari pemerimltah daerah yang menyediakan dan
menyelenggarakan pelayanan publik bidang pendidikan. Berdasar cakupan fungsi
yang dijalankan, data yang berhasil dihimpun dari lapangan menunjukkan bahwa
dinas tersebut masih menyediakan sarana dan prasaranan belajar dari berbagai
tingkat pendidikan, pemerintah secara dominan mengatur proses pembelajaran di
semua sekolah, serta pemerintah memberikan bantuan kepada semua sekolah.

Data berikut menunjukkan ringkasan akumulasi peran yang dilakukan oleh
institusi yang berkait dengan pelayanan publik. Data ini dapat digunakan untuk
melengkapi hasil analisis data kuantitatif di atas, sehingga dapat memperteguh
tentang model pelayanan publik bidang pendidikan yang saat ini sedang
berlangsung di wilayah Kota Tangerang.

Table 1V.28. Rekapitulasi Peran Institusi
Dalam Penyediaan pelayanan Publik

Kategori Jenis Kegiatan | Peran Peran DPRD | Peran Peran
Diknas Yayasan LSM
Penyediaan Menyediakan Ya Ya
Layanan sarana belajar,
Publik secara | Menyediakan Ya Kurikulum
langsung kurikulum, local
menyediakan Ya Ya
buku ajar,
Menyediakan Ya Ya
guru
Akreditasi Ya Tidak
Data base Ya Tidak
sekolah
Lokasi Sekolah | Ya Ya
Kerja sama Ya ya
Penetapan Prosedur Ya Membahas Tidak Memberi
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regulasi pendirian usulan Dinas masukan
Pendidikan sekolah Pendidikan
Penetapan Ya Pengesahan | Kecil
kurikulum kebijakan
Seragam Ya Tidak
sekolah
Penetapan Ya Ya
buku ajar
Penetapan Ya Ya
criteria calon
siswa
Penetapan Ya Ya
biaya
pendidikan
Penetapan Ya Ya
criteria guru
Penetapan Ya Tidak
waktu belajar

Bantuan Pemberian Ya Membahas Tidak Menyamp
pendidikan insentif penetapan aikan
Pemberian Ya anggaran Kecil aspirasi
beasiswa
Bantuan sarana | Ya Kecil
belajar

Sumber : Data Olahan, 2008

Implikasi dari model pelayanan publik secara langsung oleh pemerintah
tersebut mencakup beberapa hal diantaranya, pertama, sekolah kurang mampu
mengeksplorasi potensi yang dimiliki ke dalam kurikulum sekolahnya. Hal ini berarti
bahwa konsep desentralisasi pendidikan pada tataran yang lebih sempit belum bisa

dijalankan oleh satuan kerja sekolah yang diiakukan oleh masyarakat.

Kedua, model pelayanan publik yang demikian menyebabkan terjadinya
biaya transaksi social yang tinggi. Masyarakat mesti mengikuti dan menjalankan
berbagai prosedur dan aturan main yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika
dikaitkan dengan peningkatan parisipasi masyarakat dalam menyediakan
pelayanan bidang pendidikan, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat akan

terjebak dalam permainan birokrasi pemerintah.
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C. Arah Model Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Kota Tangerang

Berikut disajikan hasil analisis data yang dapat digunakan untuk
menggambarkan arah model pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Tangerang. Arah model pelayanan publik ini dilakukan dengan
cara membandingkan nilai yang diperoleh dari setiap model yang sama-sama
memiliki peluang untuk dikembangkan di Kota Tangerang.

Berdasar nilai Levene dapat dijelaskan bahwa data sample memiliki variasi.
Variasi ditunjukkan oleh angka signifikansi sebesar 0.003. Nifai ini masih di bawah
0.005. Setelah diketahui data memiliki variasi, selanjutnya dapat dilakukan

penghitungan analisis varian untuk mengetahui efek dari tiap-tiap subjek peneiitian.

Hasil uji Levene menunjukkan bahwa nilai F test sebesar 2.635 dan
siginifikansi 0.003 menunjukkan bahwa terdapat variance sample penelitian.
Dengan demikian, asumsi analisis anova dapat diterima dan perhitungan analisis
variance untuk mendapatkan perbedaan model pelayanan publik dapat
dilaksanakan.

Berdasar perhitungan uji antar subjek dapat dilihat intersep 10224.912 dan
siginifikansi di bawah 0.05, corrected model memiliki intersep 1.967 dan signifikansi
0.017 (di bawah 0.05). Oleh karena signifikansi berada di bawah 0.05, maka dapat
disimpulkan secara statistik bahwa terdapat perbedaan antara model pepelayanan
publik. Sementara itu, nilai adjusted R square 0.45 menunjukkan arti bahwa
variabilitas model pelayanan publik yang dijelaskan oleh faktor pembentuk

pelayanan hanya sebesar 45.

Berdasarkan perhitungan Tukeys diketahui bahwa terdapat perbedaan
secara signifikan antara model tradisional birokratis dengan model residual
enabling, orientast komunitas, dan oritentasi pasar. Secara statistik perbedaan
tersebut dapat dilihat dari nilai signifikasi di bawah 0.05. Perbedaan antar model
pelayanan publik tersebut tidak begitu besar jika dilihat dari nilai perbedaan rata-
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rata. Rata-rata nilai perbedaan antar tiap model pelayanan publik berkisar pada nilai
0.1 pada harga mutlak. Meski demikian, nilai — nilai tersebut tetap menandakan
bahwa model pelayanan publik tersebut memang sangat berbeda atau terdapat
variasi model pelayanan publik.

Selanjutnya analisis dilakukan dengan menggunakan dasar perhitungan
rata-rata nilai perbedaan tiap model pelayanan publik. Berdasar perhitungan nilai
rata-rata Tukeys dapat diketahui bahwa keempat model pelayanan publik tersebut
memiliki nilai subset yang hampir sama. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa
model pelayanan publik tersebut memiliki perbedaan yang sangat tipis antara satu
dengan yang lainnya. Meski demikian, dilihat dari nilai signifikansinya, perbedaan
antara model satu dengan yang lainnya secara statistik tetap signifikan, karena
bernilai di bawah 0.05.

Model pelayanan publik ini selanjutnya akan digunakan untuk mengetahui
model pelayanan publik mana yang layak dikembangkan di Kota Tangerang dalam
bidang pepelayanan pendidikan. Berikut disajikan table perhitungan untuk
menentukan arah model pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Tangerang.
Tahle IV.29. Perhitungan Arah Model
Model Pelayanan
Publik N | Subset
1
Tukey Tradisional
HSD(a,b) Birokratis . _alls
Orientasi Pasar 78| 3.3077
Residuat Enabling 78| 3.3844
Orientasi
Komunity 8| 3.3748
Sig. .002
Sumber : Uji Statistik Anova dengan SPSS. Versi 12
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Model pelayanan publik yang dapat ditaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Tangerang berdasar analisis Tukeys di atas yaitu model residuatl
enabling. Pada perhitungan statistis, model tersebut menempati rata-rata paling
tinggi dibanding model yang lainnya. Model pelayanan publik berorientasi kepada
residual enabling sebesar 3.3844. Sementara itu, nilai rata — rata untuk model
pelayanan publik yang lain secara berututan orientasi komunitas sebesar 3.37486,
orientasi pasar sebesar 3.3077, dan fradisional birokratis sebesar 3.2979.

Model pelayanan ..., Bambang Pujiyono, FIA Ul, 2008



BAB YV

Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh penyajian data, analisis data dan interpretasi yang tetah

dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan

sebagai berikut :

104

1.

Dimensi-dimensi yang membentuk pepelayanan publik pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang mencakup dimensi
pemerintahan, dimensi ekonomi, dan dimensi politik. Dimensi
pemerintahan meliputi kewenangan pepelayanan yang tercantum dalam
tugas pokok dan fungsi dinas tersebut. Dimensi politik berkait dengan
peran lembaga legislative dalam meneniukan kebijakan pepelayanan
publik. Dimensi ekonomi berkait dengan keterlibatan swasta dalam
menyediakan dan menyelenggarakan pepelayanan publik bidang
pendidikan.

Dengan memperhatikan bahwa dimensi ekonomi ditandai dengan
kuatnya sektor publik, dimensi politik yang menunjukkan berlakunya
demokrasi perwakilan, dan dimensi pemerintahan yang menandai
kuatnya pemerintah daerah maka bisa disimpulkan bahwa model
pemerintahan daerah yang dianut oleh pemerintah kota Tangerang
dalam bidang pendidikan cenderung fraditional bureaucratic authority
dalam kerangka model yang dikembangkan oleh Leach, Stewart & Walsh
(1994).

Berdasar hasil perhitungan statitistik dengan menggunakan uji Anova,
arah mode! pepelayanan publik bidang pendidikan yang tepat untuk Kota
Tangerang adalah model residual enabler. Melalul model ini, peran
pemerintah dalam hal ini dinas dalam menyediakan pepelayanan publik

bidang pendidikan secara langsung dapat dikurangi. Selanjutnya,
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penyediaan pepelayanan tersebut diberikan kepada masyarakat /
swasta. Jadi pemerintah hanya melakukan regutasi dan bantuan.

B. Saran Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah
perlu upaya penyiapan masa transisi dari model tradisional birokratic menuju model
community enabler. Pemerintah sebaiknya melibatkan swasta dalam intensitas yang
lebih besar lagi sehingga dominasi pemerintah dalam penyelenggaraan
pepelayanan publik bidang pendidikan dapat berkurang.

Pada aspek pemerintahan, sebaiknya pemerintah membatasi jenis
pepepelayanan pendidikan yang diberikan. Pemerintah lebih terfokus pada
penyediaan aturan main (rufe of the game) saja. Pada aspek ekonomi, sebaiknya
pemerintah memberikan kebebasan kepada swasta (pasar) dalam menetapkan
biaya pendidikan, lokasi sekolah, distribusi pendidikan dan lainya. Pada aspek
demokrasi lokal sebaiknya pemerintah sebaiknya membiarkan aspirasi masyarakat
terakomodasi melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif, sehingga peran yang
difungsikan oleh lembaga perwakilan tersebut dapat efektif.
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LAMPIRAN
1
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Mohon kesediaan Bapak / ibu untuk mengisi daftar pertanyaan tentang pelayanan publik
bidang pendidikan. Saya mengharapkan data yang diberikan merupakan data yang
sebenarnya. Pengumpulan data ini dalam rangka penyusunan tesis dan tidak memiliki
tendensi politk apapun. Atas kesediaan bapak/ ibu, saya sampaikan ucapan terima
kasih.

Nama

Instansi

Jabatan

Pertanyaan Jawaban

Menetapkan prosedur pendirian sekolah 3

Menetapkan kurikulum sekolah

Menetapkan seragam sekolah

Menetapkan buku ajar sekolah

Menetapkan kriteria calon siswa sekolah

Menetapkan besaran biaya pendidikan

Menetapkan kriteria guru sekolah

ol ~| Gy | B W N =

Menyediakan bangunan sekolah

w

Memelihara bangunan sekolah

—a
o

Menyediakan fasilitas belajar

-
b

Memelihara fasilitas belajar

il gy & ) D Oy ng e Lnyp Ui ch
N [ N B N B N . N N B O T A - R -3
Wl Wl W W W W W W W W w

R RN BRI R N NI R N R RN
JIFS RN R [ Y SR RRre) [ (R (RN 1) Y Y

-
o

Memberi keleluasaan kepada swasta
dalam pembuatan kurikulum sekolah

13 | Menetapkan ijin operasionai bagi sekolzh 5 4 3 2 1
swasta

14 | Memantau kegiatan sekolah swasta 5 4 3 2 1
secara rutin

15 | Menempatkan tenaga pendidik {(pns) di 5 4 3 2 1
sekolah swasta

16 | Menetapkan kriteria akreditast bagi 5 4 3 2 1
semua sekolah

17 | Mendapatkan pengawasan dari 5 4 3 2 1
pemerintah pusat dalam menjalankan
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pelayanan pendidikan

18

Mendapatkan pengawasan dari LSM
dalam menjalankan pelayanan pendidikan

19

Mendapatkan pengawasan dari DPRD
dalam menjalankan pelayanan pendidikan

20

Memberi beasiswa kepada semua
sekolah

21

Memberi incentif kepada semua guru

22

Mengatur pelaksanaan ujian sekolah

23

Mengatur pelaksanaan Penerimaan

Siswa Baru

24

Melakukan pembinaan terhadap sekolah

swasta

25

Menetapkan kriteria kelayakan sekolah

26

Menetapkan rayonisasi sekolah

27

Melarang praktik jual beli buku di sekolah

28

Menyediakan data base sekolah

29

Menetapkan standar pefayanan minimal
di bidang pendidikan

| il | Oy Ch

BB A A A

G W] Wy W] W

%1 B LS NI LS LS I

—_— -] ] =] =

30

Memberi kesempatan kepada swasta
untuk membangun sarana dan prasarana

sekolah
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Pertanyaan Jawaban

1 | Terlibat dalam penyusunan anggaran 3
untuk pendidikan

2 | Terlibat dalam mengontrol pelaksanaan 3
program pendidikan di kota tangerang

3 | Terlibat dalam penyaluran aspirasi 3
masyarakat dalam bidang pendidikan

4 | Terlibat dalam perumusan kebijakan / 3
keputusan yang berkait dengan
pendidikan di kota tangerang

5 | Memfasilitasi aspirasi masyarakat dalam 3
bidang pendidikan di kota tangerang

6 | Meminta keterangan kepada dinas / 3
pemerintah berkait dengan pelayanan
bidang pendidikan

7 | Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan di 3
bidang pendidikan

8 | Terlibat dalam penetapan kriteria 3
pelayanan di bidang pendidikan

9 | Berpartisipasi aktif dalam |laporan 3
pertanggungjawaban pemerintah daerah
di bidang pendidikan

10 | Memonitor pelaksanaan pelayanan 3
pendidikan di kota Tangerang

11 | Memfasilitasi hubungan antara 3
pemerintah dan masyarakat dalam
pelayanan pendidikan

12 | Mengusulkan perbaikan prosedur 3
pelayanan pendidikan

13 | Mengusulkan perbaikan target-target 3
pelayanan bidang pendidikan di kota
tangerang
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Pertanyaan Untuk LSM

Pertanyaan

Jawaban

Terlibat dalam penyusunan anggaran
untuk pendidikan

3

Terlibat dalam mengontrol petaksanaan
program pendidikan di kota tangerang

Terlibat dalam penyaluran aspirasi
masyarakat dalam bidang pendidikan

Terlibat dalam perumusan kebijakan /
keputusan yang berkait dengan
pendidikan di kota tangerang

Memfasilitasi aspirasi masyarakat dalam
bidang pendidikan di kota tangerang

Meminta keterangan kepada dinas /
pemerintah berkait dengan pelayanan
bidang pendidikan

Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan di
bidang pendidikan

Terlibat dalam penetapan criteria
pelayanan di bidang pendidikan

Berpartisipasi aktif dalam laperan
pertanggungjawaban pemerintah daerah
di bidang pendidikan

10

Memonitor pelaksanaan pelayanan
pendidikan di kota Tangerang

11

Memfasilitasi hubungan antara
pemerintah dan masyarakat dalam
pelayanan pendidikan

12

Memberi masukan kepada pemerintah /
dinas pendidikan berkait dengan
pelaksanaan program pendidikan
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Pertanyaan Untuk Yayasan Pendidikan

Pertanyaan Jawaban

1 | Terlibat dalam penyusunan kurikulum 5 4 3
sekolah

2 | Terlibat dalam penetapan seragam 5 4 3
sekolah

3 | Konsultasi dalam penetapan kurikulum 5 4 3
sendiri

4 | Terlibat dalam perumusan kebijakan / 5 4 3

keputusan yang berkait dengan
pendidikan di kota tangerang

5 | Berwenang dalam menentukan kurikulum 5 4 3
untuk muatan lokal

6 | Bebas dalam menentukan lokasi sekolah 5 4 3

7 | Bebas menentukan fasifitas pendidikan di 5 4 3
sekolah

8 | Bebas menentukan harga pendidikan 5 4 3

9 | Bebas menjalin kerja sama dengan dunia 5 4 3

usaha / industri

10 | Bebas menentukan kriteria pendidik di 5 4 3
sekolah
11 | Bebas menentukan buku ajar yang 5 4 3

digunakan siswa di sekolah

12 | Mentaati program dinas pendidikan kota 5 4 3

tangerang ;

13 | Bebas menentukan waktu belajar bagi 5 4 3
siswa

14 | Menyelenggarakan kelas penyetaraan 5 4 3
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Lembaga |tetapkan_pr| tetapkan_k | tetapkan_s | tetapkan_b| kriteria_sis |biayaZ_pen
osedur urikuium eragam uku_ajar wa didikan
1 1.00 4.00 5.00 3.00 4.00 3.00 3.00
2 1.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00
3 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00
4 1.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00
5 1.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00
6 1.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00
7 1.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00
8 1.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00
9 2.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00
10 2.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 3.00
11 2.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00
12 2.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00
13 2.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 3.00
14 3.00 4.00 4.00 - 3.00 4.00 3.00 2.00
15 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00
16 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00
17 3.00 4.00 5.00 4.00 2.00 3.00 2.00
18 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00
19 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00
20 3.00 3.00 2.00 4.00 2.00 4.00 4.00
21 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
22 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00
23 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00
24 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
25 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00
26 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00
27 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00
28 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00
29 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4,00 3.00
30 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00
31 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00
32
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kriteria_gur| sediakan_b|pelihara_ba|{asilitas_bel| pelihara_fa|swasta_bua| tetapkan_jj
u angunan ngunan ajar silitas t_kurikulu n
1 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4,00 4.00
2 4.00 3.00 4,00 4.00 4.00 4.00 4.00
3 4,00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00
4 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00
5 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00
6 3.00 3.00 4,00 4.00 3.00 5.00 4.00
7 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00
8 2.00 3.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.00
9 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00
10 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00
11 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00
12 3.00 4,00 3.00 5.00 3.00 5.00 4,00
13 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4,00 5.00
14 3.00 3.00 3.00 4,00 3.00 4.00 3.00
15 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 4.00 4.00
16 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4,00 4.00
17 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00
18 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00
19 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00
20 4.00 2.00 3.00 2.00 4.00 3.00 4.00
21 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00
22 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4490
23 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00
24 3.00 3.00 4.00 4,00 3.00 5.00 5.00
25 3.00 1.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00
28 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4,00
27 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4,00
28 4.00 1.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00
29 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00
30 1.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00
31 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00
32
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pantau_sek| guru_dpk | akreditas |diawasi_pu| diawasi_ls |diawasi_dpdbeasiswa_s
olah_swast sal m d emua
a

1 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00
2 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00
4 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00
5 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00
6 4.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00
7 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00
8 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4,00
g 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00
10 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00
11 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00
12 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00
13 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00
14 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
15 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
16 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00
17 2.00 4.00 1.00 4.00 4.00 3.00 3.00
18 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00
19 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00
20 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 4.00
21 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 2.00
22 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00
23 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00
24 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00
25 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00
28 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00
27 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00
28 2.00 4.00 1.00 4.00 4.00 3.00 3.00
29 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00
30 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.00
N 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00
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incentif_gur| atur_ujian | atur_ PMB |bina_swast (kriteria_sek| rayonisasi {larangan_ju
u a _layak al_buku
1 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00
2 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00
3 4,00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00
4 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00
5 4.00 3.00 3.00 3.00 4,00 4.00 3.00
6 3.00 5.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00
7 4,00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00
8 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00
9 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00
10 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00
11 4.00 4.00 4.00 4.00 4,00 3.00 4.00
12 3.00 5.00 4.00 3.00 5.00 3.00 5.00
13 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4,00 4.00
14 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00
15 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00
16 3.0a 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00
17 3.00 2.00 3.00 4.00 4.00 1.00 4.00
18 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00
19 3.00 3.00 4.00 4.00 4,00 4.00 4.00
20 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00
21 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4,00 4.00
22 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00
23 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00
24 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00
25 3.00 3.00 4.00 4,00 3.00 3.00 4,00
26 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00 ‘4,00
27 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00
28 3.00 2.00 3.00 4.00 4.00 1.00 4.00
29 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00
30 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00
3 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00
32
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data_tabsil

database_s|standar_pelibangun_sar
ekolah ayanan |pras_swast
a
1 5.00 4.00 3.00
2 4.00 4.00 3.00
3 4.00 4.00 3.00
4 4.00 4.00 3.00
5 5.00 4.00 3.00
6 4.00 5.00 3.00
7 4.00 4.00 3.00
8 4.00 4.00 3.00
9 4.00 4.00 4.00
10 5.00 3.00 3.00
11 4.00 4.00 4.00
12 4.00 4.00 4.00
13 3.00 3.00 3.00
14 3.00 3.00 2.00
15 3.00 3.00 3.00
16 4.00 3.00 3.00
17 4.00 3.00 2.00
18 3.00 4.00 2.00
19 3.00 4.00 2.00
20 3.00 5.00 1.00
21 3.00 3.00 1.00
22 400 3.00 2.00
23 3.00 3.00 2.00
24 4.00 5.00 2.00
25 4.00 4.00 1.00
26 4.00 4.00 1.00
27 4.00 3.00 3.00
28 4.00 3.00 2.00
29 4.00 4.00 2.00
30 4.00 4.00 3.00
31 4.00 3.00 3.00
32
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data_tesis_final

MODEL Faktor Nilai

1 1.00 1.00 4.00

2 1.00 1.00 4138

3 1.00 1.00 3.63

4 1.00 1.00 263

5 1.00 1.00 2.63

6 1.00 1.00 2.50

7 1.00 1.00 3.38

8 1.00 1.00 213

8 1.00 1.00 3.75
10 1.00 1.00 3.75
11 1.00 1.00 3.00
12 1.00 1.00 4,25
13 1.00 1.00 4,38
14 1.00 1.00 3.88
15 1.00 1.00 3.13
16 1.00 1.00 4.38
17 1.00 1.00 3.13
18 1.00 1.00 2.50
19 1.00 1.00 313
20 1.00 1.00 3.25
21 1.00 1.00 3.25
22 1.00 1.00 4.00
23 1.00 1.00 3.50
24 1.00 1.00 4,00
25 1.00 1.00 3.25
26 1.00 1.00 2.75
27 1.00 1.00 3.25
28 1.00 1.00 425
29 1.00 1.00 413
30 1.00 1.00 2.38
31 1.00 2.00 3.40
32 1.00 2.00 3.00
33 1.00 2.00 3.80
34 1.00 2.00 3.40
35 1.00 2.00 3.40
36 1.00 2.00 3.60
37 1.00 2.00 3.20
38 1.00 2.00 2.80
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data_tesis_final

MODEL Faktor Nilai
39 1.00 2.00 3.40
40 1.00 2.00 3.40
41 1.00 200 3.20
42 1.00 2.00 3.60
43 1.00 2.00 3.20
44 1.00 2.00 1.80
45 1.00 2.00 4.20
46 1.00 2.00 3.00
47 1.00 3.00 3.13
48 1.00 3.00 2.87
49 1.00 3.00 3.40
50 1.00 3.00 1.87
51 1.00 3.00 3.27
52 1.00 3.00 4.07
53 1.00 3.00 73
54 1.00 3.00 4.27
55 1.00 3.00 3.20
56 1.00 3.00 3.40
57 1.00 3.00 2.60
58 1.00 3.00 3.80
59 1.00 3.00 3.20
60 1.00 3.00 4.33
61 1.00 3.00 4.27
62 1.00 3.00 1.93
63 1.00 4.00 2.33
64 1.00 4.00 3.00
65 1.00 4.00 3.33
66 1.00 4,00 3.00
67 1.00 4.00 333
68 1.00 4.00 3.00
69 1.00 4.00 3.33
70 1.00 4.00 .00
71 1.00 4.00 2.67
72 1.00 4.00 3.33
73 1.00 4,00 3.00
74 1.00 4.00 3.67
75 1.00 4.00 367
76 1.00 4.00 1.67
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data_tesis_final

MODEL | Faktor Nilai
77 1.00 3.00 3.33
78 1.00 4.00 3.33
79 2.00 1.00 4.00
80 2.00 1.00 4.38
81 2.00 1.00 3.63
82 2.00 1.00 2.63
83 2.00 1.00 2.63
84 2.00 1.00 2.50
85 2.00 1.00 3.38
86 2.00 1.00 213
87 2.00 1.00 375
88 2.00 1.00 3.75
89 2.00 1.00 3.00
90 2.00 1.00 .25
91 2.00 1.00 4.38
92 2.00 1.00 3.88
93 2.00 1.00 3.13
94 2.00 1.00 4.38
o5 2.00 1.00 313
96 2.00 1.00 2.50
97 2.00 1.00 3.13
o8 2.00 1.00 3.25
g9 2.00 1.00 3.25
100 2.00 1.00 4.00
101 2.00 1.00 3.50
102 2.00 1.00 4.00
103 2.00 1.00 3.25
104 2.00 1.00 2.75
105 2.00 1.00 3.25
106 2.00 1.00 4.25
107 2.00 1.00 413
108 2.00 1.00 2.38
109 2.00 2.00 3.40
110 2.00 2.00 3.00
111 2.00 2.00 3.80
112 2.00 2.00 3.40
113 2.00 2.00 3.40
114 2.00 2.00 3.60
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data_tesis_final

MODEL Faktor Nilai
115 2.00 2.00 3.20
116 2.00 200 2.80
117 2.00 2.00 3.40
118 2.00 2.00 3.40
119 2.00 2.00 3.20
120 2.00 2,00 3.60
121 2.00 2.00 3.20
122 2.00 2.00 1.80
123 2.00 2.00 4.20
124 2.00 2.00 3.00
125 2.00 3.00 3.13
126 2.00 3.00 2.87
127 2.00 3.00 3.40
128 2.00 3.00 1.87
129 2.00 3.00 3.27
130 2.00 3.00 4.07
131 2.00 3.00 3.73
132 2,00 3.00 4.27
133 200 3.00 3.20
134 2.00 3.00 3.40
135 2,00 3.00 2.60
136 2.00 3.00 3.80
137 200 3.00 3.20
138 2.00 3.00 4.33
139 2.00 3.00 4.27
140 2.00 3.00 1.93
141 2.00 4.00 2.33
142 2.00 4,00 3.00
143 2.00 4.00 3.33
144 2.00 4.00 3.00
145 2.00 4.00 3.33
146 2.00 4.00 3.00
147 2.00 4.00 3.33
148 2.00 4.00 3.00
149 2.00 4.00 2.67
150 2.00 4.00 3.33
151 2.00 4.00 3.00
152 2.00 4.00 3.67
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data_tesis_final

MODEL Faktor Nilai
153 2.00 4,00 3.67
154 2.00 4.00 1.67
155 2.00 4.00 3.33
156 2.00 4.00 3.33
157 3.00 1.00 4.00
158 3.00 1.00 4,38
159 3.00 1.00 363
160 3.00 1.00 2.63
161 3.00 1.00 2.63
162 3.00 1.00 2.50
163 3.00 1.00 3.38
164 " 3.00 1.00 2.13
165 3.00 1.00 3.75
166 3.00 1.00 3.75
167 3.00 1.00 3.00
168 3.00 1.00 425
169 3.00 1.00 4.38
170 3.00 1.00 3.88
171 3.00 1.00 3.13
172 3.00 1.00 4.38
173 .00 1.00 3.13
174 3.00 1.00 2.50
175 3.00 1.00 3.13
176 3.00 1.00 3.25
177 3.00 1.00 3.25
178 3.00 1.00 4.00
179 3.00 1.00 3.50
180 3.00 1.00 4.00
181 3.00 1.00 3.25
182 3.00 1.00 2.75
183 3.00 1.00 3.25
184 3.00 1.00 4.25
185 3.00 1.00 4.13
186 3.00 1.00 2.38
187 3.00 2.00 3.40
188 3.00 2.00 3.00
189 3.00 2.00 3.80
190 3.00 200 3.40
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data_tesis_final

MODEL | Fakior Nilai
191 3.00 2.00 3.40
192 3.00 2.00 3.60
193 3.00 2.00 3.20
194 3.00 2.00 2.80
195 3.00 2.00 340
196 3.00 2.00 3.40
197 3.00 2.00 320
198 3.00 2.00 3.60
199 3.00 2.00 3.20
200 3.00 2.00 1.80
207 3.00 2.00 4.20
202 3.00 2.00 3.00
203 3.00 3.00 3.13
204 3.00 3.00 2.87
205 3.00 3.00 3.40
206 3.00 3.00 1.87
207 3.00 3.00 3.27
208 3.00 3.00 4.07
209 3.00 3.00 3.73
210 3.00 3.00 4.27
211 3.00 3.00 3.20
212 3.00 3.00 3.40
213 3.00 3.00 2.60
214 3.00 3.00 3.80
215 3.00 3.00 3.20
216 3.00 3.00 4.33
217 3.00 3.00 427
218 3.00 3.00 1.93
219 3.00 2.00 2.33
220 3.00 4.00 3.00
221 3.00 4.00 3.33
222 3.00 4.00 3.00
223 3.00 4.00 3.33
224 3.00 2.00 3.00
275 3.00 4.00 3.33
226 3.00 2.00 3.00
227 3.00 4.00 267
228 3.00 4.00 3.33
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data_tesis_final

MODEL | Faktor Nilai
229 3.00 3.00 3.00
230 3.00 4.00 367
231 3.00 4.00 367
232 3.00 4.00 1.67
233 3.00 4.00 3.33
234 3.00 4.00 3.33
235 4.00 1.00 4.00
236 3.00 1.00 438
237 4.00 1.00 3.63
238 4.00 1.00 263
239 4.00 1.00 263
240 4.00 1.00 2.50
241 4.00 1.00 3.38
242 4.00 1.00 2.13
243 4.00 1.00 3.75
244 4.00 1.00 3.75
245 4.00 1.00 3.00
248 1.00 1.00 4.25
247 4.00 1.00 438
248 4.00 1.00 3.88
249 4.00 1.00 3.13
250 4.00 1.00 438
251 2.00 1.00 3.13
252 4.00 1.00 250
253 4.00 1.00 3.13
254 4.00 1.00 3.25
255 4.00 1.00 3.25
256 4.00 1.00 4.00
257 4.00 1.00 3.50
258 4.00 1.00 4.00
259 4.00 1.00 3.25
260 4.00 1.00 2.75
261 4.00 1.00 3.25
262 4.00 1.00 405
263 4.00 1.00 4.13
264 4.00 1.00 2.38
265 2.00 2.00 3.40
266 4.00 2.00 3.00
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data_tesis_final

MODEL | Faktor Nitai
267 4.00 2.00 3.80
268 4.00 2.00 340
269 4.00 2.00 3.40
270 4.00 2.00 3.60
271 4.00 2.00 3.20
272 400 2.00 2.80
273 4.00 2.00 3.40
274 4.00 2.00 340
275 4.00 2.00 3.20
276 4.00 2.00 3.60
277 4.00 2.00 3.20
278 4.00 2.00 1.80
279 4.00 2.00 4.20
280 4.00 2.00 3.00
281 4.00 3.00 313
282 4.00 3.00 2.87
283 4.00 3.00 3.40
284 4.00 3.00 1.87
285 4.00 3.00 327
286 4.00 3.00 4.07
287 4.00 3.00 3.73
288 4.00 3.00 407
289 4.00 3.00 3.20
290 4.00 3.00 3.40
291 4.00 3.00 2.60
292 4.00 3.00 360
293 4.00 3.00 3.20
294 4.00 3.00 433
295 4.00 3.00 427
296 4.00 3.00 1.93
297 4.00 4.00 233
298 400 4.00 3.00
299 4.00 4.00 333
300 4.00 4.00 3.00
301 400 4.00 3.33
302 4.00 400 3.00
303 4.00 4.00 333
304 4.00 4.00 3.00
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data_tesis_final

MODEL Faktor Nilai
305 4.00 4.00 2.67
306 4.00 4.00 3.33
307 4.00 4.00 3.00
308 4.00 4.00 3.67
309 4.00 4.00 3.67
310 4,00 4.00 1.67
311 4.00 4.00 3.33
32 4.00 4.00 3.33
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item pertanyaan

menetapkan Prosedur
menetapkan kurtkulum
menetapkan seragam
menetapkan buku ajar
Kriteria siswa

biaya pendidikan

kriteria guru

menyediakan bangunan
memelihara bangunan
menyediakan fasilitas belajar
memelihara fasilitas
swasta membuat kurikulum
menetapkan ijin

monitoring sekolah
menempatkan guru
akreditasi

pengawasan pusat

signifikansi

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)

N

Pearson Carrelation
Sig. (1-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. {1-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)

N

Pearson Carrelation
Sig. (1-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. {1-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)

validitas
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0.74
0.5

0.86
0.5

0.67
0.5

0.87
0.5

0.76
0.5

0.78
05

0.7
0.5

0.63
0.5

0.67
0.5

0.63
0.5

0.77
0.5

0.72
0.5

0.59
0.5

0.7
0.5

0.7
0.5

0.76
0.5

0.8
0.5



pengawasan LSM

pengawasan DPRD

penyadiaan beasiswa

pemberan insenlif guru

mengatur ujian

mengatur PMB

membina sekolah swasla

menetapkan kriteria kelayakan sekolah

rayonisasi

larnagan menjual buku ajar

nembuatan data base sekolah

senetapan standar pelayanan

nembangun sarana belajar swasta

N

Pearsan Correlation
Sig. (1-taited)

N

Pearson Correlation
Sig. {1-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (1-taited)

N

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)

N

Pearson Carrelation
Sig. {1-tailed)

N

Pearson Comelation
Sig. {1-tailed)

N

Pearson Corretation
Sig. (1-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. {1-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)

N
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0.78
0.5

0.89
0.5

0.77
0.5

0.73
0.5

0.65
0.5

0.87
0.5

0.65
0.5

0.92
0.5

0.73
0.5

0.76
0.5

0.66
0.5

0.68
05

0.87
06



item Statistics

tetapkan_prosedur
tetapkan_kurikuium
tetapkan_seragam
tetapkan_buku_ajar
kriteria_siswa
biayaZ_pendidikan
kriteriz_guru
sediakan_bangunan
pelihara_bangunan
fasilitas_belajar
pelihara_fasilitas
swasta_buat_kurikulu
tetapkan_ijn
pantau_sekolah_swasta
guru_dpk

akreditas
diawasi_pusat
diawasi_Ism
diawasi_dprd
beasiswa_semua
incentif_guru
atur_ujian

atur_PMB
bina_swasta
kriteria_sek_layak
rayonisasi
larangan_jual_buku
database_sekaolah
standar_pelayanan
bangun_sarpras_swasta

Mean

4375
3.625
2.625
2,625
2.5
3.375
2.125
3.75
3.75

4.25
4.375
3.875
3.125
4.375
3.125
2.5
3.125
3.25

3.25

3.5

3.25
2,75
3.25
4.25
4125
2.375
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Reliability
0,772
0,866
0,852
0,785
0,812
0,786
0,772
0,866
0,825
0,785
0,812
0.765
0,840
0,717
0.865

0,812
0.825
0,785
0,812
0,786
0,840
0,737
0,865

0,786
0,840
0,773
0,865

0,764
0,876
0,727

onoomcncooomooo:mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm



Between-Subjects Factors

Value Label N
Model 1.0 Tradisional
lli-’a)l!)?':an Birckratis
wol 2.00 Residual
Enabling
3.00 Qrientasi
Komunity
4.00 Orientasi
Pasar
Faktor 1.00
peran
Pembent pemerintah 120
k
u 2.00 peran
legistalif
3.00 peran LSM
4.00 peran
yayasan /
sosial
Descriptive Statistics
Dependenl Variable: rata-rata nilai
Model Layanan Publik TFaklor Pembenluk Mean Std. Deviation N
Tradisional Birokralis peran pemeriniah 3.4167 66495 30
peran legislalif 32750 51575 16
peran LSM 3.3333 T5777 18
peran yayasan / sosial 3.0625 .50507 16
Total 3.2979 .63030 78
Residual Enabling peran pemerintah 3.6200 46193 30
peran legislatif 3.2750 51575 16
peran LSM 3.3125 .66920 16
peran yayasan / sosial 3.0750 47819 16
Total 3.3744 55583 78
Orientast Komunity peran pemerintah 3.3844 40331 ag
peran legislatif 3.3792 28774 16
peran LSM 3.3333 75777 16
peran yayasan / sosial 3.4417 429490 16
Total 3.3846 47590 78
Qrientasi Pasar peran pemerinlah 3.5667 56832 30
peran legislatif 3.2017 55611 16
peran LSM 3.0833 68313 16
peran yayasan { sosial 10625 60507 16
Total 3.3077 60961 78
Total peran pemerintah 3.4969 53662 120
peran legislatif 3.3052 47108 64
peran LSM 3.2656 70887 &4
peran yayasan / sosial 3.1604 49672 64
Total 3.3411 | 56960 312
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Levene's Test of Equality of Error Variances(a)

Dependent Variable: rata-rata nilai

F

df1

df2

Sig.

2.365

15

296

.003

Tests the null hypolhesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.
a Design: Intercept+MODEL+Faktor+MODEL * Faktor

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: rata-rata nilai

Type Ul Sum
Source of Squares df Mean Square F Sig.
Corrected Model 9.146(a) 15 610 1.967 017
Intercept 3169.542 1 3169.542 | 10224.912 .00o
MODEL 767 3 258 824 481
Faktor 5.451 3 1.817 5.862 001
MODEL * Faktor 3.229 8 359 1.157 322
Error 91,755 296 310
Tatal 3583.809 312
Corrected Total 100.901 31

a R Squared =.091 (Adjusted R Squared = .045)

Grand Mean

Dependent Variable: rata-rata nilail

95% Confidence Interval

Mean Std. Error | | ower Bound | Upper Bound
3.307 .033 3.243 3.371
Multiple Comparisons
Dependent Variable: rala-rata nilai
95% Confidence
Mean Interval
() Model {J) Model Difference (I- Sid. Lower Upper
Layanan Publik | Layanan Publik J) Ermror Sig. Bound Bound
Tukey Tradisional Residual
HSD Birokratis Enabling T | ST Tonmpmane-.3068 | 1538
Ortentasi
Komunity -0868 | .08915{ .765 - 3171 .1436
Orientasi Pasar -0098 | .08915 | 1.000| -.2402 .2205
Residual Tradisional
Enabling Birokratis 0765 .08B915{ 826 ~.1538 3068
Orientasi
Komunity -0103 | .08915| 999 -.24086 2201
Orientasi Pasar 0667 | .08915 | 878 ~ 1637 2970
Qrientasi Tradisional
Komurnity Birokratis .0868 | .08B915 | .765 -.1436 3171
Residual
Enabling 0103 ! 08915 | .999 -2201 2406
Crientasi Pasar .0769 | .08915| 824 | -1534 3073
2
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Orientast Pasar  Tradisional

Birckratis 0098
Residual
Enabling -0667
Crientasi
Komunity -0769
Bonlerroni  Tradisional Residual 0765
Birokratis Enabling '
Crientasi
Komunity -0868
Orientasi Pasar -.0008
Residual Tradisional
Enabling Birokratis 0765
Orientasi
Komunity -0103
Orientasi Pasar 0667
Orientasi Tradisional
Komunity Birokralis Laal
Residual
Enabling 0103
Orientasi Pasar 0769
Orientasi Pasar  Tradisional
Birokralis g
Residual
Enabling e
Orientasi
Komunity AU
Based on observed means.
rata-rata nilai
Model Layanan _Subset |
Publik N 1
Tradisional
Birokratis 78 32979
Orienlasi Pasar 78 3.3077
Tukey HSD(a,b) Residual Enabling 78 3.3744
Orientasi
Komunity 78 3.3846
Sig. 765

08815
.08915
08915
.08915

08915
08915
08915

08915
.08915
08815

08a15
.08915
08915

08915

.08915

1.000
.878
824

1.000

1.600
1.000
1.060

1.000
1.000
1.000

1.000
1.000
1.000

1.000

1.000

-.2205
- 2970
-.3073
-3133

-.3236
-.2466
-.1603

-.2471
- 1701
-.1500

-2265
-.159%
-.2270

-.3035

-.3137

2402
837
.1534
.1603

.1500
2270
3133

.2285
3035
3236

.2471
3137
.2466

A7

L1589

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on Type il Sum of Squares The error lerm
is Mean Square{Error} = .310.
a Uses Harmonic Mean Sample Size = 78.000.

b Alpha = .05.
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Multiple Comparisons

Dependent Variable: rata-rala nilai

95% Confidence
Interval
{I) Faktor (J} Faktor Mean Std. Lower Upper
Pembentuk Pembentuk Difference (I-J) | Error Sig. Bound Bound
Tukey peran peran legislatif 9171 086181 119 -.0309 4144
HSD pemerintah peran LSM .2313() | .08618 | .038 .0087 4540
peran yayasan / .
sosial .3365(*)y | 08618, .01 1139 .5592
peran legislatif  peran ) _
pemerintah 1917 | 08618 | 119 .4144 0309
peran LSM 0396 | .09842 | 978 -.2147 .2939
peran yayasan / }
sosial 1448 | .09842 | 455 1095 3991
peran LSM peran A ; ) _
--_ .2313(*)y | .08518 | .038 4540 .0087
peran legisfatif -.0396 | .09842 | 978 -.2939 2147
peran yayasan / h
sosial 1052 | 08842 | 709 1431 .3595
peran yayasan/ peran 1 4 4 _
sosial pemerintah .3365(%) | .08618 | .001 .5592 1139
peran legislatif -.1448 | .09842 1 .456 -.3891 L1085
peran LSM -.1052 | 09842 .709 -.3595 1491
Bonferroni  peran peran legislalif
oI 1917 | 08618 | .161 -.0372 4206
peran LSM .2313(*) | 08618 | .046 0024 4602
Peran yagasan/ 3365(") | 08618 | Q01| 1076| 5654
peran legislatif  peran R
i pemerintah L1817 | 08618 | .161 -.4206 0372
peran LSM 0396 | .09842 | 1.000 -.2218 .3010
peran yayasan /
sosial 1448 | .09842 | 854 -.1166 4062
peran LSM peran 5
pemerintah -2313(*y ; 08618 | .046 -.4502 -.0024
peran legislatif -0396 | .09842  1.000| -.3010 2218
Pe 1052 | 09842 {1.000| -1562| 3666
peran yayasan/ peran .
sosial Bemer A -3365(") | .08618 | .QO1 -.5654 -.1076
peran legislatif -1448 | 09842 | 854 | -4062 1166
peran LSM -.1052 | .09842 | 1.000 -.3666 1562
Based on observed means.
* The mean difference is significant at the .05 level.
4
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rata-rata nilai

}___ Subset

Faktor Pembentuk N 1 2

peran yayasan /

Sosial 64 3.1604

peran LSM 64 3.2656 3.2656
Tukey HSD(a,b,c) peran legislatif 64 3.3052 3.3052

peran pemerintah 120 3.4969

Sig. 40|  oe2

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on Type Ill Sum of Squares The eror term
is Mean Square{Emor) = .310.

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 72.453.

b The group sizes are unequal. The hammonic mean of the group sizes is used. Type | error levels are not
guaranteed.

¢ Alpha = .05.
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